LEGALITAS PERNIKAHAN VIA LIVE STREAMING DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

PAREPARE

Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat Ujian Tutup sebagai tahapan
dalam memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada
Program Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

AMIRUDDIN
NIM: 2120203874130018

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2023



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amiruddin

NIM : 2120203874130018

Program Studi  : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Tesis . Legalitas Pernikahan Via live Streaming Dalam Perspektif
Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini
benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan
saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk
memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara
tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar
pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur

plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 29 November 2023
Mahasiswa,

Amiruddin
NIM: 2120203874130018



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Amiruddin, NIM: 2120203874130018
mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam,
setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan
judul: Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam,
memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat

disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. oo )
Sekertaris : Dr. Zainal Said, M.H. (oo )
Penguiji | : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M\AQ.  (ceveviiiiiiiiiieenn )
Penguiji 1. : Dr. Rahmawati, M.Ag. oo )

Parepare, 22 Desember 2023
Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19720703 199803 2 001



KATA PENGANTAR

PR Y C g | v Jpow

?MUEMIJCH.\J\JQJJMJ}Aiu.\SQMQJMM]QJXHM;.H

mi@hﬁabﬁl&gc&hﬂbdﬁimdﬁu’b

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., atas nikmat hidayat dan

inayah-Nya, sehingga dapat tersusun tesis ini. Salawat dan salam atas Rasulullah
Saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang
lebih sempurna, dan menjadi reference spiritualitas dalam mengemban misi
khalifah di alam persada.

Penyusun menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah

Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari
berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu,
refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:

1.

Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor 1AIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag.,
M.Pd., Dr. Firman, M.Pd, dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.,
masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang
telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada
Pascasarjana IAIN Parepare;

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN
Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam
proses dan penyelesaian studi.

Dr. Agus Muchsin, M.Ag., sebagai Pembimbing I dan Dr. Zainal Said, M.H.,
sebagai Pembimbing Il, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan
mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat
rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., sebagai Penguji I dan Dr. Rahmawati,
M.Ag., sebagai Penguji Il, dengan tulus menguji, membimbing, dan
mengarahkan penulis hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan
prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang
dibutuhkan dalam penelitian Tesis;

Kepada seluruh keluarga besar penyusun, orang tua, istri tercinta, anak-anak,

dengan segenap do’a dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini;



7. Kepada seluruh teman, saudara, dan seperjuangan penulis yang tidak
sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam
penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-
orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian
studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini
bermanfaat.

Parepare, 29 November 2023

Penyusun,

Amiruddin
NIM: 2120203874130018



DAFTAR ISI

SAMPUL ...ttt ettt nens i
PERNYATAN KEASLIAN TESIS ..ot ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUIL......ccociiiiiiseese e iii
KATAPENGANTAR ..ottt iv
DAFTAR IS o bbb Vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ..ottt viii
ABSTRAK ... bbb Xiv
BAB | PENDAHULUAN ..ottt 1
A. Latar Belakang Masalah ... 1
B. Deskripsi FOKUS Penelitian..........ccccceviiiiiiieiii e 7
C. RUMUSAN MASAlAN ..o 8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............cccoveviiiiiinnennsense e 8
E. Tinjauan PUSEAKA .........ccciviiiieiiicicieieieie et 10
F. Kerangka Teoritis Penelitian...........cccoceveieiiieici e 12
G. Metode PENeltIan ........ccoveiiiic e 54
H. GariS BESAr IST TESIS ....cueuiiiiiriirieisierieesie st 57
BAB Il REALITA PERNIKAHAN VIA LIVE STREAMING.........cccovvveennnn. 59
A. Pengertian Pernikahan Via Live Streaming........cccocevcvvevereienenenesennns 59
B. Praktik Pernikahan Via Live Streaming.........cccococeevveiinneinscinecene 62

BAB Il LANDASAN YURIDIS PERNIKAHAN VIA LIVE STREAMING .. 65
A. Pernikahan Live Streaming Menurut UU No. 1 1974 Tentang

Perkawinan dan KHI..... ..ot e e e e e e e e e e 65

Vi



B. Pernikahan Via Live Streaming ..............cooiiiiiiiiiiiiiiiieiiinannn.. 71
C. Konstruksi Hukum Guna Pengisian Kekosongan Hukum ...................... 73
D. Analisis Penerapan Pencatatan NikahTerhadap Implikasi Hukum

Nikah LiVe Streaming........cccoieiiririininienseensee e 77

BAB IV TINJAUAN PERNIKAHAN LIVE STREAMING DALAM HUKUM

S N | OSSR 83
A. Pernikahan Via Live Streaming Menurut Figh Klasik.............cccccooennns 83
B. Pernikahan Via Live Streaming Menurut Figh Kontemporer ................. 94
BAB V PENUTUP ..ottt s snee s 130
AL SIMPUIAN ... 130
B. Saran dan ReKOMENdaSH .........ccoveviirieiiiise s 132
DAFTAR PUSTAKA ettt sttt saa e e e e raennae s 133
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

vii



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba b Be
o ta t Te
o s\a s\ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z h}a h} ha (dengan titik di bawah)
z kha kh ka dan ha
8 dal d de
d z\al 2\ zet (dengan titik di atas)
D) ra r er
J zai z zet
o sin S es
" syin sy es dan ye
o s}ad s} es (dengan titik di bawah)
o d}ad d} de (dengan titik di bawah)
pS t}a t} te (dengan titik di bawah)
L z}a 7} zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ apostrof terbalik
¢ gain ge
[ fa f ef
K gaf q qi
dl kaf k ka
J lam I el
e mim m em
J nun n En
3 wau w We
A ha h Ha
s hamzah ’ Apostrof
< ya y Ye

Hamzah (=) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).
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2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
[ fath}ah a a
J kasrah I i
| d}ammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
e fathjah dan ai adani
> :‘:th}ah dan wau au adanu
Contoh:
el kaifa
d3  :haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
¢ .| ... | fath}ah dan alif atau a> a dan garis di atas
- kasrah dan ya>" i> i dan garis di atas
& d}ammah dan wau u> u dan garis di atas




Contoh:

&la ma>ta
=) rama>
Ja :gi>la
Qs yamu>tu
4. Ta>’ marbu>tlah

Transliterasi untuk ta>" marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah
yang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya
adalah [t]. Sedangkan ta>" marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>" marbu>t}ah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta>’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
JakY) 4ia3) : raudlah al-at}fa>|
alalall 4304l ; al-madi>nah al-fa>d}ilah

o

axlal] . al-h}ikmah
5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda ta~di>d ( <), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

L5 rabbana>
1—\-&-’ > najjaina>
aall al-hagq
o :nu“ima

3
92 ‘aduwwun



Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (¢<—), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>.

Contoh:

e . <Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

l208 : Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J
(alif lam ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf
gamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:
M\ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
‘ﬂ)bl\ : al-zalzalah (az-zalzalah)
FERA] : al-falsafah
AU anbilasdu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

Jds )R L ta muru>na

PR

&)—‘j\ ral-nau
£l isyai'un
2 % i
el umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Xi



Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus
ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>I al-Qur’a>n

Al-Sunnah gabl al-tadwi>n
9. Lafz} al-Jala>lah (<)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa
huruf hamzah.

Contoh:
& Giadisnulla>h  Abilla>h

Adapun ta>" marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-
jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

A AZa5 A2 hum fi> rah}matilla>h
10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:
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Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>|

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Mungiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swi. = subh}a>nahu> wa ta ‘a>la>
Saw. = stallalla>hu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-sala>m
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W. = Wafat tahun
QS.../....4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4
HR = Hadis Riwayat
ABSTRAK
Nama : Amiruddin
NIM : 2120203874130018
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Judul : Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspekitif
Hukum Islam

Tesis ini membahas tentang legalitas pernikahan via live streaming dalam
persfektif hukum Islam penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui legalitas
serta realita pernikahan via live streaming, landasan yuridis pernikahan via live
streaming serta bagaimana pandangan para ulama klasik dan kontemporer
menyikapi pernikahan via live streaming.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) peneliti
mngambil data dari praktik yamg terjadi dimasyarakat serta data yang bersumber
dari kitab-kitab ulama empat mazhab yang membahas pernikahan dan yang terkait
dengannya, buku-buku yang terkait hukum pernikahan, jurnal ilmiah, yang resmi
menjadi pegangan dan berkaitan dengan pokok bahasa penelitian.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pernikahan via live streaming
merupakan pernikahan yang diselengarakan oleh pasangan yang tidak dapat
melaksanakan pernikahan secara langsung serta berada dalam situasi jarak yang
jauh sehingga mengharuskan terjadinya akad melalui jalan telekomunikasi suara
serta gambar yang tayang dilayar. (2) Hukum akad nikah menurut peraturan
pernikahan di Indonesia bahwa pelaksanaan ijab dan kabul melalui live streaming,
sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan
Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut sah. Hal ini dikuatkan dengan
ketentuan pasal 27 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. (3) Para
ulama berbeda pendapat dalam masalah legalitas pernikahan live streaming,
ulama dari mazhab hanafi dan hambali serta ulama-ulama kontemporer condong
membolehkan pernikahan disebabkan mereka tidak mensyaratkan kesatuan tempat
antara ijab dan qgabul. Berbeda dengan para ulama dari kalangan mazhab
Malikiyah dan Syafi‘iyah mereka cenderung lebih ketat mereka mengharuskan
ittih}a>dul majelis, Masalah ini berkaitan erat dengan masalah syahadah
(kesaksian) dalam akad nikah, saksi harus dapat melihat serta menyaksikan
dengan mata kepala, bahwa rangkaian pengucapan ijab kabul benar-benar
dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan, dan ijab kabul itu benar-benar dari
dua orang yang sedang melakukan akad.

Kata kunci : Legalitas, Pernikahan Live Streaming, Hukum Islam
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ABSTRACT
Name : Amiruddin
NIM : 2120203874130018
Title : Legality of Marriage via Live Streaming in the Perspective of
Islamic Law

This thesis explores the legality of marriage via live streaming from the
perspective of Islamic law. The research aims to determine the legality and the
reality of marriage via live streaming, the juridical foundation of marriage via live
streaming, and how classical and contemporary scholars view marriages
conducted through live streaming.

This is a library research study sourced from the works of scholars from
the four major schools of thought discussing marriage and related topics, books
related to marriage law, and official journals relevant to the research focus.

The findings of this research indicate that (1) marriage via live streaming
is a ceremony conducted by couples who cannot perform the marriage directly
and are in a distant situation, necessitating the marriage contract through voice
and visual communication displayed on the screen. (2) According to marriage
regulations in Indonesia, the implementation of the marriage proposal and
acceptance via live streaming fulfills the requirements and conditions of marriage
and is not in conflict with the Compilation of Islamic Law, making the marriage
valid. This is reinforced by Articles 27 to 29 of the Compilation of Islamic Law.
(3) Scholars have differing opinions on the legality of live streaming marriages.
Scholars from the Hanafi and Hanbali schools, as well as contemporary scholars,
tend to allow such marriages because they do not require the unity of place
between the proposal and acceptance. In contrast, scholars from the Maliki and
Shafi'i schools tend to have stricter views, requiring the congregation's witness,
closely related to the issue of testimony in the marriage contract. Witnesses must
be able to see with their own eyes that the sequence of proposal and acceptance is
indeed performed as stipulated, and the proposal and acceptance are genuinely
from the two individuals conducting the contract.

Keywords: Legality, Marriage Live Streaming, Islamic Law
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu nakah}a yang artinya
menggabungkan, mengumpulkan atau menjodohkan. Selain itu, nikah juga berarti
bersetubuh. menurut syara’, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan
pergaulan antara seorang laki-laki yang bukan mahram serta menimbulkan hak
dan kewajiban di antara keduanya!

Pernikahan merupakan perintah Allah dan sunnah nabi-Nya yang Allah
syariatkan kepada manusia, untuk keberlansungan hidup dan kebahagiaan mereka
serta untuk memakmurkan bumi, Selain itu secara filosofis, menikah dan
berpasangan adalah merupakan ciri makhluk hidup. Allah telah menegaskan
bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan
satu sama lain.?

Firman Allah Swt Q.S. Al-Dzariyat /51 : 49.

G pliad (g5 LA g0k (8 (ia
Terjemahnya :
“Dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
menggingatkan kebesaran Allah”3

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Ar-rum/30: 21

533 AR5 Jan 3 g3l 1 58A 5351 kil 283 (318 O 4015
GIREG o 38 ¥ &3 B ) 4ad 3

Muhammad Igbal, Psikologi Pernikahan (Jakarta: Gema Insani, 2019). h. 2.

2Ahmad Sarwat, Ensiklopedi Fikih Indonesia 8 Pernikahan (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2019). h. 16

SKementerian Agama RI, 4! Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Pelayan
Alguran Mulia, 2019). h. 522



Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir.”*

Pernikahan dibangun dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia,
kekal, dan harmonis. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa.®

Pernikahan memiliki fungsi dan makna yang kompleks, oleh karena
itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral (suci)
tidak boleh dilaksanakan secara serampangan, akan tetapi tentunya harus
memenuhi ketentuan serta aturan yang telah ditetapkan dalam agama.

Pernikahan selalu menjadi hal menarik untuk diperbincangkan, bukan
semata di dalamnya ada pembahasan terkait seksualitas, melainkan karena
pernikahan merupakan sebuah hal yang sakral dalam ajaran agama. salah satu
tujuan syariat Islam ialah untuk memelihara kelangsungan keturunan melalui
pernikahan yang sah menurut agama,diakui olen UU dan diterima sebagai bagian

dari budaya masyarakat.®

4Kementerian Agama RI, A/ Qur’an Dan Terjemahnya..., h. 406

Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
(Bintaro: transmedia Pustaka 2007) h. 2

®Novita Lestari, Sawah Lebar, and Ratu Agung, ‘Problematika Hukum Perkawinan Di
Indonesia’, 4.32 (2017). h. 44.



Semakin berkembangnya jumlah populasi manusia di muka bumi
menyebabkan tersebarnya manusia ke berbagai daerah yang dipisahkan oleh jarak,
padahal manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya membutuhkan
makhluk lain disekitarnya. Secara sosiologis manusia disebut juga sebagai mahluk
yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu setiap manusia mempunyai
kelebihan dan kekurangan serta membutuhkan orang lain agar dapat menutupi
kekurangannya. Untuk itu tidaklah mungkin bagi seorang perempuan untuk
merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang akan mendampinginya,
meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah maupun
intelektual yang tinggi. Demikian juga tidaklah mungkin seorang laki-laki untuk
tidak membutuhkan seorang perempuan yang akan mendampinginya’

Kemajuan di segala aspek kehidupan masyarakat mendorong mereka
untuk lebih peka dan perhatian terhadap segala sesuatunya. Demikian juga dengan
agama, ia dituntut untuk fleksibel dan mengakomodasi segala sesuatunya yang
memang layak untuk diakomodasi. Sebagai umat muslim kita dituntut untuk terus
mengkaji dan mengembangkan ajaran yang fleksibel (sesuai perkembangan
zaman), agar semakin terbukti bahwa syariat Islam itu memang cocok dengan
fitrah kemanusiaan (rahmatan lil ‘a>lami>n).

Pada zaman sekarang ini, orang memanfaatkan teknologi untuk
kepentingan sehari-hari, mulai dari untuk berkomunikasi dengan yang lain dalam
jarak yang jauh, dagang (muamalah) untuk memesan sesuatu, atau untuk

membicarakan sesuatu yang penting, tidak perlu lagi menemui seseorang secara

"Kumedi Ja’far, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Sukabumi: Arjasa Pratama,
2021). h. 23



fisik, dikarenakan jarak yang memisahkan, tetapi cukup melalui telephone dengan
layanan live streaming video call (fitur jaringan 4G bahkan sudah hampir 5G,
yang memungkinkan dua penelepon untuk berbicara satu sama lain sementara
pada saat yang sama melihat bentuk muka masing-masing) Dalam dunia dagang
atau keperluan pribadi.

Teknologi komunikasi khusunya pada Teleconference atau alat
komunikasi merupakan sebuah media penghantar maksud seseorang dalam
melakukan berbagai hal dalam kehidupan sehari-harinya yang sudah mendapatkan
legitimasi di mata publik sebagai alat penghubung bukan inti perbuatannya tetapi
sebagai medianya.

Di dalam dunia perdagangan atau muamalah transaksi melalui media
online sudah menjadi hal yang biasa, dengan memanfaatkan teknologi yang ada di
zaman moderen ini mempermudah manusia untuk bertransaksi satu sama lain
tanpa harus bertemu secara langsung dikarenakan jarak dan waktu yang
menghalangi. Seiring perkembangan zaman manusia sedikit banyak telah
menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, tak hanya dalam
bermuamalah (jual-beli), akan tetapi sudah ada yang melakukan pernikahan
melalui media online (teknologi), lalu bagaimana hukum ataupun pandangan
masyarakat terhadap pernikahan yang dilangsungkan melalui media teknologi
dengan cara live streaming baik lewat vidio call, whatsapp, Instagram,
Messengger atau media lainya?

Akad nikah melalui media komunikasi Teleconference (yaitu pernikahan

yang menggunakan media komunikasi online) satu bentuk akomodasi kepentingan



masyarakat dalam konteks fikih sebagai wujud dari kepekaan syariat Islam dalam
menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Dan selama nilai kemanfaatan
dan kemaslahatan tercapai dalam hal ini dengan tidak menafikan unsur
kemudharatan yang mungkin terjadi, maka hal akad nikah semacam ini
merupakan suatu alternatif pilihan efektif dan efesien (dengan tidak meninggalkan
syariat Islam) bagi masyarakat modern.®

Penggunaan live streaming merupakan hal yang sudah lumrah (biasa)
dalam dunia perdagangan. Namun bila hal itu dimanfaatkan untuk akad nikah
maka masih terasa aneh. Karena pelaksanaan akad nikah itu dipandang sebagai
hal yang sakral, dan tidak diinginkan asal sekedar sudah terlaksana. Nikah melalui
live streaming adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui media live
streaming. wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan
kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat
didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami, begitu pula sebaliknya, ucapan
kabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak
perempuan.

Terjadinya nikah melalui live streaming merupakan bagian dari kemajuan
teknologi yang begitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan bagi
seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Di Indonesia
sendiri praktik dan kasus pernikahan atau akad nikah jarak jauh pernah terjadi,
akad nikah ini di praktekkan oleh beberapa pasanan diantaranya seperti pasangan

Vegas Chandra Dwipanegara (Vegas) dan Riska Mariska Oktavia (Sita).

8Wardah Nuroniyah, ‘Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Figih Mazhab
Dan Hukum Positif Indonesia’, 2.1 (2017). h.132.



Pernikahan dengan live via aplikasi zoom tersebut menjadi alternatif atau solusi
tepat ditengah situasi pandemi Covid- hingga saat ini yang dilangsungkan di
daerah Surabaya, pasangan Letkol Laut M Arifin dengan Nur Aini yang
melansungkan akad nikah melaui virtual pada tanggal 1 januari 2021 yang mana
keduanya adalah pasien covid waktu itu, dan pada tgl 27 desember 2020 pasangan
Daniel Oesman dan Yulia Virginia melansungkan nikah namun metode yang
dipakai adalah menggunakam perwakilan dimana pihak calon suami berada
dijerman diwakilkan kepada saudara laki laki dari pihak calon suami, demikian
pula pada tanggal 11 juli 1968 almarhum KH Abdurrahman(Gusdur) dan Sinta
Nuriah dimana waktu itu Gusdur berada di mesir mewakilkan Kabulnya kepada
kakeknya, kiyai Bisri Syansuri.

ljab diucapkan oleh wali, Kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki
apabila ijab dan Kabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama)
dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi
syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. demikian pendapat ulama fikih. Namun
mereka berbeda pendapat dalam mengartikan istilah “satu majelis”. Apakah
diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada dalam satu
ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain adalah non fisik,
sehingga ijab harus diucapkan dalam satu kegiatan yang tidak dibatasi oleh
kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti “satu majelis”. Dengan demikian ijab
harus bersambung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain yang tidak ada

hubungannya dengan akad nikah itu.
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Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “Legalitas Pernikahan
Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam”.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Penelitian tesis ini penulis membatasi focus penelitian untuk menjaga agar
penelitian tetap terarah. Adapun fokus penelitian tersebut :
1. Realita pernikahan via live streaming.
2. Landasan yuridis pernikahan via live streaming.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan via live streaming.

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus

1 Realita pernikahan via | Realita pernikahan via live streaming.
live streaming a. Pengertian pernikahan via live
Streaming

b. Praktik pernikahan live streaming

2 Landasan yuridis a. Berdasarkan UU No. 1 tahun
pernikahan via live 1974 tentang perkawinan. dan
streaming kompilasi hukum Islam(KHI).

b. Konstruksi hukum guna

pengisian kekosongan hukum.
c. Analisis penerapan pencatatan
nikah terhadap implikasi hukum

nikah live streaming.




a.

Tinjauan pernikahan
3 b.

via live streaming

C.
dalam persfektif fikih

d.
klasik dan fikih

e.
kontemporer

f.

g.

h.

Berdasarkan fikih klasik dan kontemporer

Madzhab Imam Abu Hanifah
Madzhab Imam Malik

Madzhab Imam Syafi’i

Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal
Syekh Wahbah al-Zuhaili

Sayyid Sabiq

Umar Sulaiman al-Asgar

Fatwa MUI

C. Rumusan Masalah

11

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan

adalah bagaimana legalitas pernikahan via live streaming dalam perspektif hukum

Islam ? dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realita pernikahan via live streaming?

2. Bagaimana landasan yuridis pernikahan via live streaming ?

3. Bagaimana tinjauan hukum pernikahan via live streaming dalam perspektif

hukum Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
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Tujuan dari penelitian yang di lakukan oleh penulis nantinya adalah:

a. Untuk memberikan pemahaman serta menganalisis realita pernikahan

via live streaming

Untuk menganalisis bagaimana landasan yuridis pernikahan via live
streaming.

Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum pernikahan via live

streaming dalam perspektif fikih klasik dan fikih kontemporer?

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian Yang dirumuskan oleh penulis adalah Sebagai

Berikut:

Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi
pembaca dan berguna untuk perkembangan wacana hukum Islam
khususnya berkaitan dengan pokok masalah penelitian yaitu akad
nikah yang dilakukan secara live streaming menurut hukum Islam. dan
dapat memberikan manfaat tentang wacana baru dalam kajian hukum
keluarga Islam.

Kegunaan Praktis

Penelitian ini  diharapkan dapat memberi informasi dan
pengetahuanmengenai akad nikah melalui Live Streaming

dankedudukan hukumnya menurut hukum pernikahan Islam.
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E. Tinjauan Pustaka
1. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh
penulis adalah sebagai berikut:.

Miftahul Qadril R, “Pandangan Wahbah al-zuhaili tentang Akad Nikah
Melalui Telekonferensi Beserta Prospeknya Dalam Pengembangan Hukum
Keluarga Islam di Indonesia” Dalam tesis ini penulis mengangkat permasalahan
akad pernikahan melaui via telekonferensi menurut pandangan syekh Wahbah al-
Zuhaili serta prospeknya dalam pengembangan hukum keluarga islam, demikian
pula dinamika pernikahan via telekonferensi yang terjadi di Indonesia.®

Persamaan dengan yang dikaji penulis ini adalah salah satunya mengenai
kajian keabsahan akad nikah melaui media online, sedangkan letak perbedaannya
jalah berada pada analisis yang dikaji penulis yaitu terkait kekuatan hukum
pernikahan via live streaming dalam persfektif hukum Islam.

M. Asgaf Aznan Siregar, “Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan
Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid 19” pokok permasalahan yang penulis
angkat dari tesis ini, terkait analisis keabsahan akad nikah melalui via online
dimasa pandemi covid 19 dalam pandangan hukum islam.

Persamaan dengan permasalahan yang dikaji penulis ini adalah pada kajian

dan analisis nikah melalui media online. Namun bedanya adalah pada analisis

Miftahul Qadril R, ‘Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Akad Nikah Melalui
Telekonferensi Beserta Prospeknya Dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia’
Tesis (UIN Kiyai Haji Ahmad Siddig, Jember, 2022).
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fokus penelitian terkait legalitas hukum islam pada pernikahan melalui via live
streaming secara umum.

Ahmad, “Akad Nikah Online: Tinjauan Atas Konsep ljab Kabul Dalam
Kitab Al-Nika>h Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari”, permasalahan
pokok yang dijelaskan dalam tesis ini akad nikah online yang menitikberatkan
pada masala ijab dan kabul dalam kitab al-nika>h karya syekh Muhammad
Arsyad al-Banjarit?

Persamaan dengan yang dikaji penulis ini adalah salah satunya mengenai
kajian akad nikah melalui media online, sedangkan letak perbedaannya ialah
berada pada analisis yang dikaji penulis yaitu terkait konsep pernikahan via live
streaming.

Syaiful Alim, Akad Nikah Via Teknologi Informasi persfektif maga>s}id
Syariah Imam Ghazali Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga
Islam, Dalam tesis ini penulis membahas terkait akad nikah melalui media
Teknologi Informasi ditinjau menurut pandangan maga>s}id syariah Imam
Ghazali juga bagaimana relevansinya dalam kajian pembaruan hukum keluarga
Islam.

Persamaan dengan yang dikaji penulis ini adalah salah satunya mengenai

kajian keabsahan akad nikah melaui media online, sedangkan letak perbedaannya

1°M. Asgaf Aznan Siregar, ‘'Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online
Saat Pandemi Covid 19" Tesis (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Ahmad, Akad Nikah Online: Tinjauan Atas Konsep ljab Qabul Dalam Kitab An-Nikah
Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar" Tesis (UIN Antasari, Banjarmasin, 2022).
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ialah berada pada analisis yang dikaji penulis yaitu terkait landasan yuridis
pernikahan via live streaming dalam perspektif hukum Islam.?
F. Kerangka Teoritis Penelitian

1. Legalitas Hukum

Legalitas dari asal kata legal yang sering digunakan dalam hukum untuk
mengacu pada sesuatu yang sesuai dengan hukum atau peraturan. Istilah demikian
biasanya digunakan untuk menggambarkan tindakan, keputusan atau kebijakan
yang sah dan tidak melanggar hukum. Dalam konteks hukum, legal adalah konsep
yang sangat penting karena hukum bertindak sebagai kerangka kerja yang
mengatur tindakan manusia dan melindungi hak individu dan masyarakat secara
keseluruhan. Dengan memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah legal, kita
dapat memastikaan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia,
atau hak-hak lain yang diakui oleh hukum.

Legal adalah istilah yang merujuk pada seseorang atau perusahaan yang
memiliki izin, lisensi, atau otoritas yang diperlukan untuk melakukan suatu
kegiatan. Misalnya, seorang pengacara memiliki kewenangan hukum untuk
memberikan nasehat hukum, dan mewakili klien di pengadilan kaeena mereka
memiliki lisensi dan keahlian yang diperlukan, untuk melakukan pekerjaan
tersebut. Dan perlu dicatat bahwa apa yang dianggap legal dapat berbeda-beda di
berbagai Negara atau yurisdiksi, dan apa yang dianggap legal di satu tempat

mungkin tidak legal ditempat yang lain.

125yaiful Alim, "Akad Nikah Via Teknologi Informasi Persfektif Maga>s}id Syariah Imam
Ghazali Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga Islam”, Tesis (Ul Malang, 2021).
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Adapun legalitas Menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti
keadaan sah atau keabsahan berarti legalitas hukum adalah membahas terkait
suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya dan tidak ada ketetuan
dan aturan hukum yang mengatur.

Legalitas dalam hukum memiliki asas asas yang menentukan bahwa tidak
ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana tanpa
ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Asas ini diperkenalkan pertama
kali oleh Anselm von feurbech seorang sarjana hukum pidana jerman tahun 1775
— 1833 dalam bukunya yang berjudul “lehburch des peinlichen Recht”(1801),
dengan istilah nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (bahwa tiada
delik yaitu tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Asas legalitas yang
berlaku di dalam hukum pidana di Indonesia di atur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP
yang menentukan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan
kekuatan perundang-undangan yang telah ada. Syarat pertama untuk menindak
terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya ketentuan dalam undang-
undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu
sanksi terhadapnya. Dari ketentuann pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut dijelaskan
bahwa:

a. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana
menurut undang-undang, oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum

tidak tertulis, tidak dimungkinkan.
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b. Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbutan itu,dengan
kata lain ketentuan pidana itu harus sudah berlaku surut, baik mengenai
ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.'?

Dalam kompulasi hukum Islam di atur prinsip-prinsip dan asas asas dalam
pernikahan yang mana meliputi segala hal yang berhubungan dengan pernikahan
yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.

Hal ini diatur dalam undang-undang pernikahan adalah sebagai berikut:4

1). Asas suka rela

2). Asas persetujuan

3). Asas bebas memilih

4). Asas kemitraan

5). Asas selamanya

6). Asas monogami terbuka.

2. Perubahahan Hukum Islam

Konsep perubahaan hukum yang dibawa oleh hukum Islam adalah sebuah

cerminan dari hakikat dan tujuan hukum Islam, konsep demikian menurut
pandangan salah seorang ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H / 1350 M)
seorang mujtahid dan mujaddid abad ke 8 Hijriyah, murid dari Syaikhul Islam
Ibnu Taimiyyah. Ibnu Qayyim muncul menentang arcus dan mendobrak
kejumudan berfikir, meneruskan gurunya Ibnu Taimiyyah. Beliau hadir dengan

pemikiran-pemikiran gemilang ditopang oleh keilmuan yang mumpuni, terutama

BLukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa (yogyakarta:
Deepublish, 2020). h. 18.

“Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan (Malang: UMMPress, 2020). h. 7
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di Bidang Fikih dan Ushul Fikih. Di antara karya besarnya adalah kitab 7°lamul
Muwagi‘in ‘an rabb al-‘A>lami>n, yang berbicara tentang metodologi istinbath
hukum Islam dan etika fatwa dan mufti.%®

Secara umum, kitab I’lam al-Muwaqi in menjadi panduan penting untuk
pengkaji dan peneliti hukum Islam. Salah satu yang menarik dalam kitab tersebut
adalah beliau merumuskan kaidah yang berbunyi: Perubahan dan perbedaan fatwa
berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat.'® Syariat
ditegakkan demi kepentingan para hamba di dunia dan akhirat kelak.'” Inti dari
pandangan lIbnu al Qayyim al-Jauziyyah tersebut adalah penetapan hukum
dikaitkan dengan lima hal yakni al-azminah (situasi zaman), al-amkinah (situasi
tempat), al-Ahwa>I (kondisi) al-Niya>t (motivasi/ niat), dan al-‘awa>id (adat-
tradisi). Kelima hal tersebut yang menjadi sebab (al-illah) dalam perubahan fatwa
hukum. Fatwa hukum berubah seiring dengan perubahan situasi zaman, situasi
tempat, kondisi, motivasi/niat dan adat tradisi setempat.*8

Teori perubahan fatwa disebabkan faktor tempat, waktu, kondisi, motivasi
(niat) dan tradisi (adat) adalah salah satu contoh diantara pemikiran cemerlang

Ibnu Qayyim. Kaidah ini mampu membuktikan universalitas dan fleksibilitas

BHaris Muslim, "pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang
Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia”, Al-
Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Volume 1 No. 2 2019. h. 285-3141

%lonu Qayyim Al-Jauziyyah, I'lam Al-Muwaqqi’in ‘An Rab Al-‘Alami>n (Mamlakah Al-
‘Arabiyyah Al-Saudiyyah: Dar Ibn al-Jauzi tahun 1223 H). h. 337.

7 Yusuf Qardhawi. Membumikan Syari’at Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia.
(Bandung: Mizan Pustaka. 2003), h. 216.

®Rusdaya Basri, “Urgensi Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah Tentang Perubahan
Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah
Sulawesi Selatan” Diktum: Jurnal Syari’ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018. h.
187 — 207.
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hukum Islam. sebagai syariat yang adaptable dalam setiap ruang dan waktu, di
segala situasi dan kondisi.

Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa syariat ditegakkan demi kemaslahatan
para hamba di dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya ditegaskan bahwa
sesungguhnya pondasi dan asas syariat adalah hukum dan kemaslahatan hamba
dalam kehidupan dunia dan akhirat. Syariat membawa keadilan, rahmat, hikmah
dan kemaslahatan bagi semuanya.

Indonesia adalah negara hukum dengan mayoritas penduduk muslim dan
menjadikan syariat Islam sebagai salah satu sumber hukum yang kemudian
dilegalkan dalam perundang-undangan (tagni>n al-ah}ka>m). Sehingga lahir
undang-undang pernikahan, undang-undang peradilan agama, undang-undang
perzakatan, undang-undang perwakafan misalnya. Disamping produk hukum
Syariah lain seperti Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI),
atau bahkan setingkat fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Komisi Fatwa dan
Dewan Syariah Nasionalnya.

Pemikiran Ibnu Qayyim tentang fleskibilitas Hukum Islam yang
dirumuskan dalam pernyataannya, “Perubahan Fatwa dengan berubahnya tempat,
waktu, kondisi, motivasi dan tradisi”, adalah pokok pemikiran prinsipal dan
merupakan ide besar yang memiliki signifikansi penting bagi perkembangan
Hukum Islam. Pemikiran ini didukung oleh landasan argumentasi yang kuat dan
contoh-contoh yang tepat, yang menegaskan bahwa Hukum Islam sangat

adaptable di setiap ruang, waktu, situasi dan kondisi. Sehingga teori ini terus
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berkembang menjadi sebuah metodologi istinbath dan penerapan Hukum Islam,
menjadi solusi dari problematika hukum.

Landasan teori pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan
hukum Islam terhadap perkembangan sosial hukum Islam pada prinsipnya
mengacu pada hakikat syariat Islam yang senantiasa berorientasi pada
kemaslahatan manusia. Syariat Islam hadir di bumi melalui Rasulullah saw. yang
bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan dan kebajikan. Oleh
karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas
keadilan, dipandang bertentangan dengan syariat Islam.

3. Konsep Ittih}a>d al-Majlis

Salah satu permasalahan pelik yang terdapat dalam pernikahan adalah
pembahasan mengenai ittihd al-majlis. Sebab berhubungan dengan pengucapan
sighat dalam akad nikah yang merupakan gerbang penentu keabsahan pernikahan.
Begitu juga dalam bab jual beli, yang mana di dalamnya terdapat prosesi akad
dengan pengucapan ijab dan gabul sehingga disyaratkan adanya ittihad almajlis.

Dalam memahami pembahasan ittih{a>d al-majlis perlu terlebih dahulu
melihatnya dari aspek lughawi (etimologis) dan aspek fikih (hukum). Kata
ittih}a>d secara bahasa memiliki arti dua barang atau lebih yang menjadi satu.®
sedangkan al-majlis merupakan ism makéan dari fi’il o> yang memiliki arti
sebagai tempat untuk duduk.?® Maka jika digabungkan memiliki arti bersatunya
tempat untuk duduk. Maksud dari tempat duduk di sini adalah tempat

berlangsungnya akad, sedangkan kata akad secara bahasa adalah mempererat atau

Blorahm Mustafa, dkk. al-Mu jam al-Wasi>t, (Mesir: Dar al-Da’wah, t.th.), h. 1016
20 |bn al-Mandz(r, Lisan Al-‘4rab jilid 8 (Beirut: Dar Sadir 1993), h. 657
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ikatan, dan lawan dari melepaskan.?? Kemudian pengertian ittin}a>d al-majlis
secara hukum fikih yaitu berlangsungnya ijab dan kabul dalam satu tempat dan
jika berbeda tempat maka tidak sah, seperti seseorang yang telah mengucapkan
ijab namun pihak kedua berdiri dari tempat akad sebelum mengucapkan kabul
atau pihak kedua sibuk dengan urusan lain sebelum mengucapkan kabul maka
akad keduanya tidak sah.?

Berlangsungnya ijab dan gabul secara ittiha>d al-majlis membutuhkan
adanya kepastian batasan satu tempat secara jelas. Pembatasan ini sangat
diperlukan untuk menentukan keabsahan ijab dan kabul yang mensyaratkan
ittiha>d al-majlis. Setidaknya ada dua penafsiran yang disebutkan oleh Satria
Efendi mengenai gambaran ittiha>d al-majlis. Gambaran pertama, bahwa ijab dan
gabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang berkesinambungan, bukan
dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah. Meskipun akad dilakukan dalam
satu tempat namun kesinambungan antara ijab dan kabul terputus maka akad
nikah tersebut tidak sah. Dengan demikian, adanya persyaratan bersatu majelis
adalah berkaitan dengan keharusan adanya kesinambungan waktu antara ijab dan
kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Sedangkan gambaran kedua, bahwa
bersatunya tempat disyaratkan bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara
ijab dan kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan keberadaan kedua saksi
yang membawa tanggung jawab persaksian (syaha>dah) sehingga menurut

pendapat ini membutuhkan kesaksian dengan melihat secara langsung proses akad

Zbn al-Mandzu>r, Lisa>n al- ‘Arab, jilid 3..., h. 296

22 Ala‘u al-Din Abt Bakr bin Mas‘(d bin Ahmad al-KAasani al-Hanafi, Baddi‘ Al-Sandi ‘ Fi
Tartib Al-Syardi, jilid 5 (Beirut: Dér al-Kutub al-‘Timiyah, 1986), h. 137
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nikah bahwa ijab dan kabul telah disampaikan oleh kedua pihak dengan redaksi
(s}i>ghat) dan tata cara yang benar. Oleh karena itu, pendapat ini menolak
keabsahan seorang yang buta untuk menjadi saksi dengan alasan bahwa ia tidak
dapat melihat sehingga tidak dapat memastikan bahwa ijab dan kabul benar-benar
diucapkan oleh kedua belah pihak yang berakad. Sebab seorang saksi harus dapat
melihat dan menentukan para pihak pelaku akad sebagai syarat mu ‘aGyanah dalam
bersaksi. Dengan demikian, ittih}a>d al-majlis bukan hanya berperan sebagai
syarat kesinambungan waktu dalam pengucapan ijab dan kabul namun juga
adanya kesatuan tempat secara nyata sebagai bentuk pemenuhan syarat
mu‘ayanah dalam bersaksi.?3

Dalam dua gambaran ittin}a>d al-majlis oleh Satria Efendi, salah satu
patokan yang dipakai dalam menentukan makna majelis dengan mengatakan
sebagai kesatuan waktu adalah adanya keabsahan nikah dengan berkirim surat
atau al-kita>bah dalam mazhab Hanafi. Yaitu ketika ada seorang laki-laki yang
menghendaki pernikahan dengan seorang perempuan dengan mengirimkan surat,
kemudian surat tersebut dibacakan dalam satu tempat yang dihadiri oleh wali
perempuan dan saksi, kemudian dalam tempat yang sama dijawab oleh wali dan
diterimanya, maka akad yang demikian sah meskipun tanpa menjadikan siapapun
sebagai wakil. Bahkan dalam keterangan yang lain, jika seorang perempuan
mendapatkan surat ijab nikah kemudian ia baca dalam satu tempat namun ia tidak
menjawab langsung, akan tetapi kemudian dijawab dalam tempat lain dengan

adanya saksi dan saksi dipastikan telah mendengar jawaban perempuan dan

ZBSatria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2010), h. 3-8.
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mengetahui isi dari surat, maka hal yang demikian dianggap sah. Maka terlihat
jelas adanya perbedaan majelis bukan sebagai ukuran dalam akad bi al-kita>bah.

Namun perlu dipahami bahwa kalangan Hanafiyah menganggap sah
adanya pengucapan kabul pada tempat lain yang bukan tempat pertama menerima
surat sebab mempelai laki-laki masih dalam status mukha>tib (peminang) dengan
adanya surat yang ia kirimkan.?* Sehingga perbedaan majelis tidak menjadi
masalah, sebab ia dianggap hadir dengan adanya surat. Demikian juga kehadiran
saksi yang harus dipastikan telah mengetahui isi dari surat serta mendengar
jawaban mempelai perempuan semakin memberikan arahan bahwa bentuk akad
nikah yang sah adalah dengan dilaksanakannya dalam satu tempat.

Sebetulnya para ulama’ menyebutkan batasan satu tempat dalam bab
khiya>r dengan menggunakan contoh nyata. Akad khiya>r sendiri terbagi
menjadi tiga macam yaitu khiya>r majlis, khiya>r syarat, dan khiya>r ‘aib.
Batasan tempat disebutkan dalam khiya>r majlis, sebab ketentuan memilih
meneruskan atau membatalkan akad jual beli berlangsung selama masih dalam
tempat akad. Berpisahnya kedua pelaku akad perlu memiliki batasan dan
gambaran yang jelas sebab jika salah satu dari keduanya meninggalkan tempat
akad maka batal kesempatan khiya>r dan dianggap sepakat atas jual beli (luzu>m
al-ba>i‘). Setidaknya ada dua perkara yang menjadi pertimbangan dalam
menentukan ukuran berpisah tempat, yaitu keadaan ‘a>gidain (penjual dan
pembeli) dan tempat berlangsungnya akad. Contoh dari keadaan ‘a>gidain adalah

jika keduanya saling berdiri atau saling berjalan walaupun lamanya sampai tiga

247ain al-Di>n bin Ibra>hi>m bin Muhammad Ibn al-Nujaim al-Misri, Al-Bahr Al-Ra>iq
Syarh Kanz Al-Daga=>iq, Jilid 5 (Mesir: Da>r al-Kutub al-Isla>mi, t.th), h. 291
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hari maka dianggap masih dalam satu majelis, atau keduanya membicarakan
perkara lain yang tidak ada hubungannya dengan jual beli maka selama masih di
satu tempat dan tidak berpisah selama itu juga kesempatan khiya>r masih ada.?
Sedangkan contoh dari tempat berlangsungnya akad digambarkan dengan
beberapa tempat, seperti jika keduanya berada di rumah yang besar, jika salah satu
keduanya keluar ke halaman rumah atau dari halaman rumah kemudian menuju
teras maka dikatakan berpisah. Jika keduanya berada di pasar atau di tanah lapang
seperti gurun pasir maka dengan membalikkan badan dan berjalan beberapa
langkah telah dianggap meninggalkan majelis walaupun masih bisa
mendengarkan suara temannya. Jika keduanya berada di atas perahu atau di rumah
yang kecil maka dengan keluar dari perahu atau rumah telah dianggap
meninggalkan majelis.

D>awa>bit (batasan) dari kesatuan tempat sebenarnya tidak dijelaskan
baik secara syara‘ (hukum fikih) ataupun lughah (bahasa) sehingga aturannya
dikembalikan kepada ‘urf (kebiasaan).?® Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam
gawa> id al-fighiyyah:

Cadl Al an gl B YAl L8 hila Al (el L
Artinya :

“setiap apa yang tidak memiliki batasan dalam bahasa dan syariat maka

2Syams al-Din Muhammad bin Abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah Syiha>b al-Din al-
Ramli>, Niha>yah Al-Muhta>j Ila> Syarh Al-Minha>j, jilid 4 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1984), h. 10

%Sulaima>n bin Muhammad bin ‘Umar al-Bujairami, Tuhfah Al-Habib ‘ala Syarh
AlKhati=>b, Jilid 3 (Mesir: Da>r al-Fikr, 1995), h. 34
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dikembalikan kepada kebiasaan”?’

Substansi dari pembahasan ittiha>d al-majlis dapat diidentifikasi dalam
tiga bagian besar, yaitu di mana terjadinya (where), bagaimana terjadinya (how),
dan siapa saja pihaknya (who). Pada bagian depan terdapat beberapa gambaran
dari dua substansi yaitu di mana terjadi dan bagaimana terjadi. Sedangkan
substansi ketiga perlu dijelaskan sebab berhubungan dengan siapa saja pihak yang
wajib hadir dalam akad. Tanpa kehadiran dari pihak terkait maka ittiha>d al-
majlis tidak dapat terealisasi yang menyebabkan akad tidak sah.

4. Pernikahan Dalam Hukum Islam

Nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu nakah}a yang artinya
menggabungkan, mengumpulkan atau menjodohkan. Selain itu, nikah juga berarti
bersetubuh. menurut syara‘, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan
pergaulan antara seorang laki-laki yang bukan mahram serta menimbulkan hak
dan kewajiban di antara keduanya?® Sedangkan Dalam bahasa Indonesia
“perkawinan” ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan
hubungan kelamin atau bersetubuh . istilah kawin ini lebih digunakan dalam artian
yang umum atau luas untuk tumbuhan hewan dan manusia, menunjukkan proses
generatif secara alami. Berbeda dari itu nikah digunakan pada manusia karena
mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan juga hukum

agama (Islam).

21 T4j al-Di>n ‘Abd al-Wahha>b bin Tagi al-Di>n al-Subki, Al-Asyba>h Wa Al-Nadza>ir,
Jilid 1 (Mesir: Da>r al-Kutub al-‘Tlmiyah, 1991), h. 51.

ZMuhammad Igbal, Psikologi pernikahan.... h. 2.
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Pernikahan adalah salah satu perintah Allah untuk memenuhi kebutuhan

biologis hamba Nya. Salah satu firman Allah dalam Q.S An-Nur/24 : 32.

1388 1 515K &) a&ila) 3 akalis (e (pallall g akia L‘f‘l‘fy‘ 165 5,13;5
Dl ful 3 i)y ALad (oo ) Agdi)

Terjemahnya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan Kkurnia-Nya. Dan Allah Maha luas
(Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.?®

Nikah ( z\sil ) artinya ”suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara
seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan memunculkan hak
dan kewajiban antara keduanya”. Menurut istilah hukum Islam, salah satu definisi

pernikahan adalah:

55 ally Ja ) £ liaid dlle wid p LA Ay dBe g8 Lo izl g
Jally 31 sal) g laiaiad Jag

“Pernikahan secara syara “yaitu akad yang ditetapkan syara” untuk
membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan
menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.

Demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Zakariyah al-Anshari:
s sad gl IS Bil phg daly) Gaaly e g Loy Il
“Nikah secara syar’i adalah akad yang mengandung makna

diperbolehkannya bersenggama dengan menggunakan lafadz nikah atau
sejenisnya”30

PKementrian Agama RI, al Qur’an Dan Terjemahnya..., h. 354.
30Fathul Waha>b Zakariyah Al-Ansha>ri, Fathul Waha>b Bi Syarhi Minha>j Al-Thalab,
Juz 2 (Beirut: Dar al-fikr, 1994).
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Syekh Abu Zahroh untuk membuat rumusan definisi nikah yang mencakup
hakikat dan tujuan nikah secara komprehensif dan sesuai dengan syariat sehingga

menghasilkan rumusan sebagai berikut

a3y g clagaiglad g 81 yall g Ja ) (o 8 pdial) Ja ady dBe 4l

CrAdle Loy (B8 (e Lagalslla Claal
Artinya

“Akad yang menimbulkan kehalalan hubungan keluarga antara pria dan
wanita, saling tolong-menolong antar keduanya dan menjadikan keduanya
mempunyai hak yang diterima dan kewajiban yang harus dipenuhi.”3!

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berefek sangat
baik terhadap kehidupan manusia, baik pribadi maupun social serta membawa
dampak yang baik untuk keberlansungan hidup bermasyarakat dan seluruh umat
manusia, gairah seksual merupakan gairah yang sulit untuk dibendung sehigga
perlu untuk menyalurkannya apabila tidak tersalurkan maka akan terjadi hal-hal
yang tidak baik dan berdampak buruk bagi kesehatan serta dalam pergaulan
ditengah masyarakat .dengan menikah seorang tentunya akan menjadi lebih
tenang dan dapat menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Bahkan
perkawinan memiliki banyak mafaat bagi kesehatan daripada menyendiri dan
bercerai. Namun mamfaat tersebut tergantung kualitas hubungan dalam
perkawinan. Hubungan pada perkawinan memberikan efek pada fungsi fisik dan
kesehatan mental pada pasangan.®? Dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

$LAbu Zahroh, al-Ahwal al-Syakhsiyyah (Beirut: Da>r al-Fikr al- ‘Arobiy, 1994), h.17

2\ilda fasim Hasibuan DKK, Perkawinan dan Perceraian Antara Gejolak dan
Aktualisasi Diri, (Yogyakarta: Stiletto Book, 2023), h. 3.
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tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia®. Menikah
merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan
separuh agamanya®*

Pernikahan dalam pandangan Islam itu bukanlah hanya urusan perdata
semata, bukan pula sekadar urusan keluarga ataupun tradisi serta budaya, akan
tetapi lebih dari pada itu pernikahan atau perkawinan merupakan peristiwa agama
sehigga orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.3®
Pernikahan dalam Islam adalah menempati tempat yang penting dimana di
dalamnya mengandung nilai-nilai vertical (kepada Allah) dan horizontal (kepada
sesame manusia).36

Para ulama fikih sepakat bahwa pernikahan bisa dianggap sah jika
dilaksanakan dengan akad yang sah, yang mencakup ijab kabul antara pihak
wanita dan pihak pria atau para pihak yang menggantikannya seperti wakil dan
wali, dan tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya
ijab kabul antara kedua belah pihak (akad)3’ Maka dalam hal ini menikah harus
mengikuti aturan dan ketentuan dalam agama

Dasar hukum pernikahan disebutkan dalam beberapa ayat di dalam al-

quran dan hadits rasulullah saw sebagai berikut:

33Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, Fikih 11, (Makassar : Alauddin Press, 2010) , h.3.
34Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,(Jakarta selatan: Cakrawala Publishing, 2015), h. 201.

®Kumedi Ja’far, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Sukabumi: Arjasa Pratama,
2021), h. 20.

%Gus Arifin, Menikah untuk bahagia, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021) h. 10
$’Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, ( Jakarta : Lentera, 2019), h.337.
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Q.S An-Nisa/4 : 1

054235 ha 813 mjuu..u..esm‘smesu\ &1 Sl @i g
U\Sw‘u\e\AJYUMuﬂf-M&ﬁ\d‘ \334\39@3\)& '}“AJUA&.'\A

Ld ) a&le

Terjemahnya:

“Hai  sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang
telahmenciptakan kamudari seorang diri dan dari padanya Allah
menciptakan isterinya, dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan
laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang
dengan (mempergunakan) namaNya kamu meminta satu sama lain,dan
peliharalah hubungan silahtuhrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga
dan mengawasimu”

Q.S Adz-Dzaariyat/51:49
& 5285 Al 053 LR g0 6 e

Terjemahan:
“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu
mengingat (kebesaran Allah)”°

Q.S Yasin/36 :36
¥ Uiay ageeadil (e g (a1 i Laa g8 213391 GGl o3 (e
’0 o 8 Sn ;

Terjemahan:
“Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasangpasangan,
baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendir,
maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”*°

Q.S. ar-Ruum/30 :21

3Kementerian Agama RI, al Qur’an Dan Terjemahnya..., h. 77.
3Kementerian Agama RI, al Qur’an Dan Terjemahnya..., h. 522.

“0Kementerian Agama RI, al Qur’an Dan Terjemahnya..., h. 442.
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oz\\

54 a0 Jaan L) ) LA R \Mi&.&ﬂ@h&/ﬁ\w\g
O 92RED 380 gy &S B 6 dad )
Terjemahan

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tnteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir.”4

Q.S An-Nisa/4: 3

- usu;w\wessuthu\@u "I:\;\S\L,&UMY\ 2543 '\3
¥ A0 ali® akila exla ta 3 Bas) 3 1 glaad Vi 2368 Ld= &u”um
| 585
Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu
takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau
budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat
kepada tidak berbuat aniaya.*?

Hadist Rasulullah SAW

CUJ\‘_U.\.\UJ\-EAJMJ.\QIA d\a‘wm\w@&uww\us
AW elu\gﬂ\.\h“iuimé.\ﬂ\ lusyuchfSu aale “ig/iaaé,./\ﬂ\
Aﬁ*elujm}“\u&auad\wuuua\j Usus‘uym*m
051 Bl bial 26 i G pbisi 08 uujuawfmuup
Cj}\'\)ﬁ;w\d jai . \d\a\guhﬂ\‘zbﬁ.ﬁ\ \Lt\ \dla\;
‘jlﬁé Pg_d\@lu ale N“.,JA‘AAJJ‘}‘:JJMJ £lad (i (( Mse.\.\au.mﬂ’"'\
céﬁj\g@é\\gc#be\gﬁa\u@cﬂa)‘s&ﬁ\ ALS(‘SLJA‘}!“-\\&SULA\‘\.\SJ

wwﬁwym)u&‘;w\c\g}\j
Artinya:

41 Kementerian Agama RI1, al Qur’an Dan Terjemahnya,... h. 406.

42Kementerian Agama Rl , al Qur’an Dan Terjemahnya,... h. 77.
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“Dari Anas bin Malik ra, berkata: “Suatu saat ada tiga orang datang
mengunjungi keluarga Nabi Saw. Mereka bertanya mengenai ibadah
Nabi Saw. Ketika diperoleh jawaban, mereka menganggap kecil ibadah
mereka sendiri: “Bagaimana dengan kami, (Duh, Nabi Saw sangat rajin
ibadah), padahal sudah dimaafkan segala dosa-dosanya”. Salah satu dari
mereka kemudian berjanji: “Saya akan selalu shalat sepanjang malam”.
Yang lain berikrar: “Saya akan berpuasa sepanjang tahun”, dan yang lain
menimpali: “Saya akan menjauh dari perempuan, saya tidak akan
menikah seumur hidup”. Mendadak Rasululllah Saw datang dan
menyahut: “Kamu yang berkata ini dan itu, demi Allah saya orang yang
paling segan terhadap Allah dan paling dekat di antara kalian kepada-
Nya, tetapi saya berpuasa di hari tertentu dan tidak berpuasa di hari yang
lain, saya shalat dan saya juga tidur, begitupun saya menikahi
perempuan. Barangsiapa yang menjauh dari kebiasaan saya seperti ini,

maka ia bukan dari bagian saya”. *

Dari penjelasan beberapa ayat serta hadits di atas bisa kita pahami bahwa
Allah  SWT menganjurkan dan mensyariatkan pernikahan unttuk menjaga
kehormatan diri manusia, yang membedakan manusia dengan makhluk yang
lainnya, Allah SWT menghalalkan hubungan seks dengan jalur dan jalan
pernikahan. Dan dengan jalan pernikahan mereka akan menjadi suami istri serta
memiliki hak dan kewajiban masing-masing, serta menjadi sarana memelihara dan
menjaga agama dan keturunannya.

5. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya
suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk didalam rangkaian pekerjaan
itu, seperti membasuh muka untuk wudhu atau takbiratul ihram untuk shalat. atau

adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Adapun

Muhammad bin Ismai al-bukha>ri, al-Jami’ al-Shah}i>h al-Mukhtas}ar, juz 5 (Beirut:
Da>r Ibn katsi>r,1987), h. 1949.
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rukun nikah yang telah disepakati oleh Jumhur Ulama seperti yang dikutip dalam
kitab Fath al-Waha>b ialah*:
a. Mempelai laki-laki
b. Mempelai perempuan
c. Wali
d. Dua orang saksi
e. S>}igat ijab kabul
Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: yang
pertama datang dari Imam Malik rukun nikah diantaranya wali dari pihak
perempuan, mahar, calon pengantin laki-laki dan perempuan, serta sighat akad
nikah. Imam Syafi‘i berkata rukun nikah itu ada 5 macam yaitu: calon pengantin
laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan s}igat akad
nikah. Menurut Imam Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja (yaitu
akad yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan wali perempuan). Dari lima rukun
nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dan
menerima akad. Karena dengan adanya ijab dan kabul barulah pernikahan itu
dianggap sah*
Selanjutnya syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam

rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam

44Zakariyah al-Anshari, Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab, Juz 2 (Beirut: Da>rul
Flkri, 1994). h. 41.

4Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), h. 48.
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pengantin laki-laki/perempuan harus beragama Islam, salah seorang ulama Islam
yaitu Syekh Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan syarat adalah:
(o pSall g g dnle (i gl odl) Janaiall ALY Cha gll oA Ja i)
Al slad)
Artinya:

“Syarat adalah sifat yang jelas dan terdefinisikan, dimana keberadaan

hukum bergantung padanya tanpa harus masuk kedalam hukum tersebut”4®

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.
Syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan,
yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Syarat bagi kedua pihak yang melakukan akad menurut para ulama
mazhab sepakat bahwa: berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan,
juga disyaratkan bahwa kedua pihak harus terlepas dari hal-hal yang menghalangi
bahkan mengharamkan mereka untuk menikah, mereka tidak dalam keadaan
terpaksa dan jelas yang melakukan akad tersebut, tetapi dalam hal ini Hanafi
membolehkan akad dengan paksaan. Selanjutnya mengenai ketentuan yang
terdapat didalam syarat pernikahan ijtihad para ulama berkaitan dengan calon
pengantin laki-laki dan perempuan, wali, saksi dan ijab kabul ialah:#

Yang pertama yaitu syarat-syarat mempelai laki-laki

a. Beragama Islam

b. Bukan mahram dari calon istri

*\Wahbah Al-Zuhaili, Ushul figh Al-Isla>mi, juz 1 (Damaskus: Da>r al Fikr:2005), h.104.

4"Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta : Prenamedia Group, 2019), h. 50-
59.
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c. Tidak terpaksa/dipaksa
d. Tidak dalam keadaan ihram haji/umrah
e. Tidak memiliki istri empat
Selanjutnya syarat-syarat mempelai perempuan
a. Beragama Islam
b. Tidak dalam masa iddah
c. Tidak bersuami
d. Tidak sedang ihram haji/umrah
e. Bukan wanita musyrik
Adapun berbicara terkait hal perwalian ini terdapat perbedaan diantara
beberapa mazhab, yang pertama datang dari mazhab syafi‘i bahwa menurut
pendapat ini wali merupakan syarat sah nya suatu pernikahan, yang mana mazhab
ini berlandaskan pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan
Tirmidzi berasal dari Aisyah Radhiyallahuanha (istri Rasulullah) yang berbunyi :
“Barang siapa seorang perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya
maka nikahnya tidak sah”4
Namun lain halnya dengan mazhab Hanafi, menurutnya nikah
(pernikahan) itu tidak termasuk kedalam syarat harus adanya wali, karena bagi
pendapat mazhab ini mereka mengatakan bahwa akibat dari ijab (penawaran) akad
nikah yang diucapkan oleh seorang wanita yang dewasa dan berakal adalah sah

secara mutlak, demikian juga menurut Abu Jusuf, Imam Malik dan riwayat Ibnu

“8Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2020), h.
216-219
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Qashim, alas an mereka ini di landasai oleh Al-Quran Surah Al- Bagarah ayat 230
dan 232 yang berisikan tentang seorang suami yang menalak istrinya dan apabila
ia ingin kembali maka mereka harus menikah dengan yang lainnya, dan apabila
mereka telah habis masa tenggang(‘iddahnya) jika mereka ingin kembali maka
tidak ada hak walinya untuk melarang. Adapun beberapa alasan wanita
berwalikan hakim yaitu*® :
a. Tidak ada wali nasab
b. Tidak cukup syarat wali bagi yang lebih dekat dan wali yang lebih jauh
tidak ada
c. Wali yang lebih dekat ghaib sejauh perjalanan safar yang memperbolehk-
an gasar sholat
d. Wali yang lebih dekat sementara melakukan ihram atau sedang
melaksanakan umrah ataupun haji
e. Wali yang lebih dekat masuk penjara dan tidak dapat dijumpai
f. Wali yang lebih dekat tidak mau menikahkan
g.- Wali yang lebih dekat menghilang dan tidak diketahui keberadaannya.
Itulah beberapa alasan perempuan baru boleh berwali hakim pada saat
ingin menikah, wali didalam pernikahan merupakan suatu hal yang dianggap
penting dan perlu adanya,diantara sebabnya ialah: Untuk menjaga hubungan
rumah tangga anak dengan orang tua. Orang tua biasanya lebih tahu tentang bakal
jodoh anaknya,sebab didalam islam perawan atau anak gadis tidak boleh bergaul

bebas.

“Moh Rifa>‘i>, Figih Islam Lengkap, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2019), h. 460.
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Para ulama fikih telah merinci minimalnya enam syarat yang harus dipenuhi
seorang wali dan saksi sebagaimana termaktub dalam petikan sebagai berikut:
Jiadl g € olall g aSlay) ¢ Jail pd Adw ) C)aALEN g Ao Jiidy g

Adland) g 5 oSA) g Ay all g
Artinya:

“Wali dan dua saksi membutuhkan enam syarat;

1). Islam

2). Baligh

3). Berakal

4). Merdeka

5). Laki-laki

6). Adil

Diantara persoalan yang sering muncul kepermukaan adalah adalah terkait

syarat adil bagi wali dan dua saksi. Persyaratan ini memang bukan tanpa alasan
dan dasar. sebab dalam salah satu hadits Rasulullah telah bersabda:

Diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah Ra :
Jas g&hﬁj‘;—‘ﬁ\]! CISJY

Artinya :

“Tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi
yang adil.”

Imam Syafi‘i juga meriwayatkan hadits lain bahwa ‘tidak sah pernikahan

kecuali dengan wali yang mursyi>d” dan beliau menjelaskan bahwa maksud

S0Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Isfahani al-Sya>fi’i>, Tagrib Li Matni Abi Syuja’,(
Beirut: Da>r al-Masya>ri>’, 1996),juz 1, h. 31
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mursyid dalam hadits tersebut adalah adil dan tidal fasik. Adapun adil dan tidak

fasik dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

A N ade g cugill) Cpa LS QST ) ade sddlaally 3 gualall g
Gl phall A JsallS 185 g sally Jig L Jad ase 5 il
Artinya:

“Adapun maksud dari adil tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak
membiasakan dosa-dosa kecil dan tidak melakukan sesuatu yang bisa
menjatuhkan muru’ah(kehormatan), seperti buang air kecil dipinggir
jalan”%!

Tetapi menurut golongan mazhab Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu
satu orang lelaki dan dua orang perempuan, dan menurut Hanafi boleh dua orang
buta dan dua orang fasik (tidak adil) sedangkan orang tidur orang tuli dan orang
mabuk tidak boleh menjadi saksi.

Menurut Ibnu Qudammah bahwa saksi dalam perkawinan harus ada, saksi
dalam perkawinan tidak boleh zimmi ataupun wanita, tetapi diperbolehkan orang
buta menjadi saksi dengan syarat mengetahui benar terhadap suara orang yang
tengah melakukan akad perkawinan itu, dan diperkirakan mengetahui seperti apa
yang diketahui oleh orang yang tidak buta.>? Tetapi Imamiyah, Syafi‘iyah dan
Hambali mereka sepakat bahwa akad dengan tulisan (surat dan sebagainya) tidak
sah. Sementara Hanafiyah mengatakan sah manakalah orang yang dilamar dan

melamar tidak dalam satu tempat (yang sama).

>1Al-Musthafa  Al-Khin, Al-Fighul Manhaji ala Mazahibil Imam As-Syafi’l, Jilid 4
(Damaskus: Darul Qalam: 1992 M), h. 64.

> Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen, (Yogyakarta: Graha
lmu,2011), h.78.
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Pada saat ini malah tidak hanya cukup saksi saja, tetapi harus disertai surat
atau buku nikah. Ini bukanlah syarat nikah, tetapi hanya untuk menjaga kalau ada
kesulitan, misalnya kalau ada saksi tersebut jauh tempatnya atau sukar dicarinya
atau sudah mati.

Syarat ijab kabul menurut pendapat para mazhab, datang dari mazhab
Imamiyah, Syafi‘iyah dan Hanbali mereka berpendapat bahwa disyaratkan untuk
kesegeraan di dalam akad, yang artinya kabul harus dilakukan langsung atau
segera setelah ijab dan tidak terpisah (oleh perkataan lain). Kemudian mazhab
Maliki berpendapat, pemisahan yang sekedarnya, maksudnya di dalam ijab kabul
setelah terjadinya ijab tidak langsung dijawab dengan kabul tapi di isi/dipisahkan,
misalnya khutbah nikah yang pendek dan sejenisnya, menurut mazhab ini tidak
apa-apa. Sedangkan mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan, Hanafi
membolehkan ada jarak antara ijab dan kabul, menurut pendapat mazhab ini,
kalau ada seorang laki-laki yang mengirim surat lamaran kepada seorang wanita
lalu wanita tersebut menghadirkannya para saksi dan membacakannya kepada
mereka, kemudian mengatakan” saya nikahkan diri saya kepadanya”, padahal
laki-laki yang melamarnya tidak ada di sana, maka akad tersebut sah.

Pendapat dari mazhab Hanafi ini juga mereka membolehkan nikah tanpa

adanya wali, beberapa landasan yang mereka gunakan dalam pendapat ini ialah

6. Tujuan Pernikahan
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Syariat pernikahan yang dibawa Rasulullah adalah bertjuan untuk mejaga
dan menata kondisi kehidupan manusia di dunia dan di akherat.53. Allah
menjadikan pernikahan sebagai bahtera dalam mengarungi kehidpan dalam
berkeluarga dan sarama untuk meraih keridhoaan Allah dengan melaksanakan
syariatnya, terlebih lagi Allah Swt menciptakan manusia memiliki naluri yang
perlu mendapat jalan pemenuhan.

. Melalui pernikahan akan timbul rasa persaudaraan dan kekeluargaan serta
saling memperteguh rasa cinta antara keluarga yang satu dengan keluarga yang
lain.®* Imam  al-Ghazali dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan
perkawinan, tujuannya yaitu ada 5 yaitu:

a. Memperoleh anak keturunan

b. Meredam syahwat

c. Mengatur urusan rumah

d. memperbanyak anggota keluarga
e. berjuang menafkahi keluarga

Demikian pula disebutkan dalam kitab Ha>syiyah 7/‘anah al-Thalibin
terkait tujuan pernikahan sebagai berikut:

sl slal ) Al g Jeadl) Baba (AN IS dcaalia g 2 plalaY) I
S Gl g oy Amabiia)

Artinya:

S3Tihami , Sohari Sahrani, Figih Munakahat, (Jakarta: Rajawali, 2019), h. 15.

%*Umul Baroroh, figh Keluarga Muslim Indonesia, (Semarang: CV Lawwana, 2014), h.
15.
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““Para ahli kesehatan berkata: tujuan menikah ada tiga: Menjaga keturunan,

mengeluarkan air yang bisa membahayakan kesehatan tubuh, dan
merasakan kenikmatan.>®

7. Hikmah Pernikahan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah dikarenakan beberapa
sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh mereka yang
bersangkutan secara individual, masyarakat secara umum, serta kumpulan
manusia secara menyeluruh. Syariat pernikahan mengandung faidah dan hikmah
yang luar biasa, diantara hikmah adalah penunjukan manusia sebagai subjek untuk
memkamurkan bumi Allah, dengan demikian manusia harus menjga
keberlansungan jenisnya guna menjalankan tanggung jawab tersebut. Hal ini

senada dengan sebuah ibarah berikut:

i Ohady) 393 9 a5t B ale (2 Y1 sy o b e 1da b e 1)
GIA 5 Y A ALyl g gl Bda g Juliil) a b 138 9 Ll Baa g4
Ghai¥) 3929 Ao i gia (g8l Jles () 138 (e i Uie g Lag o2
gl aga g Ao i gla 035y

Artinya:

Jika kamu mengetahui ini, maka kamu mengetahui bahwa keberlansungan
bumi harus dimakmurkan yang menuntut keberadaan manusia sampai akhir
duni. Hal ini tentu saja mengharuskan berketurunan dan menjaga jenis
manusia sehingga penciptaan bumi dan isinya tidak menjadi sia-sia,
kesimpulan dari semua ini pemakmuran dunia bergantung pada keberadaan
manusia, sedangkan keberadaan manusia bergantung pada pernikahan”

%Sayyid Abu Bakr Us\man bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimya>thi>,Ha>syiyah
I’anah al-Tha>libi>n, Juz 3 (Da>r al-kutub al-Isla>miyah,tahun 2009), h. 465.

56 Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, Hikmatu Tasyri’ wa Falsafatuhu, Juz 2 (Beirut, Da>r al-
Fikr, 2003), h. 7



41

Menurut ‘Ali Ahmad al-Jurjawi hikmah-hikmah pernikahan itu banyak,
Berikut beberapa hikmah dianjurkannya perkawinan dan pernikahan :

a. Gairah dan naluri seksual merupakan gairah dan naluri yang sangat kuat
serta sangat sulit untuk dibendung. Naluri ini mengarahkan manusia
untuk dapat menyalurkannya karena apabila gairah dan keinginan seks
tersebut tidak tersalurkan maka hal tersebut akan terjadi hal yang sangat
buruk yang tentunya tidak diinginkan, atau terjerumus kepada hal-hal
yang tidak negatif. Dengan adanya jalan pernikahan manusia dapat
menyalurkan gairah seksualnya terhadap pasangannya, menjauhkan
manusia dari perasaan resah gundah dan gelisah, menjaga diri dan
pandangan dari yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang
sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Swt.

b. Untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh dengan
ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

c. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak anak dan
keturunan,banyak manfaat yang didapatkan dengan banyaknya
keturunan, menjaga keberlansungan hidup, serta menghindari
keterputusan nasab, karena lIslam sangat menjaga dan menekankan
pentingnya nasab dan melindunginya®’

d. Tuntutan tanggung jawab antar suami istri didalam pernikahan dan
keinginan untuk mengayomi keluarga, serta dapat menjadikan seseorang

bersemngat dan berusaha untuk mengembangkan kreatifitasnya. Suami

S Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figih, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 80
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akan bekerja keras untuk menafkahi istrinya dan istrinya belajar untuk
dapat mengerti keadaan mereka.

e. Pernikahan menyatukan kedua keluarga, menumbuhkan jalinan kasih
sayang sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam
masyarakat.

Jadi secara singkat dapat dipahami mengenai tujuan dan hikmah dari
pernikahan itu ialah menyalurkan naluri seks, penyaluran naluri keibuan dan
kebapakan, dorongan untuk bekerja lebih keras, pengaturan hak dan kewajiban
dalam rumah tangga dan menjalin tali silahturahmi antara dua keluarga, yaitu
keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan.

8. Akad Dalam Islam

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni al- ‘4¢d .diambil dari fiil madhi
‘Agada yang bentuk jamaknya adalah al-‘Uqu>d, yang berarti perjanjian atau
kontrak.®® Dalam kaidah fikih akad didefinisikan sebagai pertalian ijab
(pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai
kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan sehingga terjadi
perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain®°

Syekh Ibn Himam dalam kitabnya Faidlh al-Qadi>r, bahwasanya agad

diartikan sebagai:

Adlal) aa) ol NS 5l AY) J 5 ae GalSiall da) Gila) £ sana
Lagalia

SBAW. Munawwir, Kamus AL-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap, (Surabaya: Pustaka
Progresif, 2019) h.953

%H.M. Pudjihardjo, Fikih Muamalah Ekonomi Syariah, (Malang: Tim UB Press, 2019)
h.9
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Artiya:

“Suatu kumpulan antara lafadh ijab dan kabul antara dua orang yang

berbeda atau bisa juga diartikan sebagai statemen pertama yang menjadi

aturan”.50

Berdasarkan definisi ini, maka bisa ditarik adanya kesimpulan bahwa
dalam agad terdapat unsur-unsur antara lain (1) shighat akad yang terdiri atas
lafadh ijab dan kabul, (2) dua pihak atau lebih yang berakad, (3) dan perihal yang
diagadkan (al-ma 'qu>d ‘alaihi).

Memasuki era teknologi yang serba digital tentu membawa pengaruh
terhadap segala aspek kehidupan, termasuk didalamnya ialah bidang agama.
Sebelum lebih lanjut membahas mengenai pelaksanaan akad, dalam Islam,
mengenal beberapa macam akad, antara lain:

a. Akad jual beli
Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk
ditukar dengan barang lain (barter). Jual beli menurut syara’ bermakna pertukaran
harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafad ijab
dan Kabul menurut aturan yang dizinkan (sah).5! Adapun yang dimaksud akad
jual beli adalah suatu kesepakatan antara pemjual dan pembeli, sehingga dalam
Islam aktifitas perdagangan yang dilaksanakan tanpa adanya akad maka kegiatan

jual beli tersebut tidak diangap sah.

®lmam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid al-Hanafi, Fath al-Qadir ‘ala al-
Hidayah, (Mesir; Mushaf al-ba>b al-Halabi>, 1970) h.187

®1Tagiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Kifayah al-Akhya>r fi hilli Gayati
al-ikhtis}ar, juz 1 (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), h. 239.
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Dengan mencermati pengertian jual beli menurut syara’ ini, maka bisa
diketahui terdapat tiga rukun jual beli. Imam al-Rafi’i menyebut ketiganya tidak
sebagai rukun. Beliau lebih suka menyebutnya sebagai syarat sahnya jual beli,
antara lain:

a. Ada dua orang yang saling bertransaksi (muta ‘dqidain), yang terdiri atas

penjual dan pembeli

b. Adanya shighat/lafadh yang menunjukkan pernyataan jual beli, antara

lain lafadh ijab dan lafadh gabul.

a. Barang yang ditransaksikan (ma’qu>d ‘alaih). Unsur dari al-ma‘qu>d

‘alaih ini terdiri ‘harga’ (S\aman) dan “barang yang dihargai” (mus\man).
Ada catatan khusus terkait dengan shighat jual beli. Imam al-Ra>fi’i
sebagaimana dikutip oleh Syekh Zakaria Al-Anshory dalam kitab Fath al-Wahéab
menyatakan bahwa, dari ketiga rukun jual beli di atas, shighat merupakan rukun
utama sehingga oleh al-Ra>fi‘i ia dimasukkan sebagai syarat utama jual beli.
Tanpanya, jual beli tidak sah. Inilah yang kelak menjadi dasar mengapa bai’
mu’athah (jual beli tanpa lafadh ijab-kabul) tidak diperbolehkan dalam mazhab
Syafi‘i dan hanya bisa ditemukan di mazhab Hanafi.

Shighat tidak harus diucapkan dalam bentuk kalimat jelas (s}ari>h).
Misalnya, “Aku jual baju ini ke kamu.” Kemudian dijawab oleh pembeli, “Aku
beli baju ini dari kamu.” Bentuk shighat jual beli bisa diucapkan dengan kata
kiasan (kinayah), asalkan secara adat kebiasaan kalimat itu mengandung
pengertian serah terima barang dalam bentuk jual beli. Misalnya, ucapan seorang

pembeli kepada penjual, “Aku ambil baju ini sekarang ya. Besok saya kasih
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uangnya ke kamu.” Kalimat “ambil” dan “kasih”, dua-duanya menurut adat

masyarakat Kita bisa bermakna jual beli dalam kondisi tertentu.

Dilihat dari keberadaan barang yang diperjualbelikan, maka ada tiga macam

jual beli dan hukumnya.

a.

Artinya:

Barangnya langsung ada di tempat. Hukum jual beli barang yang
langsung ada di tempat seperti ini adalah boleh. Sah dan tidaknya akad
tergantung pada proses yang dijalani oleh muta’agidain (penjual dan
pembeli). Bilamana prosesnya benar, maka sah jual belinya. Dan
sebaliknya apabila tidak benar proses jual belinya, maka tidak sah pula

akadnya sehingga tidak sah jual belinya
e Wby Ad uting Lay Lgale dial) adg (8 B pucalal) Gpad) Ll

Sa ) g skl

“Adapun jual beli barang ditempat, apabila proses transaksinya sesuai
dengan syariat, maka sahlah akadnya. Sebaliknya, bila tidak sesuai
dengan syariat, maka tidak sah akadnya.” 6

Adakalanya barang masih berupa sesuatu yang belum ada di tempat
namun bisa ditunjukkan spesifikasinya dan bisa dimiliki serta dijamin
(‘ainun maushu>fun fi al-z\immah). Jual beli seperti ini biasanya
dilakukan dengan jalan order barang. Ada akad salam dan ada akad

istishna’i (inden, red). Hukum dari jual beli barang yang bisa diketahui

spesifikasinya dan bisa dijamin ini hukumnya adalah boleh (ja>iz)

®2Tagiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Kifayatu al-Akhyar fi hilli Ghayati
al-lkhtishar, ( Surabaya: Al-Hidayah, 1993), h. 239
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c. Adakalanya barang sama sekali tidak berada di tempat dan tidak
diketahui wujudnya (‘ainun gha>ibah), bahkan spesifikasinya..
Dilihat dari sisi orang yang melakukan akad (muta’a>qgidain), maka syarat
sah jual beli ada dua, yaitu:

1). Kedua pihak penjual dan pembeli sama-sama ahli dalam jual beli. Maksud
dari ahli di sini adalah bukan seorang anak kecil (shabiy), tidak gila
(majnu>n), dan tidak bodoh (safi=h). Jika melihat ketiga unsur ini maka
pada dasarnya, jual beli itu sah bila pelaku adalah seorang yang berakal.
Ketika kedua penjual dan pembeli dalam kondisi sedang terkena musibah
sehingga kehilangan akal untuk sementara, maka jual belinya tidak sah. Dan
apabila proses hilangnya akal ini disebabkan karena faktor kebiasaan buruk,
misalnya seperti pemabuk, maka jual beli yang dilakukan oleh ahli sakran
(pemabuk) dalam kondisi mabuknya, hukumnya tetap sah,

2). Kedua muta’a>qidain memiliki hak memilih (khiya>r). Adalah tidak sah
jual belinya orang yang dipaksa/terpaksa (mukrah), kecuali bila dipaksa oleh
hakim dengan alasan yang benar. Contohnya, terpaksa menjual barang yang
menjadi haknya untuk melunasi utangnya sendiri. Maka, meskipun terpaksa
dalam menjualnya (kepepet), maka hukumnya adalah sah. Contoh lain,
seorang hakim memaksa agar orang membeli barang yang dirusaknya—
membeli dalam rangka menebus atau bertanggung jawab atas risiko dari
ulahnya. Hukum jual beli semacam ini hukumnya adalah boleh.

Kedua syarat sah ini berdasarkan keterangan Syekh Tagiyuddin Abi Bakar

al-Hushny sebagai berikut:
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Artinya:

“Disyaratkan bahwa jual beli dilakukan oleh ahlinya, baik penjual maupun
pembeli. Tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila dan orang yang safih.
Disyaratkan juga ada waktu memilih. Tidak sah jual belinya mukrah,
kecuali bila dipaksa dengan suatu haq seperti memaksa menjual hartanya
untuk membayar hutangnya. Atau membeli barang yang diserahkan kepada
mukrah, lalu dipaksa oleh hakim agar menjualnya kembali atau sebaliknya
membelinya. Paksaan oleh hakim terhadap mukrah adala sah atas nama ada
haq orang lain yang diperhatikan. Sah pula jual-belinya seorang pemabuk
menurut mazhab syafi‘i.”

Urgensi dan gambaran praktis pelaksanaan  akad Setiap shighat
(pernyataan) akad memiliki keterikatan hubungan dengan niat. Seseorang ingin
melakukan transaksi jual beli, maka keinginannya ini adalah hakikatnya niat.
Sementara bentuk transaksinya antara ia dengan pembeli disebut sebagai shighat.
Karena ada hubungan yang erat antara niat dan s}i>gat, maka di sinilah titik
berangkatnya akad atau biasa disebut maga>s}id a/ ‘aqdi.

Pada kemajuan teknologi ini pun dalam bidang muamalah juga mengenal
akad berbasis online, melalui beberapa aplikasi yang telah menyediakan fitur
tersebut, atau yang biasa dikenal dengan jual-beli online seperti akad jual beli
dengan menggunakan aplikasi shope, lazada, bukalapak dan sebagainya. Secara
umum, semua jual beli yang tidak mengandung larangan apapun maka hukumnya

diperbolehkan.

2. Akad Pernikahan
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Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang
melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan gabul. Sedangkan definisi akad
nikah dalam kompilasi hukum Islam yang termuat dalam Bab | pasal 1 (c) yang
berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul
yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang
saksi.53

Pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus dalam pasal 27, 28 dan 29.

Pada Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : “Ijab dan kabul antara wali
dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”. Pasal
28 berbunyi: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah
yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.” Pasal 29
berbunyi:

1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara
pribadi.

2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria
lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas
secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk
mempelai pria

3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai

pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.®*

9. Teori al-Mas}lah}ah

83 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo
Edisi Pertama, 2017), h. 113.

64
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1. Pengertian al-Mas}lah}ah

Pengertian al-Mas}lah}ah secara bahasa, kata al-Mas}lah}ah adalah kata
bahasa Arab yang berbentuk mufrad (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya
adalah al-Mas}alih. Kata al-Mas}ah}ah setimbangan dengan maf“alah dari kata
al-s}alah. Contohnya, keadaan dan fungsi pena yang sesuai adalah untuk menulis.
Sedangkan pedang yang paling sesuai adalah untuk menebas (memotong). Kata
yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata al-Mas}lah}ah ialah kata al-
Khair (kebaikan), al-Naf~~~~"‘u (manfaat) dan kata al-H}asanah (kebaikan).
Sebaliknya kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata al-Mafsadah
ialah kata al-Syarr (keburukan), al-Dharr (bahaya) dan al-Sayyiah (keburukan).
al-Qur*an sendiri selalu menggunakan kata al-Hasanah untuk menunjuk
pengertian al-Mas}lah}ah, serta kata al- Sayyiah untuk menunjuk pengertian al-
Mafsadah.®®

Imam al-Ghazali mengemukakan, pada dasarnya pengertian al-
Mas}lah}ah s>ecara bahasa adalah meraih manfaat atau menghindarkan
kemudaratan (bahaya).5®

Sedangkan 1zz al-Di>n bin Abdul Azi>z bin Abdul al-Salam (557- 660 H)
masing terdiri dari empat macam.

Pengertian al- Mas}lah}ah secara bahasa yaitu:

1) Kelezatan.

2) Sebab-sebab kelezatan.

)zz al-di>n bin Abdul Aziz bin Abdussala>m, Qawa>"id al-Ahka>m fii Masha>lih
alAna>m, Juz 1 (ttp, Da>r al-Jail, ttp, tt), , h.5.

%Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustas}a min ,, llm al-Ushu>l,
juz 1 (Beirut: Da>r al-Kutub al-Isla>miyyah, tt,), h.286.
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3) Kebahagiaan.

4) Sebab-sebab kebahagian.

Sedangkan pengertian al-Mafsadah secara bahasa yaitu:

1) Penderitaan.

2) Sebab-sebab penderitaan.

3) Kedudukan.

4) Sebab-sebab kedudukan.

Adapun pengertian al-Mas}lah}ah secara syar‘i ialah: ”Sebab (sebab)
yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) al-Syar‘, baik maksud yang
berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (al-‘a>da>t)”. Menurut Imam al-
Ghazali menjelaskan bahwa al-maslahah dalam pengertian syar~‘1 ialah, meraih
manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara‘,
yaitu®’:

1) Memelihara agama.

2) Memelihara jiwa.

3) Memelihara akal.

4) Memelihara keturunan.

5) Memelihara harta.

Upaya meraih manfaat atau menolak kemudaratan yang sematamata demi
kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan
tujuan syara‘, bertentangan dengannya, tidak dapat disebut dengan al-maslahah,

tetapi sebaliknya, merupakan mafsadah.

67al-Ghazali, al-Mustas}fa Min Ulu>m al-Ushu>l, Juz 2 (Riyad: Da>r al-Hijrah, 1418 H/
1998M), h.481-482.
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al-Khawarizmi menjelaskan, yang dimaksud dengan al-Mas>>}lah}ah
ialah: memelihara tujuan syara‘ dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari
manusia.%

Sa‘id Ramadhan al-Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah Universitas
Damsyiqg, menjelaskan pengertian al-mas}lah}ah sebagai berikut: ”Manfaat yang
dimaksudkan oleh Allah SWT yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-
hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan,
maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam
kategori pemeliharaan tersebut”.5°

Izz al-Din Ibn Abd al-Salam berpandangan bahwa semua hukum yang
ditetapkan oleh syari‘ hanya bertujuan pada satu term yakni mas}ah}ah.”
Apabila seluruh hukum yang dihasilkan oleh syariat mempunyai tujuan maslahah
maka akan ditemukan keadilan, kebaikan dan keutamaan di dalamnya. Mafhiim
mukhalafahnya maka apabila terdapat unsur mafsadah dalam sebuah hukum maka
niscaya akan ditemukan ketidakadilan dan kejelekan didalamya. ‘lzz al-Din
menyimpulkan bahwa sifat Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an, seperti: ra "if,
rahim, tawwab, hakim menghendaki kemudahan bukan kepayahan. Hal tersebut
menunjukkan tidak dimungkinkan kepayahan yang dilimpahkan kepada hamba-
Nya tidak bernilai faidah atau maslahah baik secara langsung maupun tidak

langsung.

#Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, Irsya>d al-Fuhu>I ilaa Tahqi>q al-
Haqqg min lim al-Ushu>I,( ttp: Da>r al-Fikr, tt,) h.242.

#Muhammad Sa‘id Ramadha>n al-Bu>thi, Dhawa>bith al-mas}lahah fi al-Syari ‘ah al-
Islamiyyah, (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1990), h.27.

1zz al-Din Ibn Abd al-Salam, Syajaratul Ma “arif wa al-Ahwal wa Salih al-Aqwal wa al-
A ‘mal (Beirut: Da>r al-Kutub al-1Imiyah, 2003), h.300.
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‘Izz al-Din tidak mendefinisikan secara langsung makna mas}lah}ah.
Dalam kitabnya ia menjelaskan bahwa maslahah adalah lazz\at (kesenangan fisik),
afrah (kegembiraan batin) dan segala yang menjadi faktor pendukung dari
keduanya.” Hal ini menjadi unik karena ‘lzz menganggap segala faktor
pendukung mas}lah}ah termasuk mas}lah}ah sekalipun hal tersebut berupa
mafsadah. Maka mafsadah tersebut tetap diperintahkan untuk dilakukan bukan
karena z\atiah mafsadahnya akan tetapi karena ia menjadi faktor pendukung
terhadap perwujudan mas}ah}ah.’

Selain itu, konsep mas}lah}ah ‘1zz al-Din juga bertumpu pada pemilahan
suatu perbuatan itu masuk dalam kategori maslahah atau mafsadah. Setelahnya
dapat dilakukan pengklasifikasian baik kategori maslahah atau mafsadah sehingga
dapat dilakukan perbuatan yang lebih utama maslahahnya atau lebih rendah
mafsadahnya. Pembagian seperti ini berbeda dengan kebanyakan ulama“ yang
langsung membagi maslahah dengan kategori dhariiriy, hajiy dan tahsiny.”™ Hal
ini dibuktikan dengan penjelasannya dalam kitab Qawa ‘id al-Ahkam dengan
banyak judul bab yang berbunyi fashl fi bayan tafawut al-Masalih wa al-Mafasid
wa tasawiha, fashl fi bayan rutab al-Masalih, fashl fi bayan rutab al-Mafa>sid,
fashl fi ijtima “ al-masalih al-Mujarrodah ‘an al-Mafasid dan sebagainya.

Keumuman konsep maslah ‘1zz juga dapat diperhatikan dalam batasan-

batasan mas}lah}ah yang tidak secara langsung dijelaskan olehnya. la mengatakan

"1zz al-Din Ibn Abd. Salam, Qawa "id al-Ahkam fi Masalih al-4nam (Beirut: Dar al-Fikr,
1986), h.11

2Umar Ibn Salih lbn Umar, Magashid al-Syari”ah Ind al-,Izz ibn Abd al-Salam
(Yordania: Da>r al-Nafa>is, 2003), h.102.

8Al-Ghazali, al-Mustas}a min llm al-Ushu>I (Beirut: Da>r al-Fikr, tt),h.487
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bahwa mas}lah}ah tersebut tidak bisa dibatasi melainkan hanya melalui
pendekatan. Akan tetapi setidaknya ‘lzz tidak keluar dari batasan tentang
mas}lah}ah yang telah dikonsepkan oleh ulama® terdahulu seperti al-Juwaini
dalam kitabnya Al-Burha>n, Al-Razi dalam kitab Al-Mahsul dan al-Ghazali
dalam Al-Musthasfa yang tercakup dalam dua hal yaitu: mas}lah}ah adalah
sesuatu yang tercakup dalam maqas}id al-Syari‘ah dan mas}lah}ah yang
dilakukan tidak boleh berlawanan dengan mas}lah}ah yang lebih utama.

Hal unik lain dari maslahah ‘lzz adalah ia membagi mas}lah}ah dan
mafsadah dalam masalih al-darain (ukhrawi) dan masalih al-dunya (duniawi)
begitu juga dengan mafsadah. Meski ia tegas menyatakan bahwa mas}lah}ah
ukhra>wi hanya bisa diketahui dengan dalil syar‘i ia menambahkan di dalamnya
jika tidak ditemukan maka dapat berpedoman kepada giya>s mu ‘tabar dan istidlal
yang benar (s}ahih)’. Hal ini menunjukkan penggunaan akal yang dominan
diperlukan dalam penetapan hukum syara‘ meski tetap berpedoman terhadap nas}.
Sedangkan yang terkait dengan maslahah dan mafsadah duniawi mayoritas dapat
diketahui dengan akal.” Konsep demikian sesuai untuk menganalisis fatwa yang
terkait dengan akad nikah secara virtual yang jelas tidak ditemukan dalam literatur
Klasik.

Definisi-definisi yang dikemukakan di atas menunjukkan beberapa

persamaan, yaitu sebagai berikut.

"1zz al-Di>n Ibn Abd. Sala>m, Qawa “id al-Ahkam fi Masalih al-4nam (Beirut: Da>r al-
Fikr, 1986), h.10

75 1zz al-Din lbn Abd. Salam, Qawa>id al-Ahka>m fi> Mas}a>lih al-4nam (Beirut: Da>r
al-Fikr, 1986), h.5
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a. Al-maslahah dalam pengertian syara’ tidak boleh didasarkan atas
keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup
tujuan syariat. Disyaratkan adanya kaitan antara al-maslahah dan tujuan
al-Syari’.

b. Pengertian al-mas}lah}ah mengandung dua unsur yaitu, meraih
manfaat dan menghindarkan kemudaratan. Dalam hal ini, definisi yang
dibuat al-Khawarizmi sudah secara inklusif mengandung pengertian
tersebut.

3. Jenis-Jenis al-Mas}lah}ah
Ulama ushul fikih berpendapat, jenis-jenis al-mas}lah}ah dengan

meninjaunya dari beberapa segi yaitu:

a. Tingkat Kekuatan al-Mas}lah}ah
Imam al-Syathibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan

bahwa Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan
untuk memelihara lima unsur pokok manusia (al-dharariyyat al-khams),
yang biasa juga disebut dengan Magas}id al- Syari>‘ah (tujuan-tujuan
syara‘). Sedangkan Imam al-Ghazali mengistilahkannya dengan al-ushiil
alkhamsah (lima unsur). Kelima unsur itu ialah :

1) Memelihara agama.

2) Memelihara jiwa.

3) Memelihara akal.

4) Memelihara keturunan

5) Memelihara harta.
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Semua yang bertujuan untuk memelihara kelima dasar tersebut merupakan
al-mas}lah}ah, sedangkan sebaliknya, semua yang bertentangan dengan lima
unsur di atas dipandang sebagai lawan dari al-mas}lah}ah, yaitu al-mafsadah.
Menolak mafsadah itu sendiri juga merupakan al-mas}lah}ah.’®

Skala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan di
dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima macam unsur
pokok di atas. Dengan kata lain, memelihara agama didahulukan dari pada
memelihara jiwa, memelihara jiwa didahulukan dari pada memelihara akal, dan
seterusnya. Karena pengetahuan tentang 5 (lima) unsur pokok yang menjadi
tujuan penetapan hukum syara ‘ tersebut bersifat sangat jelas dan mendasar, maka
pengetahuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yang bersifat
dharu>ri>.

Al-Ghazali menyimpulkan inti dari maslahah yaitu kata yang mempunyai
maksud mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara
tujuan Sya>ri© untuk kepentingan hamba-Nya yang terdiri dari memelihara
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat
di dalam kategorinya.”” Maka setiap sesuatu yang mengandung makna
pemeliharan dan segala upaya yang bertujuan untuk menolak madharat (bahaya)
dinamakan mas}lah}ah.”

b. Cara Pemeliharaan al-Mas}lah}ah

®al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, al-Mustas}fa>, Juz | (Beirut: Muassasah al-
Risa>lah, 1997), h.286-287.

""Al-Biithi, Dhawabith al-Mas}ahah al-Mursalah fi al-Syari ‘ah al-Isla>miyah (Beirut:
Muassasah al-Risalah, 1992),h. 23.

BAl-Ghazali, al-Mustashfa min lm al-Ushal (Beirut: Da>r al-Fikr, tt),h. 286
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Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur
pokok di atas, ulama membagi al-mas}lah}ah kepada tiga kategori dan
tingkat kekuatan, yaitu:

1) Mas}ah}ah dharariyyah (kemaslahatan primer).
Kemaslahatan primer bersifat utama.
2) Mas}lah}ah hajiyyah (kemaslahatan sekunder).
Kemaslahatan sekunder bersifat mendukung yang pertama.
3) Mas}lah}ah tahs}iniyyah (kemaslahatan tersier).
Kemaslahatan tersier bersifat melengkapi kemaslahatan primer dan
kemaslahatan sekunder.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian Tesis ini terdiri dari beberapa bagian, antara lain jenis
penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, dan metode pengumpulan data.

Untuk mempelajari tentang metode penelitan tersebut, akan diuraikan sebagai

berikut.”

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (library
research),® yaitu sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh dari
pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok
masalah yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang

membicarakan tentang masalah akad nikah melalui media massa,

Tim penyusun, Penetapan Karya llmiah Berbasis Tegnologi Informasi, (Pare pare:
IAIN Pare pare Nusantara Press, 2020), h. 35.

8Mardelis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara,2019),
h.28.



57

telekonferensi dan yang sejenis dengan nya dan beberapa literature tentang
akad nikah via live streaming dari perspektif hukum Islam.
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan
sekunder:.
a. Data Primer
Data primer adalah data diperoleh secara langsung dari sumber
pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Beberapa
data pernikahan via live streaming yang pernah terjadi sebagai berikut:
1. Pasangan Kadirman dan Febrianti pengantin pria berada di Bajoe
sementara mempelai wanita berada di Kolaka Sulawesi Utara.8!
2. Pasangan Jaslin dan Calonnya di Malaysia menikah dengan melalui
video call terjadi saat pandemi Covid 19.%2
3. Pasangan Diya Putri Yunita dan Wibisono Pangestu viral karena
menggelar pernikahan online. Mereka terpaksa menikah virtual

karena Wibisono terpapar virus Corona dan harus isolasi mandiri®

8 Ahmad Akbar fua, Viral Pengantin menikah via Video Call Gara-gara Virus Corona,
https://www.liputan6.com/regional/read/4211242/kegugupan-pengantin-kolaka meski -menikah -
via- video- call - saat —pandemic -covid- 19? page= 2, diakses pada tanggal 10 Desember 2023

8Siti Nurjannah Wulandari,Viral Nlkah Online Saat Wabah Corona, ljab Qabul Via
Video Call, https://www.tribunnews.com/internasional/2020/04/23/viral-nikah-online-saat-wabah-
corona-ijab-gobul-via-video-call-dan-pasutri-harus-ldr-dulu, diakses pada tanggal 10 Desember
2023.

8Gresnia Arela Febriani, Viral Pengantin Sendirian di Pelaminan, Nikah Online karena
Suami  Corona,https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5761583/viral-pengantin-sendirian-di-
pelam inan-nikah-online-karena-suami-corona, diaksese pada tanggal 10 Desember 2023.



https://www.liputan6.com/regional/read/4211242/kegugupan-pengantin-kolaka
https://www.tribunnews.com/internasional/2020/04/23/viral-nikah-online-saat-wabah-corona-ijab-qobul-via-video-call-dan-pasutri-harus-ldr-dulu
https://www.tribunnews.com/internasional/2020/04/23/viral-nikah-online-saat-wabah-corona-ijab-qobul-via-video-call-dan-pasutri-harus-ldr-dulu
https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5761583/viral-pengantin-sendirian-di-pelam%20inan-nikah-online-karena-suami-corona
https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5761583/viral-pengantin-sendirian-di-pelam%20inan-nikah-online-karena-suami-corona
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4. Pasangan Ginda Bastari dan Raamelia nikah secara Virtual melalui
Zoom Jakarta — new york Amerika Serikat karena mempelai pria
sementara menjalani pendidikan di new york.%*

5. Pasangan Briptu Andik Trianto dengan Briptu Nova Chairul Jannah
menikah melaui video call karena waktu itu mempelai wanita
tengah menjalani tes seleksi untuk bergabung sebagai United
Nation Police (Polisi PBB) di Puslat Multi fungsi Polri Cikeas,
kabupaten Bogor, Jawa Barat.®®

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah imformasi yang diperoleh langsung dari subjek

penelitian, kitab-kitab ulama empat mazhab yang membahas pernikahan
dan yang terkait dengannya, buku-buku yang terkait hukum pernikahan,
jurnal ilmiah, yang resmi menjadi pegangan dan berkaitan dengan

pokok bahasa penelitian ,serta menjadi sumberpelengkap data primer
penelitian ini Peneliti dapat memperoleh data secara tidak lansung dari
data skunder dengan menggunakan media perantara.8®

Data dan informasi yang diperoleh adalah data yang validitasnya dapat

dipertanggung jawabkan. Sugiono menggunakan isltilah social situation atau

#Firdha Ustin, Ditengah Masa Pandemi Corona, Pasangan Pengantin Ini Nikah Virtual
Pakai Zoom, Jakarta — New York,https://aceh.tribunnews.com/2020/07/08/di-tengah-masa-
pandemi-corona-pasangan-pengantin-ini-nikah-virtual-pakai-zoom-jakarta-new-york, diakses pada
tanggal 10 Desember 2023.

8Audrey Santoso, Briptu Nova ljab Qabul Melaui Video Call, https: // www
.google.com/search?g=pasangan+BRiptu+nova+nikah+melalui+video+call&og=pasangan+BRiptu
+nova+nikah+melalui+video+call&ags=chrome..69i57.32741j0j4&sourceid=Chrome & le=UTF-
8, diakses pada tanggal 10 Desember 2023.

Jmam Supriadi, Metode Riset Akuntansi, (Sleman: Deepublish, 2020), h. 164.



https://aceh.tribunnews.com/2020/07/08/di-tengah-masa-pandemi-corona-pasangan-pengantin-ini-nikah-virtual-pakai-zoom-jakarta-new-york
https://aceh.tribunnews.com/2020/07/08/di-tengah-masa-pandemi-corona-pasangan-pengantin-ini-nikah-virtual-pakai-zoom-jakarta-new-york
https://www.google.com/search?q=pasangan+BRiptu+nova+nikah+melalui+video+call&oq=pasangan
https://www.google.com/search?q=pasangan+BRiptu+nova+nikah+melalui+video+call&oq=pasangan
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situasi sosial sebagai objek peneitian yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat
(place), pelaku (actors) dan aktivitas (activity), yang berintraksi secara sinergi.%’
3. Teknik Pengumpulan Data

a. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokkan data sesuai
dengan judul tesis yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang
diambil adalah Data yang berhubungan dengan Pokok masalah
penelitian yaitu Pernikahan via live streaming.

b. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan
dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan tesis menjadi efektif
dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-
putar dalam membahas suatu masalah. Dalam proses ini kutipan yang
memang jelas akan dipertahankan sesuai aslinya namun bila kurang
jelas atau justru menimbulkan pengertian lain, maka data tersebut akan
diseliminasi dan digantikan dengan rujukan lain yang lebih sesuai
dengan pembahasan.

c. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal
ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas sesuai

dengan yang didapatkan dari sumber bacaan.

87Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2015), h. 117.
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4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan
masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis
data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data menjadi satuan yang dapat dikelola,
mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang
dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan kata-kata
yang berasal dari literatur bacaan.

Penulis menganalisis data dengan berbagai cara untuk memudahkan
mengambil keputusan berdasarkan data dari berbagai buku, beberapa metode ini
adalah

a. Metode deduksi didasarkan pada analisis data, yang dimulai dengan
informasi umum untuk sampai pada kesimpulan yang spesifik dan dapat
dijelaskan.

b. Metode induksi dimulai dengan aspek aspek tertentu dari data dan
menarik kesimpulan umum.

c. Metode kompratif melibatkan kontras dua perspektif untuk menentukan
apakah mereka berbeda atau sama.®

d. Metode analisis wacana kritis (CDA) adalah metode analisis teks yang

bertujuan mengungkap isi teks tidak hanya dari perspektif tekstualitas

8Burhan Bungin, Metodologi Penelitian kualitatif (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2020), h.58.
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tetapi juga dari aspek produksi teks lainnya, seperti konteks,
intertekstualitas, hubungan dan kekuatan dan aspek social budaya.
H. GARIS BESAR ISI TESIS

Penyusunan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara garis besarnya
sebagai berikut:

Bab pertama; Merupakan bab pendahuluan yang mengulas latar belakang
masalah kemudian dipertegas pada rumusan masalah yang merupakan penjabaran
dari pembatasan masalah dalam bentuk pertanyaan. Mengungkapkan pula. tujuan
dan kegunaan penelitian, yang masing-masing merupakan pernyataan dari apa
yang hendak dicapai dan pernyataan mengenai manfaat penelitian jika tujuan telah
dicapai serta metode penelitian dan terakhir dikemukakan garis besar isi tesis
sebagai gambaran seluruh isi tesis.

Bab kedua; Penulis menguraikan dan membahas Rumusan masalah yang
pertaman terkait realita pernikahan via live streaming dalam perspektif hukum
islam, diantaranya pengertian pernikahan live streaming dan praktik pernikahan
via live streaming dalam masyarakat.

Bab ketiga, Penulis menguraikan dan membahas Rumusan masalah kedua
yaitu landasan yuridis pernikahan via live streaming dalam perspektif hukum
Islam, diantaranya Pernikahan live streaming menurut UU No 1 1974 tentang
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Penerapan Pencatatan Nikah
Terhadap Implikasi Hukum Nikah via live streaming.

Bab keempat, Penulis menguraikan dan membahas Rumusan masalah

ketiga yaitu pernikahan via live streaming menurut fikih Klasik dan Fikih
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Kontemporer.

Bab kelima; adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari apa yang
telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, atau penutup dari pembahasan tesis
ini yang di dalamnya dikemukakan beberapa poin—poin kesimpulan yang
merupakan inti sari pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan ada

dalam tesis ini serta saran dan rekomendasi dari peneliti.



BAB |1
REALITA PERNIKAHAN VIA LIVE STREAMING
A. Pengertian pernikahan via live streaming

Pernikahan via live streaming adalah termasuk bagian dari pernikahan
online yang akadnya dilaksanakan melalui alat komnikasi seperti komputer,
laptop, Handphone dan sejenisnya didalamnya terhubung dengan portal online
tertentu serta model yang berbeda sesuai dengan fasilitas yang bersumber pada
jaringan internet. Pada realitanya nikah via live streaming ini memamfaatkan
perkembangan teknologi untuk mengimformasikan kondisi dari tiap person
individu yang berinteraksi secara teleconference atau streaming untuk membantu
terlaksananya pernikahan. Selain itu suara ,video live streaming lebih teruji dari
pada melalui telepon karena dapat menayangkan gambar sehingga lebih
memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakannya.

Pada penerapanya “nikah online” melalui live streaming ini memanfaatkan
perkembangan teknologi untuk menggambarkan situasi tiap individu yang
berinteraksi secara teleconference untuk membantu terlaksananya perkawinan.
Selain menyampaikan suara, video teleconference lebih teruji daripada telepon
dikarenakan dapat menyajikan gambar sehingga lebih memberikan kejelasan bagi
pihak yang melaksanakanya

Secara istilah umum bahwa pernikahan via live streaming merupakan
pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang tidak memungkinkan untuk

melaksanakan pernikahan secara langsung serta berada dalam situasi jarak yang
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jauh sehingga mengharuskan terjadinya akad atau proses ijab dan gabul melalui
jalan telekomunikasi suara serta gambar yang tayang dilayar.8°

Dalam realita yang terjadi pernikahan via live streaming ini disertai
Fasilitas beupa proyektor untuk meyakinkan gambar dari para pihak dengan
segala unsur yang dibutuhkan untuk melaksanakan akad, hal demikian dibutuhkan
untuk meyakinkan kepada setiap orang agar bisa menyaksikan akad layaknya
berjumpa secara nyata seperti pertemuan pada umumnya, dengan disertai speaker
agar orang-orang yang hadir dari kedua bela pihak bisa dengan jelas
mendengarkan proses ijab dan kabul yang sedang berlangsung. Untuk perkawinan
live streaming ini akad nikah dilakukan secara berhadap-hadapan, namun tidak
ditempat yang sama, dimana akad dilaksanakan dengan jarak yang saling
berjauhan.*®

Live streaming adalah salah satu media online yang dapat digunakan untuk
melaksanakan akad pernikahan, yaitu tanyangan langsung yang di broadcast
kepada banyak orang (viewers) dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian
aslinya, melalui media data komunikasi (network) baik yang terhubung dengan
cable atau wireless. Live Streaming dapat digunakan untuk menyiarkan secara
langsung video yang direkam melalui sebuah kamera video supaya dapat di lihat
oleh siapapun dan dimanapun dalam waktu bersamaan. Live Streaming juga dapat
digunakan untuk mengetahui keadaan yang sedang terjadi di suatu tempat tanpa

perlu berada di lokasi yang sama.

8Muhammad Sabir, “ Pernikahan Via Telepon”, Jurnal Al-Qad u, Volume 2, No. 2.
2015, h. 200.

%Ari Cahyo Nugroho, Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulvcsa
Analisi Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com Masyarakat Telematika Dan
Informasi. Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 3 No. 1, 2012, h. 29.
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Perbedaan pernikahan online saat pandemi covid-19 dan saat sebelum
pandemi covid-19 adalah dalam teknis pelaksanaanya. Sebelum pandemi covid19,
acara nikah online dapat dihadiri oleh banyak tamu undangan tidak dibatasi
berapa banyak tamu undangan yang akan hadir dalam acara tersebut. Perbedaan
lainnya adalah tidak adanya keharusan mengikuti protokol kesehatan (prokes)
seperti menjaga jarak memakai masker, mencuci tangan, memakai handsanitizer.
Sedangkan pernikahan online saat pandemi covid-19, pemerintah membatasi tamu
undangan yang dapat hadir langsung ketika akad pernikahan dengan tujuan agar
tidak menimbulkan kerumunan massa. Saat akad nikah berlangsung pihak-pihak
yang hadir harus memenuhi protokol kesehatan (prokes) seperti menjaga jarak,

memakai masker, memakai handsanitizer dan bahkan memakai sarung tangan.

Akad nikah jarak jauh sudah pernah terjadi sebelumnya yaitu pernikahan
melalui telephone. Bahkan di zaman Rasulullah Di zaman Rasulullah, pernikahan
yang tidak mempertemukan para pelaksana akad dalam satu tempat juga pernah
terjadi. Bedanya, pernikahan di zaman itu menggunakan sistem perwakilan atau
media tulisan yang dibawa oleh seorang utusan (al-muka>tabah). Dalam kasus
seperti ini, salah satu pihak menulis kalimat ijab dengan tulisannya sendiri lalu
menyerahkan
B. Praktik pernikahan via live streaming

Adanya pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang menggunakan
media online merupakan fenomena dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam

pelaksanaan ijab kabul, seperti pada kasus-kasus pernikahan online melalui vidio
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live streaming merupakan salah satu alat komunikasi jarak jauh seperti whatsApp
dan instagram..

Jika proses pernikahan pada umumnya dilakukan secara face to face dalam
satu tempat, namun dalam pernikahan via live streaming, akad dilakukan tidak di
satu tempat. Bentuknya pun bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua
mempelai terpisah, ada pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai
perempuannya saling berjauhan. Secara keseluruhan, dalam masalah tersebut,
salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu
tempat.

Seiring berjalannya perkembangan teknologi, pembicaraan menggunakan
alat komunikasi seperti telepon pun semakin canggih. dahulu orang-orang dapat
berbicara hanya dengan saling medengarkan suara, tetapi pada masa kini telepon
sudah dilengkapi dengan fasilitas video dan layar sehingga penggunanya dapat
saling melihat wajah dan gambar.

Praktik pernikahan yang memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi
ternyata bukanlah hal yang baru ditemukan, pada masa pandemi Covid 19 yang
merupakan bencana global,. Tercatat beberapa peristiwa yang serupa telah terjadi
beberapa kali di Indonesia pada tahun tahun sebelumnya, dimulai dari pernikahan
melalui telepon yang dilakukan oleh pasangan Aria Sutarto dengan Nurdiani pada
tahun 1989 yang berujung pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.
1751/P/1989

Beberapa data dan fakta pernikahan online pernah terjadi diantaranya

sebagai berikut:
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1. Pasangan Kadirman dan Febrianti penganting pria berada di Bajoe

sementara mempelai wanita berada di Kolaka Sulawesi Utara.®?

3. Pasangan jaslin dan calonnya di Malaysia menikah dengan melalui  video

call terjadi saat pandemi Covid 19.”

4. Pasangan Diya Putri Yunita dan Wibisono Pangestu viral karena
menggelar pernikahan online. Mereka terpaksa menikah virtual karena

Wibisono terpapar virus Corona dan harus isolasi mandiri®?

%2Ahmad Akbar fua, Viral Pengantin menikah via Video Call Gara-gara Virus Corona,
https://www.liputan6.com/regional/read/4211242/kegugupan-pengantin-kolaka meski -menikah -
via- video- call - saat —pandemic -covid- 19? page= 2, diakses pada tanggal 10 Desember 2023

°2Siti Nurjannah Wulandari,Viral Nlkah Online Saat Wabah Corona, ljab Qabul Via
Video Call, https://www.tribunnews.com/internasional/2020/04/23/viral-nikah-online-saat-wabah-
corona-ijab-gobul-via-video-call-dan-pasutri-harus-ldr-dulu, diakses pada tanggal 10 Desember
2023.

%Gresnia Arela Febriani, Viral Pengantin Sendirian di Pelaminan, Nikah Online karena
Suami  Corona,https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5761583/viral-pengantin-sendirian-di-
pelam inan-nikah-online-karena-suami-corona, diaksese pada tanggal 10 Desember 2023.



https://www.liputan6.com/regional/read/4211242/kegugupan-pengantin-kolaka
https://www.tribunnews.com/internasional/2020/04/23/viral-nikah-online-saat-wabah-corona-ijab-qobul-via-video-call-dan-pasutri-harus-ldr-dulu
https://www.tribunnews.com/internasional/2020/04/23/viral-nikah-online-saat-wabah-corona-ijab-qobul-via-video-call-dan-pasutri-harus-ldr-dulu
https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5761583/viral-pengantin-sendirian-di-pelam%20inan-nikah-online-karena-suami-corona
https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5761583/viral-pengantin-sendirian-di-pelam%20inan-nikah-online-karena-suami-corona
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5. Pasangan Ginda Bastari dan Raamelia nikah secara Virtual melalui Zoom
Jakarta — new york Amerika Serikat karena mempelai pria sementara

menjalani pendidikan di new york.*

6. Pasangan Briptu Andik Trianto dengan Briptu Nova Chairul Jannah
menikah melaui video call karena waktu itu mempelai wanita tengah
menjalani tes seleksi untuk bergabung sebagai United Nation Police
(Polisi PBB) di Puslat Multi fungsi Polri Cikeas, kabupaten Bogor, Jawa

Barat.*

%Firdha Ustin, Ditengah Masa Pandemi Corona, Pasangan Pengantin Ini Nikah Virtual
Pakai Zoom, Jakarta — New York,https://aceh.tribunnews.com/2020/07/08/di-tengah-masa-
pandemi-corona-pasangan-pengantin-ini-nikah-virtual-pakai-zoom-jakarta-new-york, diakses pada
tanggal 10 Desember 2023.

Audrey Santoso, Briptu Nova ljab Qabul Melaui Video Call, https: // www
.google.com/search?g=pasangan+BRiptu+nova+nikah+melalui+video+call&og=pasangan+BRiptu



https://aceh.tribunnews.com/2020/07/08/di-tengah-masa-pandemi-corona-pasangan-pengantin-ini-nikah-virtual-pakai-zoom-jakarta-new-york
https://aceh.tribunnews.com/2020/07/08/di-tengah-masa-pandemi-corona-pasangan-pengantin-ini-nikah-virtual-pakai-zoom-jakarta-new-york
https://www.google.com/search?q=pasangan+BRiptu+nova+nikah+melalui+video+call&oq=pasangan
https://www.google.com/search?q=pasangan+BRiptu+nova+nikah+melalui+video+call&oq=pasangan
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Akad nikah secara online harus tetap memenuhi syarat sah sebuah akad
nikah. Perkawinan yang tidak disertai dengan ijab gabul tidak dapat dianggap sah.
Pernikahan dengan live via aplikasi zoom tersebut menjadi alternatif atau solusi
tepat ditengah situasi pandemi Covid-19 dan PSBB (penerapan sosial bersekala
besar) yang masih berlangsung hingga saat ini yang dilangsungkan di daerah
Surabaya, Jawa Timur.Pernikahan pada umumnya dilaksanakan secara bertatap
muka atau face to face salah satu tempat namun dalam hal ini berbeda cara yaitu
dengan menggunakan live streaming, akad dilakukan tidak disatu tempat,
bentuknya bermacam-macam, ada yang wali berpisah dengan calon pengantin
perempuan saling berjauhan. Keberadaan wali yang sah harus ada dalam
pernikahan. Di dalam masalah tersebut ada beberapa unsur pelaku akad tidak
bertatap muka artinya tidak bertemu dalam satu ruangan atau tempat.

Memperhatikan realita dan praktik yang terjadi penulis berpandangan
bahwa pernikahan live streaming di satu keadaan bisa menjadi solusi dan
alternative yang bisa dilaksanakan terlebih lagi di zaman teknologi dengan
berbagai ragam kesibukan manusia yang terkadang tidak dapat bertemu secara

fisik.

+nova+nikah+melalui+video+call&ags=chrome..69i57.32741j0j4&sourceid=Chrome & le=UTF-
8, diakses pada tanggal 10 Desember 2023.
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LANDASAN YURIDIS PERNIKAHAN VIA LIVE STREAMING

A. Pernikahan live streaming menurut UU No 1 1974 tentang perkawinan dan
KHI serta UU No 19 tahun 2016 perubahan atas UU No 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Eletronik.

Urusan pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pernikahan
Nomor 1 Tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam.
Saripati aturan- aturan Islam mengenai pernikahan ini bersumber dari literature
literatur fikih Islam klasik dari berbagai madzhab yang dirangkum dan
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua dasar hukum
mengenai pernikahan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi
pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan pernikahan.
Namun dalam praktek pelaksanaan pernikahan yang berlaku di masyarakat tidak
ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut, oleh
karena itu muncul hal-hal baru yang bersifat ijtihadi.

Pada dasarnya suatu akad pernikahan apabila telah memenuhi segala rukun
dan syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan seperti menurut
hukum Islam ataupun perundang-undangan, maka akad pernikahan yang demikian
itu disebut akad pernikahan yang sah dan mempunyai implikasi hukum.

Pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk melaksanakan suatu
pernikahan harus meliputi :

1. Calon Suami;

%Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia
(Jakarta: Kencana, 2010), h. 280.
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2. Calon Isterti;

3. Wali Nikah;

4. Dua Orang Saksi; dan ljab dan Qabul.

Selain itu ada sebuah kesepakatan bahwa pernikahan itu dipandang
sebagai sebuah akad. Akad (kontrak) yang terkandung dalam isi UU No 1/1974
dan KHI sebenarnya merupakan pengertian yang dikehendaki oleh undang-
undang. Acapkali disebut bahwa pernikahan adalah, "marriage in Islam is purely
civil contract” (pernikahan merupakan suatu perjanjian semata). Yang berarti
point of interest atau urgensi dari sebuah pernikahan adalah sebuah akad atau
perjanjian.

Berdasarkan kerangka di atas, para ulama sepakat bahwa pernikahan dapat
dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan sebuah akad, yang melingkupi ijab
dan gabul antara seorang wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya,
atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dipandang
tidak sah jika semata-mata hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya
sebuah akad.*’

Berkaitan dengan pembuktian pelaksanaan nikah online terkait perangkat
teknologi yang digunakan, dalam hal ini kita dapat memakai payung hukum pada
Undang-Undang No. 19 Tahun 20016 perubahan atas undang undang NO 11
tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan bunyi

pasal 5 ayat 1 sebagai berikut:

9’Muhammad Jawad Mughniyah, Figih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'l,
Hambali, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 309.
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“Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik

mengikat dan diakui sebagai alat Bukti yang sah untuk memberikan

kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem Elektronik dan

Transaksi Elektronik terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan

dengan perbuatan hukum yan dilakukan melalui sistem elektronik™%

Dengan demikian, ketakutan sebagian orang dengan nikah online dimana
oleh sebagian orang khususnya pihak perempuan nikah online itu rentan akan
penipuan, dengan hal ini sudah dapat diatur atau dilindungi oleh Undang-Undang
No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam kaitannya dengan hukum pernikahan, ternyata kondisi
kekosongan hukum dapat kita jumpai di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Sebagai contoh konkrit dalam UndangUndang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sama sekali tidak dijumpai peraturan
yang menegaskan kebolehan, keabsahan atau legalitas tentang pernikahan online
atau dengan kata lain sebuah pelaksanaan pernikahan yang menggunakan sarana
telepon atau alat telekomunikasi yang lain belum dijumpai di dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat sah perkawinan seperti
syarat materil dan formil, tidak ada yang mengatur tentang pernikahan secara
online.

Menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, tergantung pada dipenuhi

atau tidak dipenuhinya seluruh rukun-rukun perkawinan dan syarat-syaratnya.

®Repulik Indonesia, Undang-undang RlI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Yogyakarta:
Pustaka Yustisia, 2018), h. 82
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Secara formal, pernikahan online atau melalui saluran telepon dapat
memenuhi rukun-rukunnya seperti dalam ada dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum
Islam, yakni: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

a. Calon Suami;

b. Calon Isteri;

c. Wali nikah;

d. Dua orang saksi dan;

e. [jab dan Kabul.”

Sahnya daripada sebuah pernikahan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Hukum telah mengatur bahwa akad nikah menurut Hukum Islam maupun
Undang-Undang harus memenuhi syarat baik rukun maupun syarat nikah. Tidak
boleh berkurang satupun meskipun dengan menggunaka Live streaming.
Meskipun jarak memisahkan akan tetapi pertemuan tersebut tampak digambar dan
suara yang jelas tidak dapat dipungkiri hal ini juga memudahkan kita tanpa
menunda untuk melaksanakan akad nikah terutama ketika kondisi kedua belah
pihak tidak dapat bertemu dalam satu tempat seperti saat terjadinya wabah covid
19. Menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Islam (syari‘ah) bahwa

akad nikah dengan menggunakan Live streaming hukumnya sah karena tidak
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mengurangi rukun dan syarat nikah. diperkuat dengan pasal 27 - pasal 29
Kompilasi Hukum Islam.®®

Adapun Pelaksanaan akad nikah yang diatur secara khusus dalam pasal 27,
28 dan 29. Pada Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : “Ijab dan kabul
antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang
waktu”. Pasal 28 berbunyi: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh
wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”
Pasal 29 berbunyi:

1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara
pribadi.

2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada
pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara
tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria

3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai
pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

B. Pernikahan Via live streaming dalam Islam

Pernikahan dalam pandangan Islam itu bukanlah hanya urusan perdata
semata, bukan pula sekadar urusan keluarga ataupun tradisi serta budaya, akan
tetapi lebih dari pada itu pernikahan atau perkawinan merupakan peristiwa agama

sehigga orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.%

9Wahibatul Maghfuroh “Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming
persfektif Hukum Islam”, Jurnal Ilmiyah Ahwal Syakhshiyyah, VVol.3, No.1, 2021, h.99

10Kumedi Ja’far, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Sukabumi: Arjasa Pratama,
2021), h. 20.
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Pernikahan dalam Islam adalah menempati tempat yang penting dimana di
dalamnya mengandung nilai-nilai vertical (kepada Allah) dan horizontal (kepada
sesame manusia).'0!

Para ulama fikih sepakat bahwa pernikahan bisa dianggap sah jika
dilaksanakan dengan akad yang sah, yang mencakup ijab kabul antara pihak
wanita dan pihak pria atau para pihak yang menggantikannya seperti wakil dan
wali, dan tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya
ijab kabul antara kedua belah pihak (akad)°?> Maka dalam hal ini menikah harus
mengikuti aturan dan ketentuan dalam agama.

Dasar hukum pernikahan disebutkan dalam beberapa ayat di dalam al-
quran dan hadits rasulullah saw, tetapi tidak secara jelas membahas pernikahan
dengan cara live streaming, namun Kita bisa mengiyaskan dengan sebuah riwayat
yang bisa menjadi dalil pernikahan live streaming yakni pernikahan ummu
habibah dengan Nabi Saw.
ade i e all) (e Al dea Lga g8 Adual) (a )l cled Ghaa G dl) ape @ad dga ol O
103 abua g dgle ) e (i) S8 A (3 Joan i gen 4] A g a3 il Ay ) L8 g g pling

”Bahwasannya Ummu Habibah adalah istri Ubaidillah bin Jahsy.
Ubaidillah meninggal di negeri Habasyah, maka raja Habasyah (semoga Allah

memberi rahmat kepadanya) menikahkan Ummu Habibah kepada Nabi SAW, ia

101Gus Arifin, Menikah untuk bahagia, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021) h.
10

12Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, ( Jakarta : Lentera, 2019), h.337.

103Ahu Da>wud sulaima>n bin al-Asy’ats bin Isha>k bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr
al-AZadi,, Sunan Abi Da>wud, juz 2 (Berut : Maktabah al-Ahsriyah, tt), h.235.
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bayarkan maharnya 4000 dirham, lalu ia kirimkan Ummu Habibah kepada Nabi
SAW bersama Syurahbil bin Hasanah. Lalu Nabi SAW menerimanya.”

dari riwayat tersebut beberapa ulama temasuk dari kalangan Hanafiyah
membolehkan nikah jarak jauh bahkan melalui Surat.

C. Konstruksi Hukum Guna Pengisian Kekosongan Hukum

Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali
menghadapi kendala-kendala yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat.
Berbagai kasus yang telah terjadi menggambarkan kesulitan penegak hukum atau
aparat hukum mencari cara agar hukum dapat berjalan dengan mengacu pada
norma masyarakat yang ada. Namun perkembangan masyarakat lebih cepat dari
perkembangan aturan perundang-undangan, sehingga perkembangan dalam
masyarakat tersebut menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan. Dalam
kehidupan masyarakat memang diperlukan suatu sistem hukum untuk
menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.

Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat
tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat, sehingga
menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikannya. Asas legalitas yang kerap
dianggap sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum, dihadapkan
dengan realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas ini
karena perkembangan dan perubahan masyarakat seiring dengan kemajuan
teknologi.

Perubahan cepat yang terjadi tersebut menjadi masalah berkaitan dengan

hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.
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Peraturan perundangan tidak mungkin mengatur segala kehidupan manusia secara
tuntas. Sehingga ada kalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau
bahkan tidak lengkap yang berakibat terjadinya kekosongan hukum di
masyarakat. Arti dari kekosongan hukum adalah suatu keadaan kosong atau
ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib (hukum) di
dalam masyarakat. Sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat
dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-
undangan. Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, kekosongan hukum
perundang-undangan terdapat di dalam UUP. No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan. Dalam UUP tersebut sama sekali tidak terdapat peraturan yang
menegaskan kebolehan atau keabsahan tentang pernikahan menggunakan sarana
telepon atau alat telekomunikasi yang lain.

Kekosongan hukum atau ketiadaan hukum yang mengatur tentang status
hukum pernikahan melalui telepon serta teknis pelaksanaannya mengakibatkan
munculnya kontroversi di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, diperlukan
pembaruan hukum melalui rekonstruksi atau penafsiran hukum guna mengisi
kekosongan hokum. Hal ini perlu dilakukan agar hukum menjadi sistematis dan
komprehensif dalam menghadapi permasalahan yang belum ada ketetapan
hukumnya. Konstruksi hukum merupakan hal yang sangat penting, karena hukum
positif ternyata belum mengatur secara spesifik tentang kaidah perkawinan
melalui jalur telekomunikasi, sementara perkembangan teknologi informasi lebih
cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum

khususnya perkawinan. Persoalan lainnya, norma hukum yang telah dihasilkan
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sebelumnya tentu belum mampu memenuhi semua kebutuhan hukum masyarakat,
oleh karena itu diperlukan payung hukum yang dapat mengakomodir kepentingan
tersebut.04

Akibat yang di timbulkan dari adanya kekosongan hukum, terhadap hal-
hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu, adalah terjadinya Kketidak
pastian hukum (rechtsonzekerheid) atau ketidak pastian peraturan perundang-
undangan yang pada tahap selanjutnya berakibat pada kekacauan hukum
(rechtsverwarring). Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan)
dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan.
Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk
mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi.

Peraturan perundang-undangan sebenarnya dibuat sebagai panduan
bersikap dan bertingkah laku bagi masyarakat, yang dapat menentukan mana yang
boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Hukum yang stabil dapat menjadi
ukuran yang pasti di masyarakat, namun hukum yang berjalan di tempat pada
kenyataannya akan menjadi hukum yang usang dan tertinggal jauh oleh
perkembangan masyarakat. Untuk itu sangat diperlukan suatu hukum yang stabil
dan fleksibel yang mampu mengikuti perkembangan tersebut. Upaya yang dapat
dilakukan dalam mengatasi terjadinya kekosongan hukum adalah sebagai berikut :

Pertama, Penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim. Meskipun terjadi
kekosongan hukum, namun terdapat suatu usaha interpretasi atau penafsiran

peraturan perundang-undangan bisa diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran

04gayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, “Analisis Perkembangan Teknologi dalam
Hukum Keluarga’’, (Jakarta: Insan Pena, 2010), h. 45
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terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi,
karena ada kalanya undang-undang tidak jelas, tidak lengkap, atau mungkin sudah
tidak relevan dengan zaman (out of date).

Kedua, apabila suatu peraturan perundang-undangan isinya tidak jelas,
maka hakim berkewajiban untuk menafsirkan sehingga dapat memberikan
keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni
mencapai kemashlahatan dan kepastian hukum. Penafsiran hukum atau konstruksi
hukum merupakan sebuah proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka
memperoleh kepastian mengenai arti dari suatu hukum yang dibuat dalam bentuk
peraturan perundang-undangan. Penafsiran hukum merupakan metode penemuan
hukum, dalam hal peraturan yang sudah ada, akan tetapi tidak jelas bagaimana
penerapannya dalam suatu kasus konkrit. Di sisi lain, kokstruksi hukum
merupakan metode penemuan hukum, dalam hal ini tidak ada peraturannya yang
secara khusus untuk memeriksa dan mengadili suatu kasus konkrit. Jadi level
konstruksi hukum adalah pada rechtschepping atau bisa disebut juga dengan
pembentukan hukum.1%

Mengingat semakin moderennya peradaban manusia dalam memenuhi
keperluanterutama dalam hal berinteraksi dan berkomunikasi sesama manusia,
yang dalam figih dikenal dengan muammalah maka ketentuan hukum Islam yang
mengatur pemanfaatan sarana modern seakan tertinggal beberapa langkah dalam
menyikapi masalah baru. Kondisi demikian merupakan suatu hal yang wajar,

mengingat kemunculan hukum lebih dulu dari masalah yang ada. Hubungannya

105 Marzuki Adnan Ali, Reformasi Hukum Islam, (Jakarta: Garamedia Press, 2010), h. 23.
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dengan bidang muammalah yang semakin berkembang dewasa ini, maka sebagian
besar asas yang digunakan untuk mentapkan hukum adalah asas yang masih
bersifat umum. Dengan adanya makna yang masih bersifat umum tersebut, harus
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemashlahatan manusia itu sendiri
berdasarkan tuntutan dari perubahan situasi dan kondisi. Jika pemerintah
Indonesia, dalam hal ini lembaga legislatif yakni pembentuk perundang-undangan
(DPR) serta para penegak hukum (para hakim) peduli terhadap sistem hukum di
Indonesia, maka seharusnya segera dibentuk peraturan perundangundangan terkait
dengan pernikahan melalui telepon. Keberadaan hukum Islam dan hukum positif
dalam masalah perkawinan sudah usang dan tidak relevan, sementara
perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan
dengan perkembangan substansi hukum.
D. Analisis Penerapan Pencatatan Nikah Terhadap Implikasi Hukum Nikah
Online

Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia selalu berpijak pada UU sebagai
Konstitusi tertinggi, dan konstitusi tertinggi pada Negara Indonesia ialah Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.selanjutnya dalam hal
munakahat (perkawinan) barulah kita bersandar pada UU No. 1/1974 Tentang
Perkawinan.

Berbicara nikah online, di dalam hukum Islam dan Undang-undang
Perkawinan sendiri tidak ada aturan yang secara eksplisit menjelaskan dan
mengatur tentang hal ini. Entah dalam konteks keabsahan nikah onlinennya, atau

bahkan dalam penerapan pencatatan nikahnya bagi mereka pelaku nikah online.
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Dengan demikian dapat dipastikan bahwa dalam hal ini terdapat
kekosongan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, entah di dalam hukum
Islam ataupun juga di dalam hukum positif di Indonesia.

Dalam penerapan pencatatan nikah bagi nikah online, pada dasarnya hal
ini erat kaitannya dengan keabsahan suatu akad nikah online, yang pada
pembahasan sebelumnya sudah penulis uraikan tentang keabsahan nikah online,
dan dengan uraian-uraian tersebut pembahasan penerapan pencatatan nikah bagi
nikah online ini menjadi bersinergi dan menjadi pembahasan yang kompleks.

Penerapan pencatatan nikah bagi mereka yang melangsungkan nikah
online ini erat kaitannya dengan peristiwa penting lainnya dalam hal ini nikah
biasa yang pada umumnya berlaku di Indonesia yakni terkait legalitas dan
pengakuan secara administratif dari Negara terhadap mereka yang melangsungkan
pernikahan lewat media online.

Negara dalam hal ini Undang-undang mengatakan bahwa tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal
ini sudah menjadi jelas, bahwa kita sebagai masyarakat hukum terikat pada tata
aturan yang dibuat oleh hukum. Negara kita adalah Negara hukum, dengan
demikian dapat kita pahami bahwa, segala urusan di Negara Indonesia ini wajib
berjalan berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku.
Demikian juga bagi pencatatan nikah Dalam UU Perkawinan sebagaimana
dijelaskan di atas, ia menjadi prasyarat bagi mereka yang ingin mendapatkan

pengakuan di mata perundang-undangan atau hukum Indonesia.
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Terkait dalam hal pencatatan nikah terhadap nikah online, hal ini tak bisa
terlepas dengan peraturan perundang-undangan sendiri, dimana ia menuntut dan
menjamin bahwa perkawinan adalah sah, apabila dikakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan keperayaannya itu. 0

Dengan demikian jika berdasar pada bunyi teks UU No. 1/1974 pasal 2 (1)
tersebut dapat dipahami bahwa Negara menjamin dan mengakui perkawinan yang
sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaanya itu.

Pernikahan online sendiri masih menjadi isu hangat yang terjadi sampai
saat ini, hal ini terkait dengan keabsahannya di dalam hukum agama Islam.
Permasalahan ini sangat kompleks dimana masih adanya keabsoutan mengenai
keabsahannya nikah online menurut hukum agama, yang dalam hal ini tentu
kesimpulan mengenai diskursus nikah online dalam hal agama berimplikasi penuh
pada penerapan pencatatan nikah di Indonesia.

Dimana ketika nikah online ini diterima dan dianggap sah oleh agama,
maka mutlak hukum Negara menerima dan memfasilitasi penerapan pencatatan
nikahnya,hal ini sebagai impact atau implikasi dari hukum nikah online
sebagaimana terkait dalam bunyi KHI Pasal 4 perkawinan adalah sah, apabila
dilakukakan menurut hukum Islam sesuai dengan UU No. 1/1974 Pasal 2 (1),
bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu.

106Republik Indonesia, Undang-undang Rl No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan..., h. 2
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Penerapan pencatatan nikah ini juga suatu kemutlakan dari Negara kalau
kita kaitkan dengan bunyi pasal 28 D pada UUD Tahun 1945 dimana setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.%’

Dengan bunyi pasal tersebut dapat kita pahami bahwa artinya umat Islam
yang telah melaksanakan pernikahan menurut agamanya dan kepercayaannya itu,
mutlak dan berhak mendapatkan sebuah kepastian hukum dan perlakuan yang
sama dihadapan hukum. Begitu juga dengan hukum bagi nikah online dan
penerapannya dalam hal ini pencatatan nikah terhadap nikah online.

Terkait definisi pernikahan atau perkawinan yang termaktub dalam UU
No. 1/1974 Pasal 1 yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa.®® Kemudian juga definisi pernikahan yang termaktub
dalah KHI Pasal 2 yang berbunyi perkawinan menurut hukum Islam adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mi>s\a>qgan galiz}an) untuk mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan selanjutnya pada
bunyi KHI pasal 3 dimana perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Maka kalau Kkita cermati kata perkawinan pada bunyi pasal tersebut
bersifat universal bagi siapa saja yang ingin melangsungkan pernikahan, dalam

hal ini dapat ditafsirkan pernikahan dalam bentuk apapun. Meskipun bunyi pasal

17Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28 D.
1%8Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan..., h. 2
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tersebut bersifat universal namun, bunyi pasal tersebut juga deferensial, karena
esensi dari perkawinan sendiri yang dapat ditafsirkan pada ayat tersebut ialah
apabila bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau karena mentaati perintah Allah, atau
karena bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
dan rahmah.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa, bukan saja pernikahan biasa
atau pernikahan pada umumnya yang dianggap sebuah perkawinan dalam
kacamata perundang-undangan, melainkan juga nikah online. Selama dalam
pelaksanaannya bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau karena mentaati perintah Allah
SWT, atau karena bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan rahmah. Maka selama itupula ia tidak ada bedanya dengan nikah
pada umumnya.

Dan dalam konteks ini pula ia menjadi suatu implikasi kemutlakan dan
keharusan dalam hal penerapan hukum pencatatan nikah, karena tentunya sebagai
Negara hukum, maka adalah suatu kewajiban melaksanakan pernikahan atau
perkawinan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dimana sudah ditegaskan dalam
UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."0°

Demikian berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa

dasar dari administrasi nikah dalam hal ini penerapan pencatatan nikah sebagai

109Repulik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan..., h. 2
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implikasi nikah online bagi masyarakat yang beragam Islam adalah berdasarkan
pada penjelasan dari UU No. 1/1974 Pasal 2 (2), dan KHI Pasal 5 (1).

Dengan demikian, dengan penjelasan yang terdapat pada pembahasan
sebelumnya, terkait keabsahan nikah online dapatlah seharusnya penerapan
administrasi nikah dalam hal ini penatatan nikah juga di terapkan pada nikah
online. Hal ini dikarenakan berkesesuaian dengan kehendak dasar sebagaimana
termaktub dalam KHI Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap
perkawinan harus di catat.

(2) Penatatan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Penatat Nikah
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang no. 22 Tahun 1946 jo
Undang-Undang No. 32 Tahun 1954,

Pasal 6

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus
dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat
Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
tidak mempunyai kekuatan hukum,10

Adapun berkaitan ketentuan-ketentuan pelaksanaan nikah online sendiri,
khususnya bagi mereka yang terpisahkan jarak, yang kemudian melangsungkan

akad nikah melaui online, dapat merujukUU No. 1/1974 Pasal 17 dan 56 tentang

perkawinan diluar Indonesia.

Pasal 17
(1) Penegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum
dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga
kepada pegawai penatat perkawinan.*!

10K ompilasi Hukum Islam, Pasal 5 Ayat 1 dan 2, Pasal 6 Ayat 1 dan 2.
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Pasal 56
(1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang
warganegara Indonesia atau seorang wara Negara Indonesia dengan
warga Negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang
berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi
warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-
Undang ini.1?

Dengan memahami bunyi pasal tersebut dapat pula kita pahami dan kita
kaitkan terhadap nikah online, dimana nikah online ini dapat pula diberitahukan
kepada instansi-instansi bersangkutan dalam daerah hukum dimana perkawinan
akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai penatatan
nikah. Didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU
No. 1/1974 Tentang Perkawinan disebutkan:

Pasal 6
3. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan
perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan
apakah tidak tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
4. Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Pegawai Penatat meneliti pula:

c. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam
hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat
dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul

alon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat
dengan itu.

d. Keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal
orang tua calon mempelai.
Jika besandar pada bunyi pasal 6 (3) tersebut seharusnya tak ada alasan

untuk menolak pelaksanaan nikah online serta penatatan nikah online,

dikarenakan Undang-Undang sendiri sampai saat ini tidak ada yang menjelaskan

11Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan..., h. 9
12Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan..., h. 23
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dan bahkan melarang pelaksaan nikah online. Sehingga dengan demikian dapat
kita pahami bahwa sejatinya tak ada alasan bagi KUA untuk menolak pernikahan
online, karena tak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang terhadap
nikah online, begitu juga artinya dalam hal penerapannya pada penatatn nikahnya.

Demikian artinya bahwa selama tak ada Undang-Undang yang seara
eksplisit menyebutkan nikah online itu tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan,
maka selamanya nikah online itu mutlak dan diperbolehkan serta dapat diakui
oleh Negara. Namun dalam prakteknya terdapat kasus perkawinan via video
conference yang tidak diterima oleh pihak pegawai pencatat karena dianggap
rentan terjadinya kebohongan dan penipuan. Untuk itu adapun kasusnya yaitu:
Pertama, kasus yang terjadi pada KUA Kecamatan Sooko, Ponorogo, Jawa Timur.
Pada kasus ini pasangan pengantin Soni Ali Widayat dan Endang Lestari beberapa
hari sebelum perkawinan mengajukan permohonan perkawinan via video
conference, pasalnya mempelai pria sedang dalam masa perawatan akibat positif
Covid-19. Akan tetapi pihak KUA menolaknya dan memberikan jalan keluar
dengan cara diwakilkan.'*3Sehingga bisa disimpulkan, wajib bagi semua KUA di
Indonesia menerima dan melangsungkan akad pernikahan melalui media online,
karena KUA ini adalah Instansi Pemerintah yang mesti taat kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian bagi mereka yang menolak atau bersikeras tidak mau
melaksanakan nikah online dalam hal ini termasuk pula penerapan pencatatannya,

maka mereka dapat dianggap orang yang melanggar hukum sebagaimana

3“pengantin  Pria  Positif Covid-19, akad Nikah Diwakilkan Keluarga”,
Detik,https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5660013/pengantin-pria-positif-covid-19-
akadnikah-diwakilkan-keluarga. Berita, diakses pada 05 Juni 2021.
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termaktub di dalam PP Tahun 1945 Tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 Tentang
Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Tentang pencatatan
Nikah.

Dengan berdasarkan norma hukum yang terkait, maka pejabat KUA yang
menolak untuk melaksanakan nikah online serta penatatan nikahnya tersebut dapat
dipidanakan sebagaimana telah diatur lebih lanjut di dalam PP No. 49 tahun 1975
Pasal 46 yang mengatur ketentuan pidana, disebabkan sudah melanggar ketentuan
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, apabila permohonan
nikah online ditolak atau tidak dapat dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama,
mereka yang berkehendak melangsungkan akad nikah tersebut dapat melakukan
upaya lainnya yakni banding ke Pengadilan Tinggi Agama.Selanjutnya apabila
mereka tetap ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka upaya terakhir yang
dapat mereka tempuh ialah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Menurut analisis penulis melihat perkembangan zaman dan teknologi yang
semakin berkembang termasuk dalam hubungan social kemasyarakatan seperti
pernikahan via live streaming seharusnya pemerintah segera menerbitkan aturan
khusus yang secara jelas mengatur pernikahan melaui media online. Agar bisa
menjadi acuan bagi pengadilan dan pegawai KUA serta memberi kejelasan bagi

masyarakat pada umumnya.



BAB IV
TINJAUAN PERNIKAHAN LIVE STREAMING DALAM HUKUM ISLAM
A. Pernikahan Via Live Streaming Menurut Fikih Klasik

Nikah via live streaming tidak tercantum secara tekstual dalam karya
ulama empat madzhab, tetapi jika penulis telusuri ada yang beberapa hal yang
secara implisit memuat dan relevan dengan nikah via live streaming. Penulis akan
memulai dengan ljab kabul yang merupakan unsur mendasar bagi keabsahan akad
nikah. Dengan demikian penting pengertian ijab dan kabul bagi keabsahan akad
nikah, para ulama madzhab sepakat memasukannya sebagai salah satu rukun
nikah. Jika ijab kabul unsur mendasar bagi keabsahan pernikahan, maka harus
memenuhi syarat-syarat ijab kabul pernikahan, adapun syarat-syaratnya
diantaranya adalah:

Pertama, tamyi>z al-muta ‘a>gidain, artinya bahwa orang yang melakukan
akad nikah harus sudah mumayiz yaitu telah dewasa dan berakal sehat. Dalam
persyaratan mumayiz fikih munakahat dan undang-undang perkawinan selalu
mencantumkan batas minimal usia kawin (nikah).

Kedua, bersatunya majelis ijab kabul (ittizad majlis al-i>jab wal-gabiil)
maksudnya ialah akad nikah itu dilakukan dalam satu majelis.

Ketiga, harus ada persesuaian atau tepatnya persamaan antara ijab dan
kabul (attawaffug baynal i>jab wal-gabil) maksdunya ialah tidak boleh ada
perbedaan apalagi pertentangan antara ijab di satu pihak dan penyataan kabul di
pihak lain. Persyaratan bersatu majlis (/ttihadul majlis) bagi ijab kabul pada akad

nikah harus terpenuhi. Abdurrahman al-Jazairi dalam kitabnya al-figh‘ala

89
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Maza>hib al-4rba ‘ah menukil kesepakatan ulama mujtahid mensyaratkan bersatu
majlis bagi ijab dan kabul, dengan demikian apabila tidak bersatu antara majelis
mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan kabulnya, akad nikah dianggap
tidak sah. Yang dimaksud satu majlis (Ittizad al-majlis) adalah bahwa ijab dan
kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad
nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu terpisah, dalam arti bahwa ijab
diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah ijab sudah bubar kabul
diucapkan pula pada acara berikutnya. Dalam hal ini meskipun dua acara berturut-
turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun
karena kesinambungan antara ijab dan kabul itu terputus, maka akad nikah
tersebut tidak sah. Dengan demikian adanya persyaratan bersatu majelis adalah
menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan
menyangkut kesatuan tempat. Meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila
dilakukan dalam dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan
antara pelaksanaan ijab dan pelaksanaan Kabul sudah tidak terwujud oleh karena
itu akad nikahnya tidak sah. Arti bersatu majlis menekankan pada pengertian
bersatu majelis yaitu tidak boleh terputusya antara ijab dan kabul.1*4

ljab dan kabul harus dilakukan di satu majelis (tempat). Jika wanita
mengatakan; saya nikahkan diri saya kepadamu, atau bapaknya mengatakan; saya
nikahkan anak perempuan saya denganmu, lantas laki-laki yang dimaksud
beranjak dari majlis sebelum penyampaian gabul dan sibuk dengan suatu

pekerjaan yang dapat dimaknai bahwa dia telah bergegas dari majlis, kemudian

U4gatria Efendi, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Perdana Media,
2004),h 4-5
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setelah itu dia mengatakan saya terima, maka tidak ada pernikahan yang
terlaksana. Demikian pula jika salah satu dari keduanya tidak ada di tempat. fika
seorang wanita mengatakan saat ada dua orang saksi; saya nikahkan diri saya
dengan fulan, sementara fulan yang dimaksud ini tidak ada di tempat, dan begitu
mengetahui, fulan berkata saat ada dua orang saksi; saya terima, maka tidak ada
pernikahan yang terlaksana, karena kesamaan majelis adalah syarat.!!®

Mereka semua sepakat bahwa pelaksanaan akad di satu majelis merupakan
faktor yang sangat penting. Jika wali mengatakan; saya nikahkan kamu dengan
anak perempuan saya, lalu bergegas meninggalkan majelis sebelum suami
mengatakan saya terima, kemudian suami mengatakan saya terima, di majelis lain
atau di tempat lain maka akadnya tidak sah. Mereka berselisih pendapat terkait
penyegeraan, maksudnya dalam mengucapkan kabul setelah ijab tanpa jeda.
Madzhab Hambali dan Hanafi sepakat bahwa penyegeraannya bukan sebagai
syarat selama acara akad di majelis masih berlangsung menurut tradisi yang
berlaku. Adapun jika kedua belah pihak tersibukkan dengan hal lain hingga
memotong majelis, menurut tradisi yang berlaku, maka akad dinyatakan tidak sah.
Madzhab Asy-Sya>fi‘i dan Maliki menetapkan syarat harus segera dalam
menyampaikan gabul, namun bila jedanya sebentar, menurut tradisi yang berlaku
tidak memotong kesegeraan kabul, maka ini dapat ditolerir.1%6

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapi salah satu syarat ijab dan

kabul yaitu akad nikah harus satu majlis (ittizadul majlis). Pendapat pertama

U Abdurrahman al-Jazairi, Fikih Empat Madzhab, (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2017), h.
32-33.

116 Abdurrahman al-Jazairi, Fikih Empat Madzhab, (Jakarta: Pustak al-kautsar, 2017),h. 52
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mengatakan bahwa satu majlis atau Ittizad al-majlis adalah bahwa ijab kabul
harus diadakan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah
bukan diadakan dalam waktu yang terpisah. Dengan kata lain satu majlis diartikan
sebagai adanya keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul.1’
Menurut pendapat Madzhab Hanafi dan Hambali bahwa antara ijab dan
kabul dilakukan dalam satu majelis (tempat), maksudnya adalah antara
pengucapan ijab dan kabul tidak disela dengan kalimat lain atau dengan
melakukan suatu aktivitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad
yang berlangsung. Mengungkapkan kabul tidak disyaratkan harus segera
diucapkan setelah berakhirnya ungkapan ijab. Jika akad agak lama, dan antara ijab
dan kabul terdapat jeda, tetapi jeda jarak diantara ijab dan kabul tidak terlalu lama
yang secara umum bisa dikatakan tidak sedang akad, maka proses ijab dan kabul
masih sah. Imam hambali meriwayatkan, ada seorang laki-laki yang didatagi oleh
sekelompok orang, lalu mereka berkata kepada laki-laki itu “Nikahkanlah si fulan
(dengan putrimu)”. Lalu dia berkata “Aku nikahkan dia dengan mahar sebesar
seribu.” Kemudian mereka memberitahu laki-laki yang dimaksud, lantas dia pun
berkata, “Saya terima nikahnya”. Berdasarkan hal ini timbul pertanyaan, “Apakah
pernikahan ini sah?”” kemudian Imam hambali menjawab “Iya pernikahan itu sah”.
Menurut pendapat Madzhab Sya>fi‘i mensyaratkan bahwa akad dianggap
sah jika kabul diucapkan secara langsung. Mereka berkata, jika ijab dan kabul
disela dengan khutbah, seperti ketika wali berkata “Aku nikahkan kamu”,

kemdian calon suami menjawab, “Bismillah wal hamdulillah wash shalatu ala

17Irma Novayani, “Pernikahan Melalui Video Conference”, Vol. 1 No. 1, 2017, 36.
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Rasulullah, saya terima nikahnya”, dalam hal ini ada dua pendapat: pertama, Akad
yang sedemikian dianggap sah, meskipun setelah pembacaan ijab disela dengan
khutbah, sebagaimana anjuran tayamum diantara dua shalat yang dijamak.
Pendapat ini dikemukakan oleh Syekh Abu H}amid al-Isfirayaini. Kedua, akad
yang sedemikian tidak sah karena adanya pemisah antara ijab dan kabul. Berbeda
dengan tayamum yang dianjurkan untuk dilaksanakan di antara dua shalat,
khutbah dianjurkan untuk dibaca sebelum akad. Menurut pendapat Madzhab
Maliki memperbolehkan terlambatnya pengucapan kabul setelah ijab, dengan
syarat rentang waktu anatara ijab dan kabul tidak terlalu lama.'!®
Nikah memiliki syarat-syarat yang dikategorikan oleh sebagian madzhab
sebagai rukun, salah satu syarat nya yaitu ijab kabul harus dilakukan di satu majlis
(tempat). Sementara menurut sebagian yang lain dikategorikan sebagai syarat, dan
mazhab-mazhab yang lainnya tidak memandangnya demikian sebagaimana yang
dapat dicermati dalam penjelasan masing-masing sebagai berikut
1. Mazhab Hanafi
Dalam kitab Figh Empat Mazhab, Nikah memiliki syarat-syarat yang
sebagiannya berkaitan dengan shigat dan sebagian yang lain berkaitan
dengan kedua belah pihak yang melaksanakan akad serta sebagian lagi
berkaitan dengan saksi-saksi. Diantara s}i>gat tersebut yang akan dibahas
yaitu Ittizadul al-Majlis (tempat) yaitu ijab kabul harus dilakukan di satu
majlis (tempat). Jika wanita mengatakan saya nikahkan diri saya kepadamu,

atau bapaknya mengatakan saya nikahkan anak perempuan saya denganmu,

1183ayid Sabiq, Figih Sunnah, (Jakarta: Cakrawala, 2015), h. 241.
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lantas laki-laki yang dimaksud beranjak dari majelis sebelum penyampaian
kabul dan sibuk dengan suatu pekerjaan yang dapat dimaknai bahwa dia
telah bergegas dari majelis, kemudian setelah itu dia mengatakan: saya
terima, maka tidak ada pernikahan yang terlaksana. Demikian pula jika
salah satu dari keduanya tidak ada di tempat. Jika seorang wanita
mengatakan saat ada dua orang saksi, saya nikahkan diri saya dengan fulan,
sementara fulan yang dimaksud ini tidak ada ditempat, dan begitu
mengetahui, fulan berkata saat ada dua orang saksi saya terima, maka tidak
ada pernikahan yang terlaksana, karena kesamaan majlis adalah salah satu
syarat nikah.'%®

Sebagai contoh seperti yang dikatakan oleh al-Jaza>iri dalam
memperjelas ittizadul al-Majlis atau satu majlis dalam mazhab hanafi dalam
masalah seorang laki-laki berkirim surat mengakadkan nikah,kepada pihak
perempuan yag dikehendakinya. Setelah surat itu sampai, lalu dibacakan di
depan wali calon isteri dan para saksi dan dalam majelis yang sama setelah
isi surat dibacakan wali dan calon istri mengucapkan penerimaannya.
Praktik nikah seperti ini dianggap sah oleh kalangan hanafiyah dengan
alasan bahwa pembacaan ijab kabul dalam surat calon suami dan
pengucapan kabul dari pihak calon istri sama-sama di dengar oleh dua orang

saksi dalam majelis yang sama.?°

15Abdurrahman Al-Juzairi, Fikin Empat Madzhab jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar,
2017), h. 32-33.

120frma Novayani, “Pernikahan Melalui Video Conference”, Vol. 1 No. 1, 2017, 36.
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Menurut mazhab Hanafi ijab kabul harus dilakukan di satu majelis
(tempat). tidak ada syarat penyegeraan pelaksanaan akad nikah. Seandainya
wanita mengatakan saya nikahkan diri saya denganmu, lantas pihak laki-laki
dimaksud berbicara di majlis tersebut dengan perkataan di luar akad,
kemudian mengatakan saya terima, maka akad nikah dinyatakan sah dengan
ketentuan harus ada lafal dalam akad nikah. Akad nikah dinyatakan tidak
sah bila dilakukan serah terima misalnya (tanpa lafal). Contoh lainnya
seandainya wanita mengatakan kepadanya saya nikahkan diri saya
denganmu dengan uang seribu, lalu laki-laki yang dimaksud menyerahkan
uang seribu kepadanya tanpa mengatakan saya terima, maka pernikahan
tidak terlaksana.'?

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai sosok yang kental dengan
dominasi rasio dalam mengeluarkan pendapat tentang ketetapan suatu
hukum. Meskipun dikenal sebagai ahli ra’yu, Abu Hanifah tidak lantas
meninggalkan al Quran dan hadits sebagai sumber hukum dalam berijtihad.
Akal digunakan oleh Abu Hanifah manakala beliau tidak menemukan
sumber hukum dalam al-Qur’an, al-Hadits, maupun ijma‘ para sahabat, baik
yang belum tertulis maupun yang belum ada kejelasan secara redaksi
mengenai suatu hal. Pada dasarnya, jalur istinbath hukum Imam Abu
Hanifah yang utama adalah ra’yu. Metode ini kemudian oleh Imam Syafi‘i
disejajarkan dengan metode giyas. Penyejajaran tersebut mungkin dapat

diterima karena dalam metode giyas, akal juga memiliki peranan dalam

121 Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar,
2017), h. 33-35.
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melakukan analisa hukum terhadap suatu perkara. Namun menurut penulis,
aplikasi antara metode ra’yu Imam Abu Hanifah dengan metode giyas Imam
Syafi‘i berbeda. Perbedaan tersebut adalah tidak adanya penyamaan ,,illat
dalam metode ra’yu Imam Abu Hanifah sebagaimana diterapkan dalam
giyas menurut Imam Syafi“i. Oleh sebab itu, metode istinbath Imam Abu
Hanifah tidak dapat dianalisa menggunakan metode giyas Imam Syafi’i.

Menurut Syeikh Kamil Muhammad Uwaidhah, istinbath hukum
Imam Abu Hanifah lebih mendasarkan pada aspek penalaran (ma‘qul)
terhadap sumber hukum Islam. Dari proses penalaran tersebut kemudian
menjadi hasil istinbath. Namun penalaran yang dilakukan oleh Imam Abu
Hanifah bukan merupakan penalaran yang berdiri sendiri, melainkan juga
mendasarkan pada aspek hukum Islam, seperti al Qur’an, hadits maupun
atsar sahabat serta ijma’ para sahabat.'?2

Mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang kebolehan akad
nikah dengan surat, tidak dapat dilepaskan dari istinbath hukum beliau
mengenai majelis akad dan syarat-syarat ijab kabul. Istinbath hukum Abu
hanifah, sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya,
disandarkan pada al Qur’an, hadits, agwa>| al s}ah}abah, ijma’, giya>s,
istihsa>n dan ‘urf. Urutan tersebut disesuaikan dengan keutamaannya.
Artinya ketika dalam beristinbath sudah menemukan dasar dari al Qur“an
serta didukung oleh hadits maka agwa>! al sjah}abah, ijma’, qiya>s,

istihsa>n dan ‘urf tidak lagi ditempuh dalam proses istinbath. Hal ini

1225yaeikh Kamil Muhammad, Uwaidhah, al Imam Abu Hanifah, (Beirut: Dar al Kutub al IImiyah,
1992), h. 150-152.
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mengindikasikan bahwa agwa>1 al s}ah}abah, ijma’, giya>s, istihsa>n dan
‘urf merupakan alternatif dalam mengistinbathkan hukum suatu perkara
yang belum dijelaskan dalam al Qur*“an maupun hadits.

Dasar hukum Abu Hanifah terkait akad nikah dengan tulisan
disandarkan pada sebuah kejadian di mana Nabi Saw menikah dengan

Ummu Habibah:

e 98 Adaall (sl s cilad (laa Gl aue cial dga al ¢
mijad\thiu*J@ujmh, ‘Cu\(,iawﬂ\wﬂ\mJ
129 ala g dgle 4l Lo (il 388 s (G Ja o oa 43d) A
”Bahwasannya Ummu Habibah adalah istri Ubaidillah bin Jahsy.
Ubaidillah meninggal di negeri Habasyah, maka raja Habasyah (semoga
Allah memberi rahmat kepadanya) menikahkan Ummu Habibah kepada
Nabi SAW, ia bayarkan maharnya 4000 dirham, lalu ia kirimkan Ummu

Habibah kepada Nabi SAW bersama Syurahbil bin Hasanah. Lalu Nabi
SAW menerimanya.”

Kemudian dalam hadits yang lain, nabi SAW menikahkan dua orang
dengan tanpa mempertemukan mereka dalam satu majelis. Sebagaimana

dalam hadits berikut ini:

sl JB alug ddde AU e il O sale G dde oo

¢ UM el g51 ol G T 3] pall JUB an JUB ¢ ADE A g 51 o) i il
1244 alia Lad sl 7 93 pad calld

“Dari Ugbah bin Amir, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada seorang
laki laki, “Sukakah engkau aku kawinkan dengan si Fulanah? Ia menjawab:
ya, dan Nabi bertanya kepada si wanitanya, “Sukakah engkau aku kawinkan

dengan si Fulan?” wanita itu menjawab: ya, lalu dikawinkan antara mereka,
lalu mereka menjadi suami isteri.”

123Ahu Da>wud sulaima>n bin al-Asy’ats bin Isha>k bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr
al-AZadi,, Sunan Abi Da>wud, juz 2 (Berut : Maktabah al-Ahsriyah, tt), h.235.

124Abu Da>wud sulaima>n bin al-Asy’ats bin Isha>k bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr
al-AZadi,, Sunan Abi> Da>wud, juz 2..., h.238
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Berdasarkan dua hadits di atas memberikan keterangan bahwa
menikahkan seorang wanita kepada seorang laki-laki tanpa keduanya
bertemu itu boleh dilakukan.'?

Berarti sesuai dengan urutan prioritas dari proses ijtihad Imam Abu
Hanifah, yaitu ketika tidak ada dalam al Qur*an maka akan mencari dalam
hadits. sedang dalam hadits ditemukan bahwa ada praktek perkawinan
dimana antara mempelai laki-laki yang mengucapkan gabul tidak berada
dalam satu tempat dengan orang yang melakukan ijab, sebagaimana yang
ada dalam hadits di atas.

Dengan demikian Imam Abu Hanifah, beliau memahami satu majlis
bukan dari segi fisik para pihak, namun hanya ijab dan kabul para pihak
harus dikatakan di satu tempat dan secara berkontinyu. Dari pendapat ini,
Hanafiyyah memperbolehkan akad nikah melalui surat, asalkan surat
tersebut dibacakan didepan saksi dan pernyataan dalam surat segera dijawab
oleh pihak-pihak. Menurut Hanafi, surat yang dibacakan di depan saksi
dapat dikatakan sebagai ijab atau gabul dan harus segera dijawab. Dari
pendapat Hanafiyyah tersebut, dapat dianalogkan bahwa pernikahan
dianggap sah hukumnya dilakukan lewat media komunikasi seperti internet,
teleconference, dan live streaming. Kebolehan tersebut harus memenubhi
syarat yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu adanya saksi ketika

menulis maupun membaca surat yang berisi ijab gabul.

125Gyamsuddin al Syarakhsi, Kitab al Mabsuth, juz 5, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al limiyah,
1993), h. 16
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2. Madzhab Maliki

Yang dimaksud satu majelis yaitu ijab kabul dilaksanakan dalam
satu majlis. Bahwa syarat orang melakukan nikah adalah semua pihak
harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan, Hal ini
dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majlis. Oleh karena
itu jika ijab kabul tidak dilaksanakan dalam satu majelis maka akan
berdampak pada ketidaksahan ijab kabul tersebut. Menurut madzhab
Maliki pelaksanaan ijab kabul itu bahwa antara ijab dan Kabul harus
segera yaitu tidak boleh ada jeda cukup lama yang memisahkan antara ijab
dan kabul yang dapat dinyatakan sebagai tindakan berpaling.

Jika wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan fulanah, maka
calon suami segera menjawab saat terima nikah itu. Tidak masalah bila
terdapat jeda pemisah hanya sebentar, bila disela dengan khutbah
pendek!?® dan semacamnya, kecuali bila yang disampaikan adalah wasiat
terkait pernikahan maka ini dapat mengakibatkan jeda yang cukup lama.

Bahwa segera yang dimaksud adalah syarat terkait jika kedua belah
pihak sama-sama hadir di majlis akad nikah. Dalam kondisi ini, tidak
boleh ada jeda yang memisahkan antara ijab dan kabul kecuali perkara
yang ringan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penyampaian
wasiat terkait nikah dan pengaitannya dengan syarat ridha dinyatakan sah

dalam pernikahan menurut madzhab Maliki.

126Ahdurrahman Al-Jazairi, Fikih Empat Madzhab jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
2017), h. 45-49.
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Salah satu car istinbat dan istidlal dari mazhab maliky seperti mazhab
hanbali yaitu menggunakan mas{lahah mursalah, Menurut mereka
mas{lahah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nas{,
bukan dari nas yang rinci seperti yang berlaku dalam giyas.

Mazhab Syafi‘i

Ittizadul Majlis dalam akad nikah menurut perspektif mazhab syafi‘i
bukan saja menyangkut masalah kesinambungan antara pengucapan ijab
dan kabul belaka, atau dengan kata lain kesinambungan antara pengucapan
ijjab dan kabul suatu perkawinan bukan satu-satunya aspek yang
fundamental dari ittizadul majlis, tetapi ada yang lain guna memenuhi dari
itihadul majlis yaitu kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan satu sama
lain di dalam satu ruangan yang sama pada saat perkawinan sedang
berlangsung. Ittih}a>dul Majlis itu mencakup dua unsur penting yaitu
dimana antara satu dengan lainnya harus saling menunjang yaitu unsur
kesinambungan antara pengucapan ijab dan pengucapan kabul dan unsur
bersatunya tempat duduk atau ruangan ketika akad nikah sedang
berlangsung. Mengenai unsur pertama dapat dibuktikan dengan konsep
“al-faur” (segera/langsung). Apabila suatu ijab sudah diucapkan dalam
upacara pernikahan, calon suami harus segera (spontan) menyambut ijab
tadi ucapan kabulnya, calon suami harus segera (spontan) menjawab
kabulnya.

Unsur lain dari Ittizadul Majlis dalam kalangan ulama syafi‘iyyah

adalah berkaitan dengan bersatunya tempat akad. Masalah ini berkaitan
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erat dengan masalah syahadah (kesaksian) dalam akad nikah, saksi harus
dapat melihat serta menyaksikan dengan mata kepala, bahwa rangkaian
pengucapan ijab kabul benar-benar dilakukan sebagaimana yang telah
ditentukan, dan ijab kabul itu benar-benar dari dua orang yang sedang
melakukan akad. Jika demikian, tugas dari 2 orang saksi laki-laki tadi
memastikan berdasarkan keyakinan absolut (hagqul yaqi>n), agar akad
yang bersangkutan sah.*?’

Kepastian itu tidak hanya meliputi redaksi yang sedang diucapkan,
melainkan juga menyangkut kepastian orang-orang yang melakukan akad
Yaitu memerlukan kriteria saksi yang lebih tepat karena yang harus
dibuktikan dalam kesaksian bukan hanya redaksinya tetapi menyangkut
orang-orang yang terkait yang tidak cukup hanya dengan pendengaran
belaka tetapi juga dituntut dengan penglihatan mata kepala para saksi akad
tersebut. Hanya dengan cara seperti ini saksi benar-benar yakin bahwa ijab
dan gabul benar-benar berasal dari dua orang yang melakukan akad.*?®

Kesaksian dalam pernikahan mengharuskan saksi harus mendengar
dan melihat prosesi ijab kabul. Seandainya kedua saksi hanya mendengar
ijab kabul akan tetapi tidak melihat kedua orang yang mengucapkannya,
meskipun suara ijab dan kabul adalah suara dari kedua belah pihak, akad
nikahnya akan dianggap tidak sah, dengan alasan karena tidak dapat dilihat
dengan mata kepala (al-mu‘a>yanah). Dari penjelasan tersebut dapat

dipahami bahwa walaupun suatu redaksi dalma prosesi ijab Kabul dapat di

2Multazim AA, “Konsepsi Imam Syafi’l tentang Itihadul Majlis Dalam Akad Nikah”,
vol. 4, No.2 (JULLI, 2020), 149-150.
128 73karia Al-Anshary, Fathul Wahhab, (Semarang: Thoha Putra, tt) h.122.
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dengar, namun bobotnya berbeda jika pengungkapannya dilihat dengan
mata kepala sendiri. Hal tersebut senada dengan sikap kalangan Syafi‘iyah
yang selalu berhati-hati (ih}tiya>t}) dalam menetapkan suatu hukum.*?°
Menurut mazhab Syafi‘i syarat-syarat ijab kabul tidak boleh
dikaitkan dengan hal lain. Misalnya wali mempelai perempuan
mengatakan kepada mempelai laki-laki. Syarat lainnya adalah penetapan
batas waktu. Misalnya mempelai laki-laki mengatakan pada mempelai
perempuan: nikahkanlah saya dengan dirimu selama satu bulan. Ini adalah
nikah mut‘ah (kontrak) yang telah dilarang berdasarkan hadis yang
terdapat dalam al-s}ah}i>h}ain Sebagai tambahan atas penjelasan yang
berkaitan dengan jual beli, disini dinyatakan bahwa sighat harus
menggunakan lafal yang merupakan turunan dari kata nikah atau kawin.
Seperti lafal: saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, atau
mengatakan saya kawinkan kamu dengan perempuan yang saya wakili.
Seandainya dia mengatakan saya menikahkan kamu dengan anak
perempuan saya, dengan bentuk kata kerja sekarang (mudha>ri‘) atau saya
mengawinkanmu (mudha>ri‘) dengannya, maka pernikahan tidak sah,
karena mengandung kemungkinan sebagian janji. Jika dia mengatakan
saya menikahkanmu dengan anak saya sekarang atau mengatakan saya
adalah orang yang menikahkanmu (bentuk subjek) dengan anak
perempuan saya, meskipun tidak mengatakan sekarang maka

pernikahannya sah karena bentuk kata subjek adalah hakikat pada saat itu

12Irma Novayani, “Pernikahan Melalui Video Conference”, Vol. 1 No. 1, 2017, 37.
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juga, maka dengan demikian tidak mengandung kemungkinan sebagai
janji.1%

Dari penjelasan diatas menurut mazhab Syafi‘i secara tegas dapat
diketahui bahwa adanya persyaratan bersatu majelis, bukan untuk menjaga
kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi juga mengandung persyaratan
lain yaitu al-muayanah yaitu semua pihak harus hadir dalam satu tempat
akad.

Dengan demikian apabila salah seorang dari kedua belah pihak
melakukan akad nikah dengan jalan berteriak atau dengan pengeras suara
atau melalui telepon atau sarana lainnya agar dapat didengar dari tempat
lain, tetapi tidak bisa dilihat oleh kedua saksi, meskipun bisa didengar oleh
keduanya maka akad nikah semacam ini hukumnya tidak sah, karena para
saksi tidak melihat dengan persis dari siapa suara itu. Karena itu
perkawinan melalui korespondensi (surat menyurat) kepada orang yang
akan dinikahi, hukumnya tidak sah karena perkawinan seperti ini
syaha>dah mu‘a>yanah (persaksian dengan mata) tidak dapat dipenuhi.
Demikian pula bentuk perkawinan melalui rekaman kaset dan video kaset,
hukumnya tidak sah karena tidak adanya syaha>dah mu‘a>yanah
tersebut, termasuk di dalamnya melalui televisi dan internet. Akhirnya,
perlu dipahami bahwa pemilihan madzhab Syafi’i, dalam hal “Ittiha>dul
Majlis” punya korelasi dengan prinsip ibadah perkawinan tersebut. Karena

itu segala tata cara pesanan perkawinan bersifat ta ‘abbudi>, yakni hal itu

1%0Abdurrahman Al-Jazairi, Fikih Empat Madzhab jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
2017),h. 40-41.
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bersifat taugi>fi> yang berarti umat islam tinggal mengikuti apa yang
telah ditetapkan dan dijalankan Rasulullah saw., tanpa harus menambah
dan mengurangi.

4. Mazhab Hambali

Sighat nikah harus menggunakan lafal nikah atau kawin. Adapun
kabul cukup dengan mengatakan saya terima atau saya ridha. Tidak ada
syarat terkait kabul yang mengharuskan untuk mengatakan saya terima
nikahnya atau kawinnya, dan ijab kabul dikatakan tidak sah jika Kabul
mendahului ijab.

Menurut mazhab Hambali kabul dianjurkan untuk disampaikan
dengan segera. Jika kabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab
hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya
mengakibatkan terputusnya antara ijab dan kabul maka pernikahannya
tidak sah.3!

Madzhab Hambali mengartikan “satu majelis” dalam arti non fisik
(tidak mesti satu ruangan) ijab dan kabul dapat diucapkan dalam satu
waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh
kegiatan lain. Menurut madzhab Hambali bahwa antara ijab dan Kabul
dilakukan dalam satu majelis, maksudnya adalah antara pengucapan ijab
dan kabul tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan suatu
aktivitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad yang

berlangsung. Kabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika

131 Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar,
2017), 45.
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kabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya
berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan
terputusnya antara ijab dan kabul, maka pernikahannya tidak sah.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal yang tercantum dalam kitab al-
mughni, karya Ibnu Qudama menjelaskan mengenai kesinambungan
pengucapan ijab dan gabul pernikahan yang dilaksanakan dalam satu

majelis atau satu waktu, berikut redaksinya

bMLgauaﬁ\dg.u ‘M\ﬂhéawl,;d\éag\i,o%m
Jssl) 8 B85 (8 il glaal) a gie (B LAY g g cdgd bl
diga (e da g B L) oY) 8 colina da g Y AN calay) Sha
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"Apabila terdapat jeda antara ijab dan gabul, maka pernikahan tersebut sah
selama hal tersebut masih berada dalam majelis dan kedua pihak tidak
direpotkan dengan hal-hal lainnya. Karena hukum dari majelis akad nikah
adalah hukum keadaan saat proses berlangsungnya akad tersebut, dengan
dalil yang berkaitan satu sama lainnya, dengan persyaratan tetap terpenuhi,
dengan adanya ketetapan untuk memilih dalam akad pertukaran. Jika
keduannya berpisah sebelum adanya gabul, maka ijab menjadi batal karena
tidak terjadi makna dari pernikahan. Penawaran telah terjadi dari salah satu
pihak, dengan adanya perpisahan maka penawaran ini tidak berlaku,
artinya tidak ada gabul (jawaban). Begitupula apabila dalam keadaan ini
(setelah ijab) kedua pihak sibuk dengan urusannya masing-masing yang
menyebabkan hingga terputusnya akad, ataupun pihak dari yang
mengucapkan gabul sibuk dengan suatu hal yang lain” 132

Berdasarkan penjelasan tersebut dianggap sah asal saja diberi

pengeras suara, karena mendengar ijab adalah suatu keharusan, dianggap

132 Imam lbnu Qudama Almaqgdisi, Kitab Al Mughni, (Lebanon: Al-Afkar Adaulliah
2004), h. 399.
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tidak sah jika salah satu syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi.
rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan kabul .33

Menurut ulama ushul figh Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan
mas{lahah mursalah. Ulama Hanabilah menerima mashlahah mursalah
sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai
ulama figh yang sering menggunakan mas{{lahah mursalah sebagaimana
yang dilakukan ulama Malikiyah. Menurut mereka mas{lahah mursalah
merupakan induksi dari logika sekumpulan nas{, bukan dari nas yang rinci
seperti yang berlaku dalam giyas.

Mas{lahah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan
hukum, karena merupakan hasil induksi terhadap ayat atau hadits
menunjukkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Kemudian, kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi
perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila
syari’at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, membawa
kesulitan.

Pada hukum pernikahan memuat dimensi ubudiyah namun dalam hal
akad perjanjian pernikahan lebih condong ke dimensi muamalah. Nikah
merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan
itu bukanlah sembarang akad tetapi termasuk akad yang sakral karena

menanggung tanggung jawab bagi suami dan istri.

13Mochamad Adrian Pranata, “Nuneng Nurhasanah, Muhammad Yunus, Keabsahan
Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam”, Bandung: Universitas Islam Bandung,
Vol.1 No.1,2021.
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Perjanjian yang terjadi dalam pernikahan merupakan perjanjian
dunia dan akhirat karena memikul tanggung jawab bagi keluarga yang
menjalankannya. gerbang dari sebuah pernikahan adalah akad ijab dan
gabul, yang didalamya terdapat shigat akad nikah, akad ijab gabul
merupakan unsur dasar sebuah pernikahan. apabila akadnya sah maka
pernikahannya juga sah.

Menurut madzhab Hambali gabul dianjurkan untuk disampaikan
dengan segera. Jika gabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab
hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya
mengakibatkan terputusnya antara ijab dan gabul maka pernikahnnya tidak
sah

Di dalam rukun pernikahan terdapat syarat shigat yang dilaksanakan
dalam satu majelis, menurut imam Ahmad bersatunya majelis ijab gabul
merupakan suatu kesinmbungan akad nikah, pengucapan akad ijab dan
gabul diucapkan dengan segera, namun imam Ahmad tidak menyatakan
bahwa dilaksanakanya ijab gabul harus dalam satu posisi, satu tempat, satu
waktu, hanya mengatakan dilaksanakan selama masih dalam majelis yang
sama.

O 0 iy dde DELAL al g ¢ ulaall A Lalile cma i) 0o J o) A 55 13)
g8 b LAl Gl cAd (all) da iy Lad andl) Julay cdial) Al asa (ulaal) pSa
il glaal)

“Apabila terdapat jeda antara ijab dan qabul, maka pernikahan
tersebut sah selama hal tersebut masih berada dalam majelis, dan

kedua pihak tidak direpotkan dengan hal-hal lainnya. Karena hukum
dari majelis akad nikah adalah hukum keadaan saat berlangsungnya
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akad tersebut, dengan dalil yang berkaitan satu sama lainnya dengan
persyaratan tetap disitu, dan ditetapkannya hal khiyar dalam akad
pertukaran”

slina 23 g3 ¥ Adld clag¥) Jay J gil) (38 8 5 8

“Maka apabila keduannya berpisah sebelum adanya gabul, maka ijab
menjadi batal karena tidak terjadi makna dari pernikahan.”

A g (o JUIEYL Lyl Sial) (e (e (Y rdakaly Ly dde LS o Al
”Begitupula apabila dalam keadaan ini (setelah ijab) kedua pihak
sibuk dengan urusannya masing-masing yang menyebabkan hingga
terputusnya akad, ataupun pihak dari yang mengucapkan gabul sibuk
dengan suatu hal yang lain.”3*

Melihat dari kacamata ini, pendapat imam Ahmad mengatakan
bersatunya majelis atau ittihad al-majelis merupakan suatu keharusan
dalam akad nikah, namun makna dari satu mejelis ini memilki maksud dari
kesinambungan waktu pengucapan antara ijab dan pengucapan gabul
bukan suatu keharusan majelis dilaksanakan di posisi dan tempat yang
sama, maksudnya adalah akad nikah tidak harus dilakukan dalam satu
majelis yang sama (fisik) namun dapat dilaksanakan secara (non fisik).
Kemudian apabila di dalam akad nikah terjadi jeda antara pengucapan ijab
dan qgabul, masih diperbolehkan asalkan tidak terlalu lama atau tidak

melakukan aktifitas lain yang bisa menimbulkan batalnya akad

pernikahan.

134 Imam Ibnu Qudama Almagqdisi, Kitab Al Mughni, (Lebanon: Al-Afkar Adaulliah 2004), h. 399.
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B. Pernikahan Via Live Streaming Menurut Figh Kontemporer
1. Syekh Wahbah al-Zuhaili
Secara umum jika dikaitkan dengan wacana nikah melalui
teleconferensi atau via live streaming, maka, Wahbah al-Zuhaili
menjelaskan pada kitab Figh al-Isla>m Wa Adillatuhu bahwa jumhur
ulama besar bersepakat shigat akad (ijab dan gabul) terdapat 4 hal yang
disyaratkan:

a. Ketepatan serta kesesuaian antara kalimat ijab dan qabul.
Perwujudan kesesuaian di sini berupa kesamaan pernyataan ijab
gabul dengan mahar dan tempat akadnya. Apabila ijab gabul tak
sama di bagian lokasi akadnya, contoh; Bapak dari wanita itu
menyatakan, "Aku nikahkan engkau dengan Fatimah" lalu pihak
lelaki memberikan jawaban, "Aku terima nikahnya Khadijah™ maka
pernikahannya tidak sah sebab ketidaksesuaian isi pernyataan ijab
dengan gabulnya.

b. ljab yang sudah diucapkan oleh seseorang, tidak bisa ditarik
kembali sebelum kalimat gabul diucapkan. ljab yang ia ucapkan
akan menjadi batal apabila ia menarik ucapannya kembali.

c. Diselesaikan saat akad. Secara umum ke-4 mazhab fikih melarang
menjalankan akad pernikahan untuk waktu mendatang seperti “aku
akan menikahimu besok, atau lusa.”

d. Ittih}a>d al-majlis atau diselenggarakan pada satu mejlis yang

sama apabila keduanya menghadiri majelis. Apabila pihak wanita
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mengatakan “aku menikahkanmu dengan diriku” lalu pihak lainnya
belum mengucapkan gabul namun langsung berdiri atau tidak fokus
pada majelis dan membuatnya tidak segera mengucapkan “aku
menerima”, maka akadnya dikatakan tidak sah.13

Pernikahan dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili merupakan suatu
akad peradaban yang tidak terdapat formalitas di dalamnya, sementara
akad diartikan sebagai pengikat bagian-bagian perilaku yakni ijab kabul
karena akad diartikan sebagai keterikatan (al-irtiba>t}). Selain itu, hukum
dalam syariah juga menyatakan ijab kabul merupakan kegiatan saling
memberi ikatan legal dan lahiriyah. Bentuk dari ijab kabul sendirinya
umumnya berupa isyarat, tulisan, ataupun ucapan.

Terkait sah atau tidaknya hukum pernikahan melalui live streaming
jika dikaitkan dengan pandangan Wahbah al-Zuhaili, maka mutlak terkait
dengan substansi satu majelis (ittihn}a>d al-majlis), syarat, maupun rukun
pernikahannya. Tentunya sangat kompleks sebab ada banyak ragam
perspektif ulama dari berbagai mazhab berbeda. Salah satu pendapat
menafsirkan ittihad al-majelis bukan berkaitan dengan maka>n (kesatuan
tempat) melainkan ijab kabul harus dilakukan pada waktu yang
berkesinambungan. Jadi, pandangan Wahbah al-Zuhaili ini harus dipahami
bahwa nikah melalui live streaming adalah kaitannya dengan penafsiran
ittihad al-majlis. Dengan begitu, kita dapat menggali hukumnya dan

menetapkan hukumnya dengan benar. Supaya dapat terhindar dari

1Muhammad Jawad Mughniyah, Figih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'l,
Hambali, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 309
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kemungkinan menetapkan hukum secara tak obyektif. Sebab
permasalahannya memanglah sangatlah kompleks.36

Mengacu pada pendapat Wahbah al-Zuhaili di atas, maka,
pernikahan melalui live streaming merupakan akad nikah yang
pelaksanaan ijab gabulnya menggunakan jaringan internet secara
berkesinambungan dimana seluruh pihak terkait tidak berada di lokasi
yang sama, seperti saksi, wali, bahkan kedua mempelainya. Mereka semua
tampil dalam wujud visualisasi di dalam media elektronik berupa live
streaming dengan webcame ataupun lainnya yang terhubung dengan
internet. Dengan kata lain, nikah via live streaming adalah pernikahan
yang kedua belah pihaknya menggunakan bantuan jarigan internet yang
terhubung di dua tempat berbeda secara online melalui alat bantu aplikasi
tertentu.

Nikah via live streaming sendiri jika dibandingkan dengan
pernikahan konvensional menilik penjelasan Wahbah al-Zuhaili diatas,
bisa ditarik kesimpulan bahwa antara pernikahan konvensional dengan
virtual via telekomunikasi tidak memiliki perbedaan dari sudut pandang
substansionalnya. Hampir keseluruhan pelaksanaannya sama,hanya tempat
melaksanakannya saja yang berbeda. Baik pernikahan via telekomunikasi

seperti live streaming maupun konvensional, keduanya sama-sama

1%6\Wahbah Al-Zuhaili, Figih Islam Wa Adilatuhu, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,
(Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 452.
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menghadirkan kedua mempelai untuk saling bertemu®3’. Menurut kalangan
Syafi‘iyyah dan Hanabilah akad nikah dibatasi kemutlakan sahnya apabila
kedua pihak pengakad tidak hadir dalam satu majelis yang sama,
kemudian akad dilakukan dengan tulisan atau risalah. Namun, apabila
keduanya hadir maka tidak memerlukan adanya penulisan dikarenakan
pengakadnya bisa berbicara sehingga penggunaan metode lain tidak
disahkan. Apabila dilihat dari pernyataan sebelumnya, maka pernikahan
yang tidak dilakukan dalam satu majelis, dalam hal ini menggunakan
media live streaming dalam melakukan akad nikah serta pelafalan akad
dilakukan dengan berbicara antara kedua pihak pengakad bahkan saling
melihat, maka hal tersebut dapat dianggap sah. Bertolak belakang dengan
pendapat Wahbah al-Zuhaili yang dituangkan dalam bukunya yang
berjudul Fikih Islam Jilid 4, pernikahan satu majelis disini berarti bahwa
satu majelis yang dimaksud ialah satunya waktu yang menjadi masa kedua
pengakad dalam melakukan proses akad. Beradanya dua pengakat dalam
satu tempat bukanlah satunya majelis yang dimaksud. Sehingga,
pengertian satu majelis akad menurut Wahbah Al-Zuhaili ialah suatu
kondisi di mana kedua pengakad merundingkan pembentukan suatu akad.
Menurut Wahbah al-Zuhaili, adanya perbedaan pendapat tersebut
disebabkan perbedaan dalam mengartikan istihsan. Imam Syafi’l
membantah istihsan yang didasarkan atas hawa nafsu tanpa berdasarkan

dalil syara“. Sedangkan istihsan yang dipakai oleh para penganutnya

13\Wahbah al-Zuhaili, Figih Islam Wa Adilatuhu, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,
(Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 483.
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bukan didasarkan atas hawa nafsu, tetapi men-tarjih (menganggap kuat)
salah satu dari dua dalil yang bertentangan karena dipandang lebih dapat
menjangkau tujuan pembentukan hukumnnya.'3® dalam kitab al-Figh al-
Isla>mi> wa adillatuh melakukan tarjih terhadap pendapat yang mengacu
pada sandaran dalil yang shahih, atau jika hadits yang digunakan sebagai
dalil oleh para ulama tersebut mempunyai kekuatan yang sama dalam
derajat hadits, maka lebih memilih pendapat yang mempunyai potensi
lebih untuk menimbulkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika
Wahbah tidak melakukan tarjih terhadap bebepara pendapat ulama, ia
lebih  mengutamakan untuk mengamalakan pendapat jumhur ulama,
alasannya dukungan para ulama terhadap satu pendapat dapat dijadikan
alasan kuat dalam pentarjihan.'® jika tidak menemukannya dalam
beberapa pendapat ulama, ia melakukan qiyas dengan ilhagq atau
mempertemukan masalah yang sedang dikajinya dengan masalah yang
sudah mempunyai ketentuan hukum dari sumbernya yang mempunyai
kesamaan illat, kemudian ia menghukumi masalah yang dikajinya dengan
hukum yang sama dengan masalah yang sudah mempunyai Kketentuan
hukum dari sumbernya. Selain dari itu kemudian ia juga menggunakan

logika yang sesuai dengan aturan dalam hukum Islam.

138 Ariyadi, A, Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah al- Zuhaili: Methodology
of the Istinbath of Law Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili. Jurnal Hadratul Madaniyah, 4(1), 2017,h.35

139 Syuhadak, F. Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam. Journal de Jure,
5(2), 2013,h. 192
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Pada implementasinya, nikah via live streaming memakai kekuatan
teknologi yang memperlancar terselenggaranya acara pernikahan supaya
situasi pihak yang melaksanakan pernikahannya dapat dilihat oleh pihak
lainnya melalui sebuah gambar seperti yang seharusnya. Video
telekomunikasi seperti live streaming mampu menyajikan gambar
bergerak secara real timedan suara secara bersamaan menggunakan
jaringan internet, jadi dikatakan lebih canggih dari telepon biasa.
Diperlukan sebuah proyektor yang mengarah ke layar besar di depannya
dalam pernikahan via live streaming agar masing-masing pihak yang
menyelenggarakannya bisa melihat berbagai unsur pernikahan dari kedua
belah pihak. Dilakukannya hal tersebut sebagai pembuktian bahwa
pelaksanaan pernikahan benar-benar sesuai aturan yang semestinya, yakni
bertatap muka, berjumpa, dan bertemu antar pihak.

Penjabaran yang sudah dilakukan di atas menyimpulkan bahwa
makna dari ittihn}a>d al-majlis pada pelaksanaan akad pernikahan menuai
perbedaan pandangan atau pendapat. Terdapat perbedaan situasi antara
pernikahan via live streaming dengan konvensional. Menikah secara
konvensional dilakukan dengan berhadapan langsung (muwa>jahah bil
ma‘ruf) di suatu tempat yang sama, sementara menikah secara live
streaming berbeda tempat dengan jarak yang terpisah antara kedua belah
pihak yang berakad namun tetap berhadap-hadapan dalam artian saling

melihat.
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Secara garis besar, penjelasan dan penegasan tentang beragam
larangan dan anjuran mengenai kehidupan muslim sudah tertulis dalam
Hadist dan AlQur“an yang menjadi sumber hukum Islam, mislanya
haramnya memakan bangkai, daging babi, meminum khamr, riba, hukum
pernikahan dan waris, serta muamalah.'*® Pola pikir dan cara pandang
yang merujuk pada akibat hukum dalam pembentukan norma di
lingkungan masyarakat mulai ikut megalami perubahan seiring
berkembangnya teknologi dan pengetahuan yang menimbulkan pemikiran
baru. Kemungkinan akan adanya industrialisasi dan inovasi baru yang
tidak bertentangan dengan syariat agama Islam akan muncul di berbagai
bidang kehidupan di era modernisasi ini menurut pandangan Syekh
Wahbabh al-Zuhaili.

Syekh Wahbah al-Zuhaili menyebutkan ijtihad tidak boleh dilakukan
terhadap prinsip atau dasar syariat yang telah pasti hukumnya, misalnya
menghalalkan hewan yang disembelih secara haram dan menghalalkannya
untuk dikonsumsi contohnya hewan sembelihan yang dilakukan bukan
karena Allah, menghalalkan babi, dan bangkai, menghalalkan perbuatan
curang, dengki, khianat, dan dzalim, memperbolehkan hak milik,
membatalkan had secara lisan, syubhat, menghalalkan hal-hal yang
mengarah pada kerusakan, melenyakan benda yang tidak berbahaya,
melakukan ikrar bukan untuk orang lain melainkan diri sendiri,

menghalalkan riba, memperbolehkan kemudharatan dan kerusakan,

140\Wartoyo, Wartoyo. Rekontruksi Hukum Transaksi Muamalah Dengan Pendekatan
Kaidah Fighiyyah. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 5 (1). 2020, h.
48
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mebolehkan hal yang menentang agidah, menghilangkan sanksi terhadap
kesalahan yang seseorang lakukan, atau mengijtihad hal-hal yang sudah
pasti keharamannya yang lain.'4!

Syekh Wahbah al-Zuhaili yang menjadi bagian dari ulama
kontemporer menjadikan Al-Qur*“an maupun as-Sunnah sebagai puncak
hierarki sumber hukum Islam dalam menyuarakan gerakan pembaruan
ijtihad. Sumber-sumber lain yang diakomodasikannya antara lain istis}hab,
maz\hab s}ah}a>bi>, syar‘u man qablana>, sad az\-z\ara> 1, urf,
istisfla>h, istih}sa>n, giya>s, dan ijma>". la juga menggolongkannya ke
dalam dua kategori, yakni sumber hukum yang dapat menimbulkan adanya
perdebatan pada kalangan ulama, dan yang mutlak tidak mungkin
menimbulkan perdebatan seperti giya>s, ijma> ", sunnah, dan Al-Qur an.

Wahbah al-Zuhaili memiliki dua istilah penyebutan pengalian hukum
pada kategori yang memungkinkan terjadinya perdebatan yaitu istidlal dan
sesuatu yang mampu mencapai istidla>l atau disebut ma yattas}ilu ila al-
istidla>l. Dalil oleh Syekh Wahbah al-Zuhaili juga dikelompokkan
kedalam dua jenis yakni dalil yang didasarkan atas rasionalitas atau
disebut agliyyah dan dalil yang didasarkan atas wahyu atau disebut
naqgliyyah. Masing-masing dari keduanya saling melengkapi. Tanpa kedua

jenis dalil tersebut, tidak akan tercipta ijtiha>d.1%> Sedangkan terkait

141 Muhammadun, Muhammadun. Konsep ljtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya
Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia. Syntax Literate; Jurnal llmiah Indonesia. Vol. 4
(11). 2019. h. 107.

142Muhaimin, Studi Islam Dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan, (Jakarta: Kencana
Praneda Media Group, 2012), h.200
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pernikahan melalui via live streaming dasar istinbath yang digunakan oleh
Syekh Wahbah Al-Zuhaili untuk mendapatkan kajian secara mendalam
tentang hukum beliau mendasarkan pendapatnya pada sebuah hadist

riwayat Abu Daud tentang tawki>I yang berbunyi sebagai berikut.

pdast JB alug ddde A L ) O ule o diie o

¢ UM el 930 () a0 31 pall JUB an JB ¢ AN el 95 () a5

1934 ala Laaaa) z 98 axd culld

Artinya : “Dari Ugbah bin Amir bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada lelaki
Apakah engkau rido aku nikahkan dengan perempuan fulanah, lelaki itu
menjawab Aku bersedia, kemudian rasulullah SAW juga berkata kepada

wanita yang dimaksud Apakah kamu bersedia saya nikahkan dengan

laki-laki fulan, Lalu perempuan itu menjawab iya saya bersedia,
kemudian Rasulullah menikahkannya”.

Lalu ada lagi hadist yang dijadikan dasar dalam membolehkan
pernikahan melalui media internet seperti live sreaming dan semisalnya.
yaitu hadist dari Urwah bin Zubair yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga
tentang pernikahan menggunakan tawkil adapun bunyi hadist itu adalah

sebagai berikut:

- llgh aa gl die S Wl A o) 08 a3l G Be e P
A J gy (eiladll g 930 Adaad) Gl () sald (et GlS g i
1449.&439 Rl Ale M L

Artinya: “dari Urwah bin Zubair bahwasannya Ummu Habibah merupakan istri
dari Ummu Jahasy, kemudian suaminya meninggal, dan dia termasuk
kelompok yang Dberhijran ke Habsyah, kemudian Najasy
menikahkannya dengan Rasullullah SAW.

143 Abu Da>wud sulaima>n bin al-Asy’ats bin Isha>k bin Basyi>r bin Syadda>d bin
‘Amr al-AZadi, Sunan Abi> Da>wud, juz 2..., h.238

144 Abu da>wud sulaima>n bin al-Asy’ats bin Isha>k bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr
al-AZadi, Suna>n Abi Da>wud juz 2..., h. 229
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Selain dua hadist diatas, Wahbah Al-Zuhaili juga mengambil
pendapat Abu Hanifah yang membolehkan pernikahan melalui surat dan
utusan dalam kitabnya, adapun pernyataannya yaitu:

oadaa ; Ldial) JlB AY) (o paflad aaf 4 Jla 8 Ly
Al flaw gl 3 9gd) alal QUK 301 3 (ulaa g8 ) 530 die dbal)

oUadl) A3 ey USY oY Culaal) aaty Miaied 3 gel) B pudany J g )
Gl a%d}u)ﬂ e%dfij Q) pa

Artinya : “adapun ketika dalam kondisi salah satu pihak tidak bisa hadir dalam
majelis akad, dan akad dilakukan dengan pelantara tulisan atau utusan,

maka maka para ulama Hanafiyah berkata majelis akad adalah majelis
pembacaan tulisan atau mendengar perkataan seorang utusan di depan

para saksi, oleh karenanya saat itu masih dianggap satu majelis, itu
dikarenakan tulisan sederajat dengan perkataan orang yang menulis,

dan perkataan seorang utusan sama dengan perkataan orang yang
mengutusnya.” 14

Dari ketiga dalil diatas Wahbah Al-Zuhaili menggunakan metode
istinbath dengan jalan al-Qiya>s yakni menghubungkan sesuatu hal yang
memiliki nash hukum dengan yang tidak ada berdasarkan kesamaan illat
hukumnya. Jadi dalam hal pernikahan melalui media telekonferensi ini
Wahbah Al-Zuhaili membolehkannya dengan mengkiyaskan pada kedua
hadist nabi diatas yang membolehkan pernikahan dengan menggunakan
wakil beserta pendapat dari imam Abu Hanifah yang membolehkan
pernikahan melalui surat. Sehingga, kedua jenis pernikahan yang telah ada
dalil nash tersebut mempunyai kesamaan illat dengan pernikahan melalui
video telekonferensi dan live streaming yaitu sama-sama tidak bisa dihadiri
oleh salah satu calon mempelai karena darurat dengan alasan jarak dan

waktu.

145 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adilatuhu, , (Beirut, Dar al-Fikr, 1984),h.50
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Berdasarkan penjelasan Wahbah al-Zuhaili di atas, bisa ditarik
kesimpulan mengenai kriteria yang memperbolehkan pelaksanaan akad
nikah telekomunikasi seperti live streaming, yakni:

1) Jarak yang memisahkan kedua mempelai sangatlah jauh

2) Antara pria dan wanita yang menyelenggarakan akad nikah tak
dapat bertemu sangat jauhnya jarak keduanya serta kondisinya
yang sangat tidak memungkinkannya untuk melakukan akad
langsung seperti biasanya

Kedua ketetapan tersebut mengartikan bahwa orang yang
menyelenggarakan pernikahan live streaming memanglah orang orang yang
tidak bisa menyelenggarakan pernikahan secara umum. Oleh karenanya,
menikah dengan media internet seperti live streaming, teleconference dan
yang sejenis dengannya ini tetap sah diselenggarakan sebagai solusi bagi
mereka yang terhalang waktu dan jarak dalam akad pernikahannya.'#6 Selain
itu, nikah media online seperti live streaming perspektif Wahbah al-Zuhaili
ini jika ditilik pada mashlahahnya, sebenarnya memberikan manfaat pada
keduanya berupa penghindaran perilaku zina yang dilarang agama islam.
Sementara jika mereka tidak melangsungkan pernikahan maka akan terjadi
perbuatan yang tak diinginkan oleh keluarganya dan juga berdosa menurut
syariat Islam seperti halnya melihat aurat satu sama lain dari jarak jauh
melalui alat komunikasi seperti halnya video call dan lain-lain. Penulis

sepakat bahwa ittihn}a>d al-majlis tidak dipahami sebagai ukuran maka>n

146 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adilatuhu, juz 7 (Beirut, Dar al-Fikr, 1984), h.85
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(tempat), melainkan ukuran zaman (waktu), sebab konteksnya akad itu
berkesimanbungan antara ijab dan gabul. Begitu juga jika dicermati dan
dianalisa praktik nikah live streaming selama ini, maka pihak yang jauh
disana merupakan pihak yang benar-benar akan dinikahi dan dikenalnya.
Selain itu, pada pernikahan live streaming yang memakai proyektor atau
layar kaca yang lebar ini bentuk fisik masing-masing pihak bisa dilihat oleh
keduanya. Dibandingkan hanya mendengar suara tanpa bisa melihat
wujudnya, hal tersebut dikatakan lebih meyakinkan, jadi jika memang pada
era modern ini banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang
kebolehan menikah melalui telepon dan menyim pulkan kebolehannya dari
kajian para ulama“ maka begitu juga pernikahan melalui media live
streaming akan lebih berhak untuk diperbolehkan karena dalam pernikahan
semacam ini bukan hanya menampilkan suara saja seperti halnya telepon
tapi juga bisa menampilkan gambar dari para pelaku akad.

. Sayyid Sabig.

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud satu majlis adalah tidak ada
jeda pemisah antara ijab dan kabul baik itu berupa perkataan atau perbuatan
diluar konteks ijab dan kabul. Penjelasan Sayyid Sabiq diatas tidak
menyinggung sama sekali tentang tempat akad maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa boleh saja akad dilakukan oleh orang yang berbeda
tempat atau zaman sekarang bisa menggunakan media video call asal tidak
ada pemisah antara ijab dan kabul baik berupa perkataan maupun perbuatan

diluar konteks ijab dan kabul.
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“Syarat ijab dan kabul adalah bersatunya majelis(ittihn}a>dul majlis)
yaitu tidak ada pemisah antara ijab dan kabul dengan ucapan lain atau
dengan ucapan yang menurut kebiasaan dan kesibukan yang lain dan
tidak ada persyaratan kabul secara lansung setelah ijab.”

3. Syekh Sulaiman Al-asyqar
Pendapat Sulaiman al-Asgar sangat terang-terangan menjelaskan
tentang akad yang dilakukan dengan media oleh karena ia telah berada
dalam masa dimana teknologi sudah maju. Sulaiman al-Asygar yang
seorang professor di Fakultas Hukum lIslam di Universitas al-Zarga“ di
Yordania wafat tahun 2012.
Beliau menjelaskan permasalahan satu majlis (ittihad al-Majlis)

dengan judul muwa>lat al-1>ja>b wa al-Qabu>I (berlangsungnya ijab dan

kabul dalam satu waktu). hal demikian bisa kita lihat dalam ibarat berikut

O el g ¢ ulanall Aty Ja ) 138 o #lgBRN (e S iy g
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147Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 2 (Kairo: Daral-Hadits, 2014), h. 34

48Umar Sulaiman al-Asygar, Ahka>m al-Zawa>j Fi> Dhau’ al-Kita>b wa al-Sunnah
(Dar al-Nafais: Yordania, 1997), h. 83.
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“Para ulama terdahulu menamakan demikian (ittihad al-Majlis)
dikarenakan pada zaman dahulu tidak mungkin terjadi suatu akad
dalam satu waktu bersamaan dengan tempat atau daerah mereka yang
berbeda. Akan tetapi hal tersebut sangat mungkin dilakukan pada
zaman sekarang seiring dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan.
Al-Asyqar menegaskan bahwa tidak ada syari’at yang melarang suatu
akad dilakukan di tempat yang berbeda selama kemanfaatan
efektifitas, kejelasan dan keamanan transaksi terpenuhi”
4. Fatwa MUI

Ijtima Ulama diikuti oleh 700 peserta. Peserta terdiri dari unsur

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa

MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat. Keterangan

lengkap hasil pembahasan tentang Pernikahan Online adalah sebagai

berikut:

Ketentuan Hukum :

1. Akad nikah secara online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah
satu syarat sah ijab kabul akad pernikahan, yakni dilaksanakan secara
ittihadu al majlis (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang sharih
(jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).

2. Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu
tempat secara fisik, maka ijab kabul dalam pernikahan dapat dilakukan
dengan cara tawkil (mewakilkan).

3. Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan
(tawkil), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan

syarat adanya ittihadul majelis, lafadz yang sharih dan ittishal, yang

ditandai dengan :
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a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan
terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio
visual).

b. Dalam waktu yang sama (real time)

c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.

4. Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah.

4. Nikah sebagaimana pada angka nomor 3 (tiga) harus dicatatkan pada
pejabat pembuat akta nikah (KUA)

Para ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan bisa dianggap sah apabila
dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan gabul antara laki laki yang
melamarnya dan wanita yang dilamarnya atau antara pihak yang
menggantikannya dan berada dalam satu tempat. Dan dianggap tidak sah hanya
semata mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.

Dengan demikian ijab dan gabul sangat penting bagi keabsahan sebuah
pernikahan. Para ulama madzhab sepakat memasukkannya sebagai salah satu
rukun nikah.'4°

Kalaupun pernikahan harus dilakukan dengan jarak jauh maka ada solusi
dan alternatif yang bisa dilakukan dan ini termasuk hal yang diperbolehkan dalam
mazhab Imam asyafi‘i yaitu perwakilan.

Fikih lahir dari analisis ahli hukum Islam (fukaha) terhadap konsep syariat
yang tergambar dalam al-Qur'an dan sunnah. Sebagai disiplin ilmu klasik, fikih
pun identik dengan aturan atau doktrin Islam tentang masalah-masalah hukum

sehari-hari, seperti shalat, puasa, haji zakat, dan lain sebagainya. ltulah wajah

49Sawiyah “Hukum Pernikahan Online Menurut Pandangan Ulama Aceh”, Jurnal
Pendidikan Profesi Guru Agama Islam, VVol.2, No.4, 2022, h.141
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fikih sepanjang sejarah sampai sekarang. Akan tetapi, karena berhadapan dengan
dunia yang penuh dinamika, fikih juga harus bertanggungjawab terhadap masalah-
masalah yang dihadapi umat Islam kontemporer. Di antara problematika fikih
dewasa ini adalah pernikahan via teknologi audio-visual seperti live streaming,
Sebagaimana yang umum diketahui dalam kitab-kitab fikih, bahwa salah satu
rukun nikah yang paling urgen adalah akad (berupa ijab dan kabul) yang dihadiri
oleh kedua belah pihak, dalam satu tempat, dan waktu yang serentak. Sebaliknya,
sangat berbeda dengan pernikahan via teknologi ini, di mana antara kedua belah
pihak tidak terjadi tatap muka secara langsung (muwajahah atau mu'ayanah).
Kedua belah pihak berada di tempat yang berbeda bahkan dalam jarak yang
sangat jauh. Proses akad nikah pun dilangsungkan lewat media live Streaming, di
mana muncul visualisasi pihak lain pada monitor atau layar besar (big screen)
namun kedua belah pihak tetap dapat saling berkomunikasi secara langsung.
Persoalan pernikahan seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih
tampaknya bukan dilihat dari jenis atau model sarana yang digunakan. Tetapi
lebih menekankan pada dapat tidaknya syarat-syarat pernikahan dipenuhi. Jika
seluruh syarat pernikahan dapat dipenuhi oleh kedua calon mempelai, bagaimana
cara dan prosesi yang dijalankan, pernikahan dianggap sah. Dan keduanya telah
terikat dalam jalinan suami-isteri. Tetapi, jika satu syarat saja tidak terpenuhi,
meskipun prosesi pernikahan itu diadakan dalam satu majelis, pernikahan itu
dinyatakan batal. Jika kita hanya berkaca pada teks klasik sudah barang tentu
tidak akan ditemukan keterangan yang sharih tentang persoalan nikah melalui

telepon maupun dengan live streaming. Masalah ini belum pernah dibahas secara
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eksplisit oleh kitab-kitab figh klasik yang mu’thabarah. Karena merupakan
teknologi yang baru yang belum ada pada saat itu, sehingga adanya konsep alasan
dan pertimbangan tentang menjadi sangat memutus hukum yang akan dihasilkan.
Tetapi, persoalan ini dapat kita kuatkan dengan teori Islam yang telah ditetapkan
olen ulama mazhab sebelumnya, terutama berkaitan dengan rukun dan syarat
pernikahan, yakni terutama berkaitan dengan syarat bersatu majelis.

Sebagaimana penulis bahas sebelumnya bahwa para ulama sepakat ijab
kabul itu mesti dilakukan dalam satu majelis. Pertanyaannya adalah apakah
pernikahan dengan jarak jauh baik via telepon atau dengan menggunakan live
streaming itu telah memenuhi syarat bersatunya majelis seperti yang telah
ditetapkan oleh para ulama? Para ulama ternyata berbeda pandapat dalam
memahami maksud bersatunya majelis. Setidaknya ada dua pendapat mengenai
masalah ini. Karena itu, pendapat tersebut penulis anggap mewakili pendapat-
pendapat lainnya yaitu pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i.

Menurut mazhab Hanafi bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak
waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah. Bukan dilakukan dalam dua
jarak waktu terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara,
kemudian setelah upacara ijab bubar, kabul pun diucapkan pula pada acara
berikutnya. Meskipun ada dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi
dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena kesinambungan antara ijab
dan kabul terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah. Dengan demikan, adanya

persyaratan bersatu majelis, adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu
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antara ijab dan kabul.'® Pendapat ini didukung oleh Sayyid Sabig dalam
menjelaskan arti bersatu majelis.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa esensi bersatu majelis dalam
akad nikah adalah adanya kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan
berkaitan dengan kesatuan tempat. Oleh karena itu, pernikahan melalui telepon
maupun menggunakan net-meeting atau teleconference menurut pendapat ulama
mazhab Hanafi hukumnya sah. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa
bersatu majelis disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara
ijab dan kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang
menurut pendapat ini, harus dapat melihat dengan mata kepalanya bahwa ijab dan
kabul itu benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang berakad. Pendapat
inilah yang dipegang (mu'‘tamad) di kalangan Syafi‘iyyah. Dari sini dapat
dipahami, bahwa untuk keabsahan kesaksian akad nikah, ada satu target
keyakinan yang harus diwujudkan oleh para saksi dalam kesaksiannya. Pandangan
ini pula sangat erat kaitannya dengan sikap hati-hati (ihtiyath) dalam menetapkan
suatu hukum, lebih-lebih lagi dalam masalah akad nikah yang berfungsi sebagai
penghalalan sesuatu yang tadinya diharamkan.

Mazhab Syafi’i memandang ijab dan kabul melalui surat tanpa perwakilan
tidak sah. Oleh karena itu pula mengapa Syekh al-Dimyathi dalam kitabnya
Ha>syiyah I'a>nah al-Tha>libi>n menjelaskan, apabila salah seorang dari kedua
belah pihak yang melakukan akad nikah mengucapkan ijabnya dengan jalan

berteriak dari balik tembok lalu pihak lain mengucapkan kabul, dan teriakan itu

19Muhammad Amin Ibnu A>bidin, Ha>syiyah Radd al-Mukhta>r, Jilid 3 (Beirut: Dar
al-Fikr, t.th), h. 12.
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didengar oleh pihak lain, dan pihak yang terakhir itu langsung mengucapkan
kabulnya, akad nikah seperti itu tidak sah. Di samping hal tersebut di atas, satu hal
yang perlu digarisbawahi dalam pandangan mazhab Syafi'i ialah bahwa masalah
akad nikah mengandung arti ta'abbud yang harus diterima apa adanya. Oleh sebab
itu, cara pelaksanaannya adalah masalah taugifiyyah, dalam arti harus terikat
dengan pola yang telah diwariskan oleh Rasulullah saw untuk umatnya. ltulah
sebabnya mengapa ijab dan kabul itu lafalnya harus seperti apa yang terdapat
dalam nash, seperti lafal nikah atau tazwij, bukan lafal yang lain dengan jalan
giyas. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa esensi bersatu majelis dalam
akad nikah adalah adanya menyangkut kesatuan tempat, bukan semata-mata
kesatuan ucapan kedua belah pihak. Oleh karena itu, pernikahan melalui telepon
maupun menggunakan net-meeting atau teleconference menurut pendapat ulama
mazhab Syafi’i hukumnya tidak sah.

Dari kedua pendapat ini penulis cenderung kepada pendapat mazhab
Hanafi bahwa pengucapan ijab kabul disyaratkan harus bersatu majelis, yakni
adanya kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dan pengucapan kabulnya.
Jika dilihat pada kasus pernikahan melalui net-meeting atau teleconference
persyaratan adanya kesinambungan waktu antara ijab dan kabul bisa terpenuhi,
maka hukumnya sah. Adapun pada kasus pernikahan via live Streaming, semua
esensi syaratnya pada dasarnya terpenuhi, yakni konsep kesatuan majelis yang
dapat berarti berkesinambungannya lafal ijab dan kabul tanpa diselingi aktivitas

lain yang dapat mengganggunya. Di samping itu, dengan bantuan teknologi
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teleconference sekarang, fasilitas web-cam dengan layar besar sudah dapat
menghilangkan keraguan pihakpihak yang akan berakad.

Di samping itu, pendapat yang membolehkan pernikahan jarak jauh
menggunakan teknologi komunikasi memiliki landasan hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan berdasarkan kaidah ushuliyyah dan fighiyyah yang ada.
Dalam kaidah fighiyyah disebutkan :

1610aae 5 Jaga g Alle an g alall
Artinya:
"Hukum berputar bersama llatnya, ada dan tidaknya illat itu

Hukum itu berlaku berdasarkan ada-tidaknya illat (alasan/sebab-sebab
tertentu). Meskipun demikian dalam beberapa mazhab fikih sendiri
memperbincangkan keharusan "bersatunya majelis" dalam berbagai sudut
pandang. Pada masalah-masalah aktual, secara teoritis konsepnya masih berada
dalam tataran yang sempit. Dengan kata lain, analisis fugaha masa silam masih
belum sampai kepada permasalahan yang dimaksud. Terhadap hal ini, kita
temukan pernyataan Imam al-Syafi'i, seperti yang dikutip al-Hafizh Jalal al-Din
al-Suyuthi:

152p) ya¥) (§ua 13

Artinya:

“Sesuatu (masalah) itu apabila sempit, maka diperluas”

BIMuchtar Yahya dan Fathur Rachman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam,
(Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993). h.550.

152jalal al-Din Abu Bakr al-Suyuti, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, Jilid 1 (Beirut: Dar al-
Kutub al- 'llmiyyah, 2005), Tahgig: Muhammad Hasan Ismail al-Syafi'l, , h. 165.
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Tak pelak lagi perubahan zaman ternyata membawa masyarakat untuk
bersinggungan dengan masalah-masalah baru yang menuntut adaptasi terhadap
kondisi riil yang ada. Syeikh Ahmad ibn Musthafa al-Zarga' menyebutkan kaidah
berikut:

153 S jdahy alSal) jas S0 Y
Artinya:
"Tidak dapat diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan masa"

Pada kasus-kasus pernikahan via teknologi yang terjadi di atas, tidak lain
terlaksana atas adanya tuntutan kondisi yang mengharuskan terpisahnya kedua
belah pihak yang berakad. Jarak yang jauh menjadi penyebab utamanya. Bukan
sebatas majelis "tempat duduk™, tetapi sudah melewati batas-batas negara, bahkan
melampaui belahan dunia. Di sini terlihat jika memang kedua belah pihak
diharuskan bertemu dalam satu tempat, tentu saja merupakan suatu kesulitan
besar, yang menyita waktu, tenaga, bahkan materi yang cukup besar. Islam pada
dasarnya tidak mengajarkan umatnya untuk tenggelam dalam kesulitan. Lebih
jauh prinsip hukum Islam adalah memberikan fleksibelitas dan kemudian bagi
umatnya selama tidak bertentangan dengan norma-norma esensial dalam hukum.
Allah swt berfirman:

194 o) 2y &3 50 ¥ g o) a3 )y

158Ahmad ibn Mushtafa al-Zarga', Syarh al-Qawa'id al-Fighiyyah, (Damaskus: Dar al-
Qalam, 1989), h. 227.

1%4Kementerian Agama R, al Qur’an Dan Terjemahnya,... h. 7

1%4Kementerian Agama RI1, al Qur’an Dan Terjemahnya,... h. 20
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"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu..."

Dalam ayat lain Allah swt. berfirman:
gon O ol b akile Jan Lag ASLAA) 3

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu
kesempitan..."

Hadis Rasulullah saw. yang berbunyi :
Vo ) 5 g ol g pmard W g ) g ey saleag Adle Al L pll) JUB 1 QU Al ) (i) lila 0y il 8
155) ¢ jai3
"Anas ibn Malik ra. berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda,
"Mudahkan dan jangan kalian persulit. Berilah mereka ketenangan,

jangan kalian buat mereka lari"
Dalam hadis lain juga disebutkan:

13 Al AT La Lab il U1 ) el G ads dgte 0 i Gl S e d iy At 0
156450 Lab 3230 GAS ATY) (kS
“Dari 'Aisyah .ra mengatakan, "Tidaklah Rasulullah saw. diberi
kesempatan memilih di antara dua perkara melainkan beliau akan
mengambil yang paling ringan antara keduanya selama itu tidak terjatuh
kepada suatu dosa. Akan tetapi jika hal itu berupa dosa, maka beliaulah

orang paling menjauhinya".
Oleh karena itu, dalam gawa'id al-khamsah, kita mengetahui kaidah yang

berbunyi :

157 pouil) s B dBidial)

“Kesulitan itu menuntut adanya kemudahan.”

Belum lagi jika dikaitkan dengan kaidah:

155Abu 'Abdullah Isma'il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Jilid. 5 (Beirut: Dar al-Katsir,
1987), h. 2269.

156 Abu 'Abdullah Isma'il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Jilid. 5 ..., h. 6786

157Jalal al-Din Abu Bakr al-Suyuti, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, Jilid 1,... h.157
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158 ) gliaall dalyl b duald gl culls dale (5 g pall A 3ia J 35 dalal)
“Hajat itu keperluan yang sangat penting, diberlakukan seperti keadaan darurat
baik secara khusus atau secara umum dalam hal membolehkan yang dilarang”.

Sesuatu yang disebut hajat adalah sesuatu kondisi yang apabila terhalangi
akan menimbulkan kesusahan. sedangkan darurat adalah sesuatu kondisi yang
apabila terhalangi akan menimbulkan fatal (mudharat).

Kaidah eliminasi kesulitan di atas tampaknya relevan untuk menjawab
kebutuhan pada kasus yang ada. Dengan terlaksananya pernikahan yang sah,
berarti kita telah mewujudkan sebuah kemaslahatan besar dalam agama.

Adapun kaidah : Tulisan kedudukannya sama dengan berbicara secara
langsung. Dapat diberlakukan dalam contoh kasus perwakilan akad nikah dengan
mengutus seseorang kemudian membacakan redaksi ijab yang tertulis,
sebagaimana yang diakui dalam mazhab Hanafi. Adapun pada kasus pernikahan
via audio visual, semua esensi syaratnya pada dasarnya terpenuhi, yakni konsep
kesatuan majelis yang dapat berarti berkesinambungannya lafal ijab dan kabul
tanpa diselingi aktivitas lain yang dapat mengganggunya. Di samping itu, dengan
bantuan teknologi teleconference sekarang, fasilitas web-cam dengan layar besar
sudah dapat menghilangkan keraguan pihakpihak yang akan berakad.

Akhirnya, dari berbagai analisis ushuliyyah dan fighyyah di atas, semua
dapat disimpulkan pada apa yang dikemukakan oleh 'lzz al-Din ibn 'Abd al-Salam

tentang esensi syariat keseluruhan sebagai berikut:

1597 llan culad gl dulda § a8 L) cpelliaa LgdS day Ha0)

1%8Jalal al-Din Abu Bakr al-Suyuti, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, Jilid 1,... h.190
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"Semua ketentuan syariat itu sebenarnya kemaslahatan, baik dengan cara
menolak segala kemudharatan (kesulitan, dan sebagainya) maupun

dengan cara mendatangkan kemaslahatan itu sendiri."
Dari uraian mengenai perkawinan via live streaming dalam hukum agama
Islam bahwa perbedaan argument tentang keabsahan akad nikah via live
streaming terletak mengenai penggunaan ijtihad al-majlis (bersatu majelis) dalam
pelaksanaan ijab dan kabul. Menurut penulis soal pengertian satu majelis tidak
bisa disamakan dengan satu majelis zaman Nabi. Sebab pada umumnya kehidupan

manusia rentan dengan perubahan karena erat dengan perkembangan zaman,

tempat, dan keadaan.

19 1zz al-Din ibn 'Abd al-Salam, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Mesir:
Allstigamah, t.th), Jilid 1, h. 13.



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan

1. Pernikahan via live streaming merupakan pernikahan yang
diselenggarakan oleh pasangan yang tidak dapat melaksanakan pernikahan
secara langsung serta berada dalam situasi jarak yang jauh sehingga
mengharuskan terjadinya akad melalui jalan telekomunikasi suara serta
gambar yang tayang dilayar. Jika proses pernikahan pada umumnya
dilakukan secara face to face dalam satu tempat, namun dalam pernikahan
via live streaming, akad dilakukan tidak di satu tempat. Bentuknya pun
bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada
pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya
saling berjauhan. Secara keseluruhan, dalam masalah tersebut, salah satu
atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu tempat.

2. Hukum akad nikah menurut peraturan pernikahan di Indonesia bahwa
pelaksanaan ijab dan kabul melalui live streaming, sudah memenuhi rukun
dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum
Islam, maka pernikahan tersebut sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan
pasal 27 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, yaitu tidak
berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri olen wali yang
bersangkutan, dan diucapkan kabulnya langsung oleh mempelai laki-laki,

melalui live streaming. Sehingga rukun dan syarat sahnya pernikahan

133
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tersebut telah terpenuhi secara hukum baik menurut KHI atau hukum
Islam.

. Akad nikah melalui live streaming dalam tinjauan hukum Islam, harus
memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Kedudukan ijab kabul dalam
pernikahan via live streaming ini telah sesuai dengan ketentuan hukum
Islam yang berlaku, pada umumnya pernikahan yang dilangsungkan secara
live streaming ini terpisah secara tempat, pihak pertama di satu kota dan
pihak keduanya berada di kota lain. Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan
kesegeraan didalam ijab kabul, dia membolehkan adanya jarak, yaitu
menurut pendapat ini pemisahan jarak itu bukan pada masalah tempat
melainkan sesuatu yang berpaling dari maksud pernikahan tersebut
Menurut Imam Hambali dan Hanafi yang menginterprestasikan ittin}a>d
al-majalis dalam arti non fisik (tidak mesti dalam satu ruangan) ijab dan
gabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung
dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain.

Adapun dari kalangan mazhab syaf‘iiyah dan malikiyah pernikahan
harus sesuai denagan apa yang telah dicontohkan rasulullah dengan
demikian mereka megharuskan ittihadul majelis dalam arti kedua belah
pihak harus berada dalam satu tempat dan waktu dan sehingga pernikahan
yang proses ijab dan kabulnya tidak dalam satu tempat.itu tidak sah.
Masalah ini berkaitan erat dengan masalah syahadah (kesaksian) dalam
akad nikah, saksi harus dapat melihat serta menyaksikan dengan mata

kepala, bahwa rangkaian pengucapan ijab kabul benar-benar dilakukan
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sebagaimana yang telah ditentukan, dan ijab kabul itu benar-benar dari dua

orang yang sedang melakukan akad.

B. Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini merupakan suatu masalah kontemporer yang ada akibat
perkembangan zaman, yang mana dalam penggunaan media teknologi atau media
live streaming terhadap pelaksanaan akad nikah harus dan sangat diperlukan
pemahaman yang mendalam, agar tidak menyalahi syariat atau aturan yang sudah
ditetapkan oleh Allah Swit.

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/l
dikemudian hari, baik sekedar untuk menambah wawasan ataupun yang ingin
melakukan penelitian yang serupa, atau untuk melakukan penelitian lanjutan,
dengan mengadakan wawancara ataupun kuesioner yang lebih luas guna
mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Peneliti juga mengharapkan agar pemerintah segera membuat dan
menerbitkan aturan dan payung hukum yang secara jelas mengatur pernikahan
melalui media Online, agar bisa menjadi acuan bagi pegadilan dan KUA serta
memberi kejelasan hukum bagi Masyarakat umum.

Bagi peneliti hasil dari penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan,
dan keterbatasan, baik didalam ruang lingkup penelitian, masalah, tujuan dan
materi yang digunakan. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik maupun

saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian.
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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang legalitas pernikahan via live streaming dalam persfektif hukum Islam penelitian tesis ini bertujuan untuk
mengetahui legalitas serta realita pernikahan via live streaming, landasan yuridis pernikahan via live streaming serta bagaiamana pandangan
para ulama klasik dan kontemporer menyikapi pernikahan via live streaming. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research)
yang bersumber dari kitab-kitab ulama empat mazhab yang membahas pernikahan dan yang terkait dengannya, buku-buku yang terkait
hukum pernikahan, jurnal ilmiah, yang resmi menjadi pegangan dan berkaitan dengan pokok bahasa penelitian. Hasil Penelitian ini
menunjukkan bahwa (1) Pernikahan via live streaming merupakan pernikahan yang diselengarakan oleh pasangan yang tidak dapat
melaksanakan pernikahan secara langsung serta berada dalam situasi jarak yang jauh sehingga mengharuskan terjadinya akad melalui jalan
telekomunikasi suara serta gambar yang tayang dilayar. (2) Hukum akad nikah menurut peraturan pernikahan di Indonesia sudah memenuhi
rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut sah. Hal ini dikuatkan
dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. (3) Para ulama berbeda pendpat dalam masalah legalitas
pernikahan live streaming, Ulama dari Mazhab Hanafi dan Hambali condong membolehkan pernikahan disebabkan mereka tidak
mensyaratkan kesatuan tempat antara ijab dan qabul. Berbeda dengan para ulama dari kalangan Mazhab Malikiyah dan Syafi‘iyah mereka
cenderung lebih ketat dan mengharuskan ittihadul majelis, masalah ini berkaitan erat dengan masalah syahadah (kesaksian) dalam akad
nikah, saksi harus dapat melihat serta menyaksikan dengan mata kepala, bahwa rangkaian pengucapan ijab kabul benar-benar dilakukan
sebagaimana yang telah ditentukan, dan ijab kabul itu benar-benar dari dua orang yang sedang melakukan akad.

Kata kunci : Legalitas,Pernikahan, Live Streaming, Hukum Islam

ABSTRACT

This research discusses the legality of marriage via live streaming from an Islamic legal perspective. This thesis research aims to find out the
legality and reality of marriage via live streaming, the juridical basis of marriage via live streaming and how classical and contemporary
scholars view marriage via live streaming. This type of research is library research which is sourced from the books of scholars from four
schools of thought which discuss marriage and what is related to it, books related to marriage law, scientific journals, which are official
sources and are related to the subject matter of the research. The results of this research show that (1) Weddings via live streaming are
weddings held by couples who cannot carry out the wedding in person and are in a long distance situation, which requires the contract to
take place via voice telecommunications and images broadcast on the screen. (2) The marriage contract law according to marriage
regulations in Indonesia meets the pillars and requirements of marriage and does not conflict with the Compilation of Islamic Law, so the
marriage is valid. This is strengthened by the provisions of articles 27 to 29 of the Compilation of Islamic Law. (3) Ulama hawe different
opinions on the issue of the legality of live streaming marriages, Ulama from the Hanafi and Hambali schools tend to allow marriage
because they do not require a unified place between consent and gabul. In contrast to the ulama from the Malikiyah and Shafi'iyah schools,
they tend to be stricter and require ittihadul majlis, this issue is closely related to the issue of shahadah (testimony) in the marriage contract,
the witness must be able to see and witness with their own eyes, that the sequence of pronunciation of the consent is given. is actually carried
out as specified, and the consent is truly from the two people who are carrying out the contract.

Keywords: Legality, Marriage, Live Streaming, Islamic Law

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan perintah Allah dan sunnah nabi-Nya yang Allah syariatkan
kepada manusia, untuk keberlansungan hidup dan kebahagiaan mereka serta untuk
memakmurkan bumi, Selain itu secara filosofis, menikah dan berpasangan adalah
merupakan ciri makhluk hidup. Allah telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk
ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain (Sarwat, 2019).



Pernikahan dibangun dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan
harmonis. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-
Undang RI, 2007). Pernikahan memiliki fungsi dan makna yang kompleks, oleh karena
itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral (suci) tidak
boleh di laksanakan secara serampangan, akan tetapi tentunya harus memenuhi ketentuan
serta aturan yang telah ditetapkan dalam agama.

Pada zaman sekarang ini, orang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan sehari-
hari, mulai dari untuk berkomunikasi dengan yang lain dalam jarak yang jauh, dagang
(muamalah) untuk memesan sesuatu, atau untuk membicarakan sesuatu yang penting,
tidak perlu lagi menemui seseorang secara fisik, dikarenakan jarak yang memisahkan,
tetapi cukup melalui telephone dengan layanan live streaming video call (fitur jaringan
4G bahkan sudah hampir 5G, yang memungkinkan dua penelepon untuk berbicara satu
sama lain sementara pada saat yang sama melihat bentuk muka masing-masing) Dalam
dunia dagang atau keperluan pribadi.

Akad nikah melalui media komunikasi Teleconference (yaitu pernikahan yang
menggunakan media komunikasi online) satu bentuk akomodasi kepentingan masyarakat
dalam konteks fikih sebagai wujud dari kepekaan syariat Islam dalam menghadapi
tantangan dan perkembangan zaman. Dan selama nilai kemanfaatan dan kemaslahatan
tercapai dalam hal ini dengan tidak menafikan unsur kemudharatan yang mungkin terjadi,
maka hal akad nikah semacam ini merupakan suatu alternatif pilihan efektif dan efesien
(dengan tidak meninggalkan syariat Islam) bagi masyarakat modern (Wardah Nuroniyah,
2017).

Di dalam dunia perdagangan atau muamalah transaksi melalui media online sudah
menjadi hal yang biasa, dengan memanfaatkan teknologi yang ada di zaman moderen ini
mempermudah manusia untuk bertransaksi satu sama lain tanpa harus bertemu secara
langsung dikarenakan jarak dan waktu yang menghalangi. Seiring perkembangan zaman
manusia sedikit banyak telah menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, tak
hanya dalam bermuamalah (jual-beli), akan tetapi sudah ada yang melakukan pernikahan
melalui media online (teknologi).

Penggunaan live streaming merupakan hal yang sudah lumrah (biasa) dalam dunia
perdagangan. Namun bila hal itu dimanfaatkan untuk akad nikah maka masih terasa aneh.
Karena pelaksanaan akad nikah itu dipandang sebagai hal yang sakral, dan tidak
diinginkan asal sekedar sudah terlaksana. Nikah melalui live streaming adalah akad nikah
yang dilangsungkan melalui media live streaming. wali mengucapkan ijabnya di suatu
tempat dan suami mengucapkan kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan.
Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami, begitu
pula sebaliknya, ucapan kabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh
wali pihak perempuan.

ljab diucapkan oleh wali, Kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila ijab
dan Kabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir
dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan
dipandang sah. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan istilah “satu
majelis”. Apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada
dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain adalah non fisik,
sehingga ijab harus diucapkan dalam satu kegiatan yang tidak dibatasi oleh kegiatan-
kegiatan yang menghilangkan arti “satu majelis”. Dengan demikian ijab harus
bersambung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain yang tidak ada



hubungannya dengan akad nikah itu. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti
tentang legalitas pernikahan via live streaming dalam perspektif hukum Islam”.

METODE

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (library research)
yaitu sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku
atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti (Mardelis,
2019). Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang
masalah akad nikah melalui media massa, telekonferensi dan yang sejenis dengan
nya dan beberapa literature tentang akad nikah via live streaming dari perspektif
hukum Islam.

Data primer adalah data diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang
terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, sedangkan data sekunder adalah
imformasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, kitab-kitab ulama
empat mazhab yang membahas pernikahan dan yang terkait dengannya, buku-
buku yang terkait hukum pernikahan, jurnal ilmiah, yang resmi menjadi pegangan
dan berkaitan dengan pokok bahasa penelitian, serta menjadi sumberpelengkap
data primer penelitian ini Peneliti dapat memperoleh data secara tidak lansung
dari data skunder dengan menggunakan media perantara (Supriadi, 2020).

Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif
adalah upaya vyang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan
menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan
menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan kata-kata yang berasal
dari literatur bacaan.

HASIL DAN DISKUSI

1. Realita Pernikahan Via Live Streaming

Pada penerapanya “nikah online” melalui live streaming ini memanfaatkan
perkembangan teknologi untuk menggambarkan situasi tiap individu yang berinteraksi
secara teleconference untuk membantu terlaksananya perkawinan. Selain menyampaikan
suara, video teleconference lebih teruji daripada telepon dikarenakan dapat menyajikan
gambar sehingga lebih memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakanya.

Jika proses pernikahan pada umumnya dilakukan secara face to face dalam satu
tempat, namun dalam pernikahan via live streaming, akad dilakukan tidak di satu tempat.
Bentuknya pun bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada
pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya saling berjauhan.
Secara keseluruhan, dalam masalah tersebut, salah satu atau beberapa unsur pelaku akad
tidak saling bertemu dalam satu tempat.

Beberapa fakta pernikahan online pernah terjadi diantaranya sebagai berikut:

a. Pernikahan di daerah Muko Muko provinsi Bengkulu dan yang satu nya lagi berada di
Medan Sumatra Utara, yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri, Feru Eriyandi dan
Sri Sulastri, yang berlangsung pada tanggal 3 April 2020, Mempelai laki-laki Feru
Eriyandi yang diwakilkan oleh Zulman disiarkan Live Streaming melalui vidio call
yang tersambung langsung kepada kepala KUA Air Manjuto H Kasan Bisri Akad
nikah online

b. Pernikahan pasangan Vegas Chandra Dwipanegara (Vegas) dan Riska Mariska
Oktavia (Sita) (Maghfuroh, 2021).



c. Pernikahan melalui aplikasi via zoom yaitu terjadi pada pasangan Max Walden dan
Safira Gayatri, yang di mana mempelai laki-laki berada di tempat lain yaitu Australia
sedang mempelai wanita berada di tempat lain yaitu Indonesia dan wali berada di
tempat yang sama dengan mempelai wanita.

d. Pernikahan secara online atau jarak jauh ini, sudah pernah terjadi pada zaman
kepemimpinan Gus Dur, yang dimana pernikahan Gus Dur dan Sinta Nuriyah terpaksa
dilangsungkan secara jarak jauh pada kamis, 11 juli 1968 atau 16 Rabiul Akhir 1388.
Saat itu Gus Dur sedang menempuh pendidikan di Mesir sementara Sinta Nuriyanah
berada di jombang. Karena calon pengantin berada di luar negeri, tokoh NU KH Bisri
Syansuri yakni kakek Gus Dur dari garis ibu, didapuk sebagai wakil dari mempelai
pria. Saat itu usia Kiai Bisri ialah 81 tahun. Setelah Gus Dur menyelesaikan studi di
Baghdad Irak, Gus Dur kembali ke Indonesia akad pun diulangi dan diadakan resepsi.
Peristiwa itu terjadi pada 11 September 1997, selama tiga tahun Gus Dur dan Sinta
Nuriya melakukan long distance married atau LDM (Soimin, 2010).

e. Pernikahan pasangan Syarif Abdurrahman dan Dewi Tarunawati pada tahun 2004
(Nuroniyah, 2017).

Umumnya, pernikahan via live streaming dilaksanakan oleh pasangan yang tidak
memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan secara langsung serta berada dalam
situasi jarak yang jauh sehingga mengharuskan terjadinya akad atau proses ijab dan gabul
melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang tayang dilayar (Sabir, 2015).
Pernikahan via live streaming adalah termasuk bagian dari pernikahan online yang
akadnya dilaksanakan melalui alat komnikasi seperti komputer, laptop, Handphone dan
sejenisnya didalamnya terhubung dengan portal online tertentu serta model yang berbeda
sesuai dengan fasilitas yang bersumber pada jaringan internet. Pada realitanya nikah via
live streaming ini memamfaatkan perkembangan teknologi untuk mengimformasikan
kondisi dari tiap person individu yang berinteraksi secara teleconference atau streaming
untuk membantu terlaksananya pernikahan. Selain itu suara, video live streaming lebih
teruji dari pada melalui telepon karena dapat menayangkan gambar sehingga lebih
memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakannya.

Kriteria yang dijadikan patokan untuk menetapkan bahwa individu dapat melakukan
akad secara online ialah:

a. Para pihak yang melangsungkan akad harus terpisahkan oleh jarak yang sangat jauh.

b. Berhalangan hadir karena keadaan tertentu yang menyebabkan keduanya tidak dapat
bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan akad seperti biasa (Farid, 2018).

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan di atas didapatkan tolok ukur yang
menyatakan bahwa akad ini hanya berlaku bagi mereka yang terkendala untuk
melaksanakan akad sebagaimana mestinya, maka cara ini tidak dapat ditempuh jika tidak
dalam keadaan darurat tertentu atau alasan lainnya. Sehingga perkawinan online
dilaksanakan sebagai alternatif karena tidak bisa melangsungkan akad dengan kendala
jarak dan waktu dan/atau sedang adanya wabah penyakit menular dan faktor- faktor yang
lainnya.

Dalam realita yang terjadi, pernikahan via live streaming ini disertai Fasilitas beupa
proyektor untuk meyakinkan gambar dari para pihak dengan segala unsur yang
dibutuhkan untuk melaksanakan akad, hal demikian dibutuhkan untuk meyakinkan
kepada setiap orang agar bisa menyaksikan akad layaknya berjumpa secara nyata seperti
pertemuan pada umumnya, dengan disertai speaker agar orang-orang yang hadir dari
kedua bela pihak bisa dengan jelas mendengarkan proses ijab dan kabul yang sedang
berlangsung. Untuk perkawinan live streaming ini akad nikah dilakukan secara berhadap-
hadapan, namun tidak ditempat yang sama, dimana akad dilaksanakan dengan jarak yang
saling berjauhan (Nugroho, 2012).



Perbedaan pernikahan online saat pandemi covid-19 dan saat sebelum pandemi covid-
19 adalah dalam teknis pelaksanaanya. Sebelum pandemi covidl19, acara nikah online
dapat dihadiri oleh banyak tamu undangan tidak dibatasi berapa banyak tamu undangan
yang akan hadir dalam acara tersebut. Perbedaan lainnya adalah tidak adanya keharusan
mengikuti protokol kesehatan (prokes) seperti menjaga jarak memakai masker, mencuci
tangan, memakai handsanitizer. Sedangkan pernikahan online saat pandemi covid-19,
pemerintah membatasi tamu undangan yang dapat hadir langsung ketika akad pernikahan
dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerumunan massa. Saat akad nikah berlangsung
pihak-pihak yang hadir harus memenuhi Protokol Kesehatan (Prokes) seperti menjaga
jarak, memakai masker, memakai handsanitizer dan bahkan memakai sarung tangan.

Akad nikah jarak jauh sudah pernah terjadi sebelumnya yaitu pernikahan melalui
telephone. Bahkan di zaman Rasulullah Di zaman Rasulullah, pernikahan yang tidak
mempertemukan para pelaksana akad dalam satu tempat juga pernah terjadi. Bedanya,
pernikahan di zaman itu menggunakan sistem perwakilan atau media tulisan yang dibawa
oleh seorang utusan (al-mukatabah). Dalam kasus seperti ini, salah satu pihak menulis
kalimat ijab dengan tulisannya sendiri lalu menyerahkan.

Akad nikah secara online harus tetap memenuhi syarat sah sebuah akad nikah.
Perkawinan yang tidak disertai dengan ijab gabul tidak dapat dianggap sah. Pernikahan
dengan live via aplikasi zoom tersebut menjadi alternatif atau solusi tepat ditengah situasi
pandemi covid-19 dan PSBB (Penerapan Sosial Bersekala Besar) yang masih berlangsung
hingga saat ini yang dilangsungkan di daerah Surabaya, Jawa Timur.Pernikahan pada
umumnya dilaksanakan secara bertatap muka atau face to face salah satu tempat namun
dalam hal ini berbeda cara yaitu dengan menggunakan live streaming, akad dilakukan
tidak disatu tempat, bentuknya bermacam-macam, ada yang wali berpisah dengan calon
pengantin perempuan saling berjauhan. Keberadaan wali yang sah harus ada dalam
pernikahan. Di dalam masalah tersebut ada beberapa unsur pelaku akad tidak bertatap
muka artinya tidak bertemu dalam satu ruangan atau tempat.

2. Landasan Yuridis Pernikahan Via Live Streaming

Pada dasarnya suatu akad pernikahan apabila telah memenuhi segala rukun dan
syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan seperti menurut hukum Islam
ataupun perundang-undangan, maka akad pernikahan yang demikian itu disebut akad
pernikahan yang sah dan mempunyai implikasi hokum (Shomad, 2010). Pada Pasal 14
Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk melaksanakan suatu pernikahan harus meliputi :

a. Calon Suami;
b. Calon Isteri;
c. Wali Nikah;
d. Dua Orang Saksi; dan ljab dan Qabul.

Selain itu ada sebuah kesepakatan bahwa pernikahan itu dipandang sebagai sebuah
akad. Akad (kontrak) yang terkandung dalam isi UU No 1/1974 dan KHI sebenarnya
merupakan pengertian yang dikehendaki oleh undang-undang. Acapkali disebut bahwa
pernikahan adalah, "marriage in Islam is purely civil contract™ (pernikahan merupakan
suatu perjanjian semata). Yang berarti point of interest atau urgensi dari sebuah
pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian.

Dalam kaitannya dengan hukum pernikahan, ternyata kondisi kekosongan hukum
dapat kita jumpai di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Sebagai contoh konkrit dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
tersebut sama sekali tidak dijumpai peraturan yang menegaskan kebolehan, keabsahan
atau legalitas tentang pernikahan online atau dengan kata lain sebuah pelaksanaan
pernikahan yang menggunakan sarana telepon atau alat telekomunikasi yang lain belum
dijumpai di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat sah
perkawinan seperti syarat materil dan formil, tidak ada yang mengatur tentang pernikahan
secara online.

Sahnya daripada sebuah pernikahan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya. Hukum telah mengatur bahwa akad nikah
menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang harus memenuhi syarat baik rukun
maupun syarat nikah. Tidak boleh berkurang satupun meskipun dengan menggunaka live
streaming. Meskipun jarak memisahkan akan tetapi pertemuan tersebut tampak digambar
dan suara yang jelas tidak dapat dipungkiri hal ini juga memudahkan Kita tanpa menunda
untuk melaksanakan akad nikah terutama ketika kodisi kedua belah pihak tidak dapat
bertemu dalam satu tempat seperti saat terjadinya wabah covid 19. Menurut Kompilasi
Hukum Islam maupun Hukum Islam (syari ‘ah) bahwa akad nikah dengan menggunakan
Live streaming hukumnya sah karena tidak mengurangi rukun dan syarat nikah. diperkuat
dengan pasal 27 - pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (Maghfuroh, 2021).

Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi
kendala-kendala yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Berbagai kasus yang
telah terjadi menggambarkan kesulitan penegak hukum atau aparat hukum mencari cara
agar hukum dapat berjalan dengan mengacu pada norma masyarakat yang ada. Namun
perkembangan masyarakat lebih cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan,
sehingga perkembangan dalam masyarakat tersebut menjadi titik tolak dari keberadaan
suatu peraturan. Dalam kehidupan masyarakat memang diperlukan suatu sistem hukum
untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.

Kenyataannya adalah bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan yang
dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat, sehingga
menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikannya. Asas legalitas yang kerap
dianggap sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum, dihadapkan dengan
realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas ini karena
perkembangan dan perubahan masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi.

Perubahan cepat yang terjadi tersebut menjadi masalah berkaitan dengan hal yang
tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan
perundangan tidak mungkin mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas. Sehingga
ada kalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bahkan tidak lengkap
yang berakibat terjadinya kekosongan hukum di masyarakat. Arti dari kekosongan hukum
adalah suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tata tertib (hukum) di dalam masyarakat. Sehingga kekosongan hukum dalam
hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan
perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, kekosongan hukum
perundang-undangan terdapat di dalam UUP. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Dalam UUP tersebut sama sekali tidak terdapat peraturan yang menegaskan kebolehan
atau keabsahan tentang pernikahan menggunakan sarana telepon atau alat telekomunikasi
yang lain.

Kekosongan hukum atau ketiadaan hukum yang mengatur tentang status hukum
pernikahan melalui telepon serta teknis pelaksanaannya mengakibatkan munculnya
kontroversi di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum
melalui rekonstruksi atau penafsiran hukum guna mengisi kekosongan hokum. Hal ini
perlu dilakukan agar hokum menjadi sistematis dan komprehensif dalam menghadapi
permasalahan yang belum ada ketetapan hukumnya. Konstruksi hukum merupakan hal
yang sangat penting, karena hukum positif ternyata belum mengatur secara spesifik
tentang kaidah perkawinan melalui jalur telekomunikasi, sementara perkembangan



teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan
substansi hukum khususnya perkawinan. Persoalan lainnya, norma hukum yang telah
dihasilkan sebelumnya tentu belum mampu memenuhi semua kebutuhan hukum
masyarakat, oleh karena itu diperlukan payung hukum yang dapat mengakomodir
kepentingan tersebut (Thalib, 2010).

Akibat yang di timbulkan dari adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau
keadaan yang tidak atau belum diatur itu, adalah terjadinya ketidak pastian hukum
(rechtsonzekerheid) atau ketidak pastian peraturan perundang-undangan yang pada tahap
selanjutnya berakibat pada kekacauan hukum (rechtsverwarring). Hal inilah yang
menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang
harus dipakai atau diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang
diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi.

Mengingat semakin moderennya peradaban manusia dalam memenuhi
keperluanterutama dalam hal berinteraksi dan berkomunikasi sesama manusia, yang
dalam figih dikenal dengan muammalah maka ketentuan hukum Islam yang mengatur
pemanfaatan sarana modern seakan tertinggal beberapa langkah dalam menyikapi
masalah baru. Kondisi demikian merupakan suatu hal yang wajar, mengingat kemunculan
hukum lebih dulu dari masalah yang ada. Hubungannya dengan bidang muammalah yang
semakin berkembang dewasa ini, maka sebagian besar asas yang digunakan untuk
mentapkan hukum adalah asas yang masih bersifat umum. Dengan adanya makna yang
masih bersifat umum tersebut, harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan
kemashlahatan manusia itu sendiri berdasarkan tuntutan dari perubahan situasi dan
kondisi.

Jika pemerintah Indonesia, dalam hal ini lembaga legislatif yakni pembentuk
perundang-undangan (DPR) serta para penegak hukum (para hakim) peduli terhadap
sistem hukum di Indonesia, maka seharusnya segera dibentuk peraturan
perundangundangan terkait dengan pernikahan melalui telepon. Keberadaan hukum Islam
dan hukum positif dalam masalah perkawinan sudah usang dan tidak relevan, sementara
perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan
perkembangan substansi hukum.

Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia selalu berpijak pada UU sebagai
Konstitusi tertinggi, dan konstitusi tertinggi pada Negara Indonesia ialah Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.selanjutnya dalam hal munakahat
(perkawinan) barulah kita bersandar pada UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan.

Membahas tentang nikah online berdasarkan konteks penelitian ini, dalam hukum
Islam dan Undang-undang Perkawinan sendiri tidak ada aturan yang secara eksplisit
menjelaskan dan mengatur tentang hal ini. Entah dalam konteks keabsahan nikah
onlinennya, atau bahkan dalam penerapan pencatatan nikahnya bagi mereka pelaku nikah
online. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa dalam hal ini terdapat kekosongan
hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, entah di dalam hukum Islam ataupun juga di
dalam hukum positif di Indonesia.

Terkait dalam hal pencatatan nikah terhadap nikah online, hal ini tak bisa terlepas
dengan peraturan perundang-undangan sendiri, dimana ia menuntut dan menjamin bahwa
perkawinan adalah sah, apabila dikakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
keperayaannya itu. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa, bukan saja pernikahan
biasa atau pernikahan pada umumnya yang dianggap sebuah perkawinan dalam kacamata
perundang-undangan, melainkan juga nikah online. Selama dalam pelaksanaannya
bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa, atau karena mentaati perintah Allah SWT, atau karena



bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Maka selama itupula ia tidak ada bedanya dengan nikah pada umumnya.

Dan dalam konteks ini pula ia menjadi suatu implikasi kemutlakan dan keharusan
dalam hal penerapan hukum pencatatan nikah, karena tentunya sebagai Negara hukum,
maka adalah suatu kewajiban melaksanakan pernikahan atau perkawinan berdasarkan
peraturan yang berlaku. Dimana sudah ditegaskan dalam UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 2
yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku."(Undang-Undang RI, 2007)

Selama tidak ada Undang-Undang yang seara eksplisit menyebutkan nikah online
itu tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan, maka selamanya nikah online itu mutlak dan
diperbolehkan serta dapat diakui oleh Negara. Wajib bagi semua KUA di Indonesia
menerima dan melangsungkan akad pernikahan melalui media online, karena KUA ini
adalah Instansi Pemerintah yang mesti taat kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia. Dengan demikian bagi mereka yang menolak atau bersikeras tidak
mau melaksanakan nikah online dalam hal ini termasuk pula penerapan pencatatannya,
maka mereka dapat dianggap orang yang melanggar hukum sebagaimana termaktub di
dalam PP Tahun 1945 Tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan dan
Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Tentang pencatatan Nikah.

Dengan berdasarkan norma hukum yang terkait, maka pejabat KUA yang
menolak untuk melaksanakan nikah online serta penatatan nikahnya tersebut dapat
dipidanakan sebagaimana telah diatur lebih lanjut di dalam PP No. 49 tahun 1975 Pasal
46 yang mengatur ketentuan pidana, disebabkan sudah melanggar ketentuan Undang-
Undang dan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, apabila permohonan nikah online ditolak
atau tidak dapat dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama, mereka yang berkehendak
melangsungkan akad nikah tersebut dapat melakukan upaya lainnya yakni banding ke
Pengadilan Tinggi Agama.Selanjutnya apabila mereka tetap ditolak oleh Pengadilan
Tinggi Agama, maka upaya terakhir yang dapat mereka tempuh ialah upaya hukum kasasi
ke Mahkamah Agung.

3. Tinjauan Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya, Para ulama sepakat bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila
dilaksanakan dengan sebuah akad, yang melingkupi ijab dan gabul antara seorang wanita
yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya
seperti wakil atau wali, dan dipandang tidak sah jika semata-mata hanya berdasarkan suka
sama suka tanpa adanya sebuah akad (Mughniyah, 2010).

Pernikahan via live streaming tidak tercantum secara tekstual dalam karya ulama
empat madzhab, tetapi jika penulis telusuri ada yang beberapa hal yang secara implisit
memuat dan relevan dengan nikah via live streaming. Para ulama madzhab sepakat
memasukan ijab gabul sebagai salah satu rukun nikah. Jika ijab kabul dilakukan maka
unsur mendasar bagi keabsahan pernikahan, maka harus memenuhi syarat-syarat ijab
kabul pernikahan, adapun syarat-syaratnya diantaranya adalah tamyiz al-muta ‘agidain,
ittikad majlis al-ijab wal-gabil dan attawaffug baynal ijab wal-gabiil.

Adanya persyaratan bersatu majelis adalah menyangkut keharusan kesinambungan
waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Meskipun tempatnya
bersatu, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka
kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan pelaksanaan Kabul sudah tidak terwujud oleh
karena itu akad nikahnya tidak sah. Arti bersatu majlis menekankan pada pengertian
bersatu majelis yaitu tidak boleh terputusya antara ijab dan kabul (Efendi, 2004). ljab dan
kabul harus dilakukan di satu majelis (tempat) (Al-Juzairi, 2017). Berikut pandangan para
Ulama berkenaan dengan ini :

a. Mazhab Hanafi



Imam Abu Hanifah dikenal sebagai sosok yang kental dengan dominasi rasio
dalam mengeluarkan pendapat tentang ketetapan suatu hukum. Meskipun dikenal
sebagai ahli ra’yu, Abu Hanifah tidak lantas meninggalkan al Quran dan hadits
sebagai sumber hukum dalam berijtihad. Akal digunakan oleh Abu Hanifah manakala
beliau tidak menemukan sumber hukum dalam al-Qur’an, al-Hadits, maupun ijma‘
para sahabat, baik yang belum tertulis maupun yang belum ada kejelasan secara
redaksi mengenai suatu hal. Pada dasarnya, jalur istinbath hukum Imam Abu Hanifah
yang utama adalah ra’yu.

Metode ini kemudian oleh Imam Syafi‘i disejajarkan dengan metode qiyas.
Penyejajaran tersebut mungkin dapat diterima karena dalam metode giyas, akal juga
memiliki peranan dalam melakukan analisa hukum terhadap suatu perkara. Namun
menurut penulis, aplikasi antara metode r« yu Imam Abu Hanifah dengan metode
giyas Imam Syafi‘i berbeda. Perbedaan tersebut adalah tidak adanya penyamaan illat
dalam metode ra’yu Imam Abu Hanifah sebagaimana diterapkan dalam giyas
menurut Imam Syafi“i. Oleh sebab itu, metode istinbath Imam Abu Hanifah tidak
dapat dianalisa menggunakan metode giyas Imam Syafi’i.

Menurut Syeikh Kamil Muhammad Uwaidhah, istinbath hukum Imam Abu
Hanifah lebih mendasarkan pada aspek penalaran (ma ‘qul) terhadap sumber hukum
Islam. Dari proses penalaran tersebut kemudian menjadi hasil istinbath. Namun
penalaran yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah bukan merupakan penalaran yang
berdiri sendiri, melainkan juga mendasarkan pada aspek hukum Islam, seperti al
Qur’an, hadits maupun atsar sahabat serta ijma’ para sahabat (Muhammad, 1992).

Menurut mazhab Hanafi, ijab kabul harus dilakukan di satu majelis (tempat) (Al-
Juzairi, 2007), hal ini tidak dapat dilepaskan dari istinbath hukum beliau mengenai
majelis akad dan syarat-syarat ijab kabul. Istinbath hukum Abu hanifah, disandarkan
pada al Qur’an, hadits, agwal al sahabah, ijma’, giyas, istihsan dan ‘urf. Urutan
tersebut disesuaikan dengan keutamaannya. Artinya ketika dalam beristinbath sudah
menemukan dasar dari al Qur“an serta didukung oleh hadits maka aqwal al
stahjabah, ijma’, qiyas, istihsan dan ‘urf tidak lagi ditempuh dalam proses istinbath.
Hal ini mengindikasikan bahwa agwal al sahabah, ijma’, qiyas, istihsan dan ‘urf
merupakan alternatif dalam mengistinbathkan hukum suatu perkara yang belum
dijelaskan dalam al Qur’an maupun hadits.

Dengan demikian Imam Abu Hanifah memahami satu majlis bukan dari segi
fisik para pihak, namun hanya ijab dan kabul para pihak harus dikatakan di satu
tempat dan secara berkontinyu. Dari pendapat ini, Hanafiyyah memperbolehkan akad
nikah melalui surat, asalkan surat tersebut dibacakan didepan saksi dan pernyataan
dalam surat segera dijawab oleh pihak-pihak. Menurut Hanafi, surat yang dibacakan
di depan saksi dapat dikatakan sebagai ijab atau gabul dan harus segera dijawab. Dari
pendapat Hanafiyyah tersebut, dapat dianalogikan bahwa pernikahan dianggap sah
hukumnya dilakukan lewat media komunikasi seperti internet, teleconference, dan
live streaming. Kebolehan tersebut harus memenuhi syarat yang diberikan oleh Imam
Abu Hanifah, yaitu adanya saksi ketika menulis maupun membaca surat yang berisi
ijab gabul.

b. Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki pelaksanaan ijab kabul itu bahwa antara ijab dan kabul
harus segera yaitu tidak boleh ada jeda cukup lama yang memisahkan antara ijab dan
kabul yang dapat dinyatakan sebagai tindakan berpaling. Jika wali mengatakan saya
nikahkan kamu dengan fulanah, maka calon suami segera menjawab saat terima
nikah itu. Tidak masalah bila terdapat jeda pemisah hanya sebentar, bila disela
dengan khutbah pendek (Al-Juzairi, 2007). dan semacamnya, kecuali bila yang



disampaikan adalah wasiat terkait pernikahan maka ini dapat mengakibatkan jeda
yang cukup lama.

Segera yang dimaksud adalah syarat terkait jika kedua belah pihak sama-sama
hadir di majlis akad nikah. Dalam kondisi ini, tidak boleh ada jeda yang memisahkan
antara ijab dan kabul kecuali perkara yang ringan. Dengan demikian, dapat diketahui
bahwa penyampaian wasiat terkait nikah dan pengaitannya dengan syarat ridha
dinyatakan sah dalam pernikahan menurut madzhab Maliki.

Salah satu car istinbath dan istidlal dari mazhab maliki seperti mazhab hambali
yaitu menggunakan maslahah mursalah, menurut mereka bahwa maslahah mursalah
merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bukan dari nas yang rinci seperti
yang berlaku dalam giyas.

c. Mazhab Syafi‘i

Ittihadul Majlis dalam akad nikah menurut perspektif mazhab syafi‘i bukan saja
menyangkut masalah kesinambungan antara pengucapan ijab dan kabul belaka, atau
dengan kata lain kesinambungan antara pengucapan ijab dan kabul suatu perkawinan
bukan satu-satunya aspek yang fundamental dari ittizadul majlis, tetapi ada yang lain
guna memenuhi dari itihadul majlis yaitu kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan
satu sama lain di dalam satu ruangan yang sama pada saat perkawinan sedang
berlangsung.

Ittihadul Majlis mencakup dua unsur penting yaitu dimana antara satu dengan
lainnya harus saling menunjang vyaitu unsur kesinambungan antara pengucapan ijab
dan pengucapan kabul dan unsur bersatunya tempat duduk atau ruangan ketika akad
nikah sedang berlangsung. Mengenai unsur pertama dapat dibuktikan dengan konsep
“al-faur” (segera/langsung). Apabila suatu ijab sudah diucapkan dalam upacara
pernikahan, calon suami harus segera (spontan) menyambut ijab tadi ucapan
kabulnya, calon suami harus segera (spontan) menjawab kabulnya.

Unsur lain dari Ittihadul Majlis dalam kalangan ulama syafi‘iyyah adalah
berkaitan dengan bersatunya tempat akad. Masalah ini berkaitan erat dengan masalah
syahadah (kesaksian) dalam akad nikah, saksi harus dapat melihat serta menyaksikan
dengan mata kepala, bahwa rangkaian pengucapan ijab kabul benar-benar dilakukan
sebagaimana yang telah ditentukan, dan ijab kabul itu benar-benar dari dua orang
yang sedang melakukan akad. Jika demikian, tugas dari 2 orang saksi laki-laki tadi
memastikan berdasarkan keyakinan absolut (hagqul yaqin), agar akad yang
bersangkutan sah (AA, 2020).

Kepastian itu tidak hanya meliputi redaksi yang sedang diucapkan, melainkan
juga menyangkut kepastian orang-orang yang melakukan akad Yaitu memerlukan
kriteria saksi yang lebih tepat karena yang harus dibuktikan dalam kesaksian bukan
hanya redaksinya tetapi menyangkut orang-orang yang terkait yang tidak cukup
hanya dengan pendengaran belaka tetapi juga dituntut dengan penglihatan mata
kepala para saksi akad tersebut. Hanya dengan cara seperti ini saksi benar-benar
yakin bahwa ijab dan gabul benar-benar berasal dari dua orang yang melakukan akad
(Al-Anshary, n.d.).

Kesaksian dalam pernikahan mengharuskan saksi harus mendengar dan melihat
prosesi ijab kabul. Seandainya kedua saksi hanya mendengar ijab kabul akan tetapi
tidak melihat kedua orang yang mengucapkannya, meskipun suara ijab dan kabul
adalah suara dari kedua belah pihak, akad nikahnya akan dianggap tidak sah, dengan
alasan karena tidak dapat diliat dengan mata kepala (al-mu ‘ayanah). Dari penjelasan
tersebut dapat dipahami bahwa walaupun suatu redaksi dalma prosesi ijab Kabul
dapat di dengar, namun bobotnya berbeda jika pengungkapannya dilihat dengan mata



kepala sendiri. Hal tersebut senada dengan sikap kalangan Syafi‘iyah yang selalu
berhati-hati (ihtiyat}) dalam menetapkan suatu hokum (Irma Novayani, 2017).

Menurut mazhab Syafi‘i syarat-syarat ijab kabul tidak boleh dikaitkan dengan hal
lain (Al-Juzairi, 2007). Dari penjelasan diatas menurut mazhab Syafi‘i secara tegas
dapat diketahui bahwa adanya persyaratan bersatu majelis, bukan untuk menjaga
kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi juga mengandung persyaratan lain yaitu
al-muayanah yaitu semua pihak harus hadir dalam satu tempat akad. Dengan
demikian apabila salah seorang dari kedua belah pihak melakukan akad nikah dengan
jalan berteriak atau dengan pengeras suara atau melalui telepon atau sarana lainnya
agar dapat didengar dari tempat lain, tetapi tidak bisa dilihat oleh kedua saksi,
meskipun bisa didengar oleh keduanya maka akad nikah semacam ini hukumnya
tidak sah. Demikian pula bentuk perkawinan melalui rekaman kaset dan video kaset,
hukumnya tidak sah karena tidak adanya syahadah mu ‘ayanah tersebut, termasuk di
dalamnya melalui televisi dan internet. Akhirnya, perlu dipahami bahwa pemilihan
madzhab Syafi’i, dalam hal “Ittihadul Majlis” punya korelasi dengan prinsip ibadah
perkawinan tersebut. Karena itu segala tata cara pesanan perkawinan bersifat
ta ‘abbudi, yakni hal itu bersifat tauqifi yang berarti umat islam tinggal mengikuti apa
yang telah ditetapkan dan dijalankan Rasulullah saw., tanpa harus menambah dan
mengurangi.

d. Mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali kabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera.
Jika kabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah
atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan
kabul maka pernikahannya tidak sah (Al-Juzairi, 2007). Sighat nikah harus
menggunakan lafal nikah atau kawin. Adapun kabul cukup dengan mengatakan saya
terima atau saya ridha. Tidak ada syarat terkait kabul yang mengharuskan untuk
mengatakan saya terima nikahnya atau kawinnya, dan ijab kabul dikatakan tidak sah
jika Kabul mendahului ijab.

Madzhab Hambali mengartikan “satu majelis” dalam arti non fisik (tidak mesti
satu ruangan) ijab dan kabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara
secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Menurut madzhab
Hambali bahwa antara ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya
adalah antara pengucapan ijab dan kabul tidak disela dengan kalimat lain atau dengan
melakukan suatu aktivitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad
yang berlangsung. Kabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika kabul
disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk
sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan kabul, maka
pernikahannya tidak sah.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal yang tercantum dalam kitab al-mughni,
karya Ibnu Qudama menjelaskan mengenai kesinambungan pengucapan ijab dan
gabul pernikahan yang dilaksanakan dalam satu majelis atau satu waktu. Apabila
terdapat jeda antara ijab dan gabul, maka pernikahan tersebut sah selama hal
tersebut masih berada dalam majelis dan kedua pihak tidak direpotkan dengan hal-
hal lainnya(Almaqdisi, 2004). Berdasarkan penjelasan tersebut dianggap sah asal
saja diberi pengeras suara, karena mendengar ijab adalah suatu keharusan,
dianggap tidak sah jika salah satu syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi.
Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan Kabul (Pranata &
Yunus, 2021).

Menurut ulama ushul figh Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan

maslahah mursalah. Ulama Hanabilah menerima mashlahah mursalah sebagai



dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama figh
yang sering menggunakan maslahah mursalah sebagaimana yang dilakukan
ulama Malikiyah. Menurut mereka maslahah mursalah merupakan induksi dari
logika sekumpulan nas, bukan dari nas yang rinci seperti yang berlaku dalam
qgiyas.

Maslahah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum,
karena merupakan hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan
kemaslahatan bagi umat manusia. Kemudian, kemaslahatan manusia akan
senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka
sendiri. Apabila syari’at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja,
membawa kesulitan.

Pada hukum pernikahan memuat dimensi ubudiyah namun dalam hal akad
perjanjian pernikahan lebih condong ke dimensi muamalah. Nikah merupakan
peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan itu bukanlah
sembarang akad tetapi termasuk akad yang sakral karena menanggung tanggung
jawab bagi suami dan istri.

Perjanjian yang terjadi dalam pernikahan merupakan perjanjian dunia dan
akhirat karena memikul tanggung jawab bagi keluarga yang menjalankannya.
Gerbang dari sebuah pernikahan adalah akad ijab dan gabul, yang didalamya
terdapat shigat akad nikah, akad ijab gabul merupakan unsur dasar sebuah
pernikahan. Apabila akadnya sah maka pernikahannya juga sah.

Menurut madzhab Hambali gabul dianjurkan untuk disampaikan dengan
segera. Jika gabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya
berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya
antara ijab dan gabul maka pernikahnnya tidak sah

KESIMPULAN

1.

Pernikahan via live streaming merupakan pernikahan yang diselengarakan oleh
pasangan yang tidak dapat melaksanakan pernikahan secara langsung serta berada
dalam situasi jarak yang jauh sehingga mengharuskan terjadinya akad melalui jalan
telekomunikasi suara serta gambar yang tayang dilayar.

Hukum akad nikah menurut peraturan pernikahan di Indonesia bahwa pelaksanaan
ijab dan kabul melalui live streaming, sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan
serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut
sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan pasal 29 Kompilasi
Hukum Islam.

Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah legalitas pernikahan live streaming,
ulama dari Mazhab Hanafi dan Hambali serta ulama-ulama kontemporer condong
membolehkan pernikahan disebabkan mereka tidak mensyaratkan kesatuan tempat
antara ijab dan gabul. Berbeda dengan para ulama dari kalangan mazhab Malikiyah
dan Syafi‘iyah mereka cenderung lebih ketat mereka mengharuskan ittihadul majelis,
Masalah ini berkaitan erat dengan masalah syahadah (kesaksian) dalam akad nikah,
saksi harus dapat melihat serta menyaksikan dengan mata kepala, bahwa rangkaian
pengucapan ijab kabul benar-benar dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan,
dan ijab kabul itu benar-benar dari dua orang yang sedang melakukan akad.

REKOMENDASI

Penelitian ini merupakan suatu masalah kontemporer yang ada akibat perkembangan

zaman, yang mana dalam penggunaan media teknologi atau media live steaming terhadap
pelaksanaan akad nikah harus dan sangat diperlukan pemahaman yang mendalam, agar
tidak menyalahi syariat atau aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Swit.



Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/l
dikemudian hari, baik sekedar untuk menambah wawasan ataupun yang ingin melakukan
penelitian yang serupa, atau untuk melakukan penelitian lanjutan, dengan mengadakan
wawancara ataupun kuesioner yang lebih luas guna mendapatkan hasil yang lebih
maksimal.

Bagi peneliti Hasil dari penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dan
keterbatasan, baik didalam ruang lingkup penelitian, masalah, tujuan dan materi yang
digunakan. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran dari berbagai
pihak demi kesempurnaan penelitian.
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